
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
'rabun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubab Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati ten tang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
penyusunan, pengukuran dan pelaporan kinerja
serta Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, perlu disusun peraturan yang dapat
dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah;

Menimbang

DENGANRAHMATTURANYANGMAHAESA
BUPATIPURWAKARTA,

PEDOMANPENYUSUNANPERJANJIANKINERJA,PENGUKURAN
KINERJA,PELAPORANKINERJADANREVIUATASLAPORANKINERJA

INSTANSIPEMERINTAH

TENTANG

PERATURANBUPATI PURWAKARTA

NOMOR loZTAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4817);

6. Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (BeritaNegara
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor1842);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6856);

•

Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);



3. Perangkat Daerah adalah organisasi Pemerintah Daerah

2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Purwakarta;

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

BABI

KETENTUANUMUM
Pasal 1

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA,
PENGUKURANKINERJA, PELAPORANKINERJA DAN
REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2021 Nomor 1);

•

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Refonnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor546);



2. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;

1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah;

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Perjanjiankinerja terdiri atas:

Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai
pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pasa12•

S. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk
memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan
informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas,

7. Laporan Kinetja adalah ikhtisar yang menjelaskan seeara
ringkas dan lengkap tentang eapaian kinerja yang disusun
berdasarkan reneana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Pengukuran Kinerja adalah proses yang dilakukan dalam
• rangka untuk menilai tingkat ketercapaian realisasi kinerja

terhadap target yang telah ditetapkan/ direncanakan;

5. PeIjanjian kinerja adalah lembarj dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
programj kegiatanj'eubkegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja.

4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta.

yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat yang bertugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan bertanggungjawab

kepada Bupati;



Perjanjian KineIja Pemerintah Daerah ditandatangani oleh

Bupati.

Pasal5

c. dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Perjanjian KineIja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat pemyataan dan lampiran
formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja
utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program,

dan anggaran.

(4) Format pemyataan dan lampiran formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(1) Bupati menyusun PeIjanjian KineIja Pemerintah Daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan.

(2) Dalam penyusunan PeIjanjian KineIja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;

b. indikator kineIja utama pemerintah daerah; dan

Bagian Kesatu
Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

Pasal4

BABII
PERJANJIAN KINERJA

d. Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Kabupaten;

2. Laporan KineIja Instansi Pemerintah tingkat Perangkat
Daerah;

c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas:

b. Pengukuran Kinerja;



(2) Perjanjian Kinerja ditingkat Unit Kerja ditandatangani oleh
Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja.

(1) Perjanjian Kinerja ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah
ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

(6) Format pemyataan dan Iampiran perjanjian kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagairnana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

(5) Perangkat Daerah yang mendapatkan Tugas Pembantuan
harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup
mengenai proporsi alokasi anggaran tersebut;

(4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)memuat pernyataan dan lampiran perjanjian kinerja yang

berisi sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja
beserta target kinerja, program, kegiatan dan anggaran.

c. indikator kinerja kunci perangkat daerah; dan

d. dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

b. indikator kinerja utama perangkat daerah;

a. rencana strategis perangkat daerah;

(1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah paling lambat 1 [satu] bulan setelah
dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
ditetapkan.

(2) Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah menyusun Perjanjian
Kinerja Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah
dokumen peJaksanaan anggaran Perangkat Daerah
ditetapkan.

(3) Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dan (2)harus memperhatikan:

Pasal6

Bagian Kedua

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah



(5) Bentuk format Pengukuran Kinerja sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan
sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan monitoring
dan evaluasi secara berkala setiap triwulan terhadap
pencapaian hasil pengukuran kinerja;

(4) Hasil Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menjadi bahan dalarn penyusunan laporan
pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan;

Pasal9

(1) Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap perjanjian kinerja
yang telah ditetapkan dengan membandingkan persentase
tingkat capaian indikator antara realisasi kinerja dengan
target kinerja,

(2) Pengukuran KineIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilalrukan secara berkala tiap Triwulan dan Tahunan yang
disampaikan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang
membidangi Perencanaan;

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara

signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

h. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian
tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan
alokasi anggaran);

a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal

terjadi kondisi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Revisi dan Perubahan Perjanjian KineIja

Pasal8



(2) Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim
Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat

(1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah tingkat Perangkat Daerah setiap
tahun, berdasarkan petjanjian kinerja yang disepakati
dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

tingkat Perangkat Daerah

Pasal11

Bagian Kedua
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(4) Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

(3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertugas merekap dan mengolah data capaian hasil
pengukuran kinerja perangkat daerah, sebagai bahan dalam

penyusunan Laporan.

(2) Bupati dapat membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh

Keputusan Bupati.

(1) Bupati menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

tingkat Kabupaten setiap tahun, berdasarkan perjanjian
kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada
Gubemur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling
lambat 3 (tiga)bulan setelah tahun anggaran berakhir;

PasallO

tingkat Kabupaten

Bagian Kesatu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BABIV

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



(5) Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat
Perangkat Daerah harus sudah selesai sebelum
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan
sebelum disampaikan kepada Bupati;

(4) Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat
Kabupaten harus sudah selesai sebelum ditandatangani
oleh Bupati dan sebelum disampaikan kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan data/Informasi kinerja
Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan

Laporan Kinerja yang berkualitas.

(3) Pelaksanaan reviu dilakukan secara paralel dengan

pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.

(2) Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah adalah:

(1) Reviu dilaksanakan oleh auditor aparat pengawasan
intern pemerintah atau tim yang dibentuk pada
Inspektorat;

Pasal12

BABV

REVIU ATAS LAPORAN KlNERJA INSTANSI PEMERlNTAH

(4) Sistematika penyusunan Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertugas merekap dan mengolah data capaian hasil

pengukuran kinerja perangkat daerah, sebagai bahan
dalam penyusunan Laporan;

Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala

Perangkat Daerah;



(8) Formulir check list reviu sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(7) Bentuk format surat pemyataan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf d sebagaimana tercantum dalam
Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

e. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja instansi
pemerintah tingkat Kabupaten dan tingkat Perangkat
Daerah.

4. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan

kesimpulan / catatan pereviu.

d. surat penyataaan telah direviu yang dibuat oleh
pereviu merupakan bagian dari Laporan Kinerja,

3. Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang
dilaksanakan;

2_Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;

1. Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data

atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;

c. penyusunan kertas kerja Reviumencakup:

b. penelaahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah secara ringkas dilakukan
untuk menilai keselarasan antara perencanaan
strategis di tingkat Pemerintah Daerah dengan
Perencanaan strategis unit dibawahnya terutama

dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja,
program dan kegiatannya;

a_ metode pengumpulan data atau informasi dilakukan
untuk menguji keandalan dan akurasi data atau
informasi kinerja yang disajikan dalarn Laporan
Kinerja;

(6) Ruang lingkup pelaksanaan Reviu terdiri atas:



NORMANN \GRAHA

BERITADAE~ KABUPATENPllRWAKARTATAHUN2023 NOMOR102.

\

SDAERAH
~URWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

~TIKA
.,

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal '4 A~ustu>Ftji BUPATIPURWAKARTW j

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 13

BABVI

KETENTUANPENUTUP



Purwakarta,

BUPATI PURWAKARTA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akun tabel serta berorientasi pada hasil, saya yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

-LogoPemerintah Daerah-

A. Pemyataan Perjanjian KinerjaPemerintah Daerah

1. FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERATURAN KABUPATEN PURW AKARTA
lOJ. -nU-f url :t.e).1
I tf NJ£lSti-'S ~ $
PEDOMAN PENYUSUNANPERJANJIAN KINERJA,
PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA
DAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG



Nama
NIP.

Nama

Purwakarta,
Pihak Pertama,Pihak Kedua,

•
Pihak pertama beIjanji akan mewujudkan target kineIja yang sesuai lampiran
petjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

Selalru atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Jabatan

Nama
•Selanjutnya disebut pihak pertama

Jabatan

Nama

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .

-Logo Perangkat Daerah-

B. Pemyataan PeIjanjian KineIja Perangkat Daerah



3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dari Pemerintah
Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin

diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau

seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang

bera8ngkutanj

1) Pada kolom (1) diisi no urut;

Penjelasan pengisian terbadap Iampiran di atas adalah sebagai berikut:

•
Bupati Purwakarta,

Purwakarta,

Rp .Jumlah Anggaran

Rp .2.

Rp........•............

ADggaraDNo •
1.

No 8asara.D Strategl. IncliJmtor Klnerja Target
(1) (2) (3) (4)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ---------­

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

A.LampiranFormat Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

2. FORMAT LAMPIRAN PERJAICJIAN tmlERJA



5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan
sasaran yang akan dicapai;

6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang

dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;

7) Pada kolom Jumlah Anggaran diisi dengan jumlah total anggaran;



2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah
sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada

tahun yang bersangkutan;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dari Perangkat

Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin

diwujudkan;

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun tersebut;

5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan
sasaran yang akan dicapai;

1)Pada kolom (1)diisi no urut;

Penjelasan pengisian terhadap lampiran eli atas adalah sebagai berikut:

NIP.

Purwakarta,
KepalaPerangkat DaerahBupati Purwakarta,

Rp .Jumlah Anggaran

Rp ..2.

Rp .1.

KeteraDganNo Program

No 8uaran Strategia Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ---------

PERANGKAT DAERAH .

B. Lampiran Format Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah



6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang

dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;

7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang

penting, misalnya proporsi sumber dana (Anggaran Pendapatan dan

8elanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.

8) Pada kolomJumlah Anggarandiisi dengan jumlah total anggaran.



2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah
sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada
tahun yang bersangkutan;

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dari Perangkat
Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
diwujudkan;

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun tersebut;

5) Pada kolomKegiatan/Sub Kegiatan diisi dengan nama KegiatanjSub
Kegiatanyang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;

1)Pada kolom (1)diisi no urut;

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

NIP.NIP.

Purwakarta,
PirnpinanUnit KerjaAtasan Pimpinan Unit Kerja,

No Kegiatan/Subkegiatan Aaggaran Keterangan
1. ............................................... Rp. ...................................
2. 4 ............................................. Rp. ................................

Jumlah Anggaran Rp. ..................................... ...

No Saaaran Indikatol' Kiaerja Target
Program/Kegiataa

(1) (2) (3) (4)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ----------

UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH .

B. Lampiran Format Perjanjian Kinerja Unit KeIja



Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.

8) Pada kolom Jumlah Anggaran diisi dengan jumlah total anggaran.

Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Belanja

6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang

dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;

7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang

penting, misalnya proporsi sumber dana (Anggaran Pendapatan dan
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18) Pada kolom (19)cllisi nama perangkat daerah;
19) Pada kolom (20) diisi predikat capaian kinerja tiap masing-masing

indikator kinerja, sesuai dengan tebel skala predikat kinerja;

xlOO
reallsasi

tingkat capaian kinerja (%) = ---­
target

1) Pada kolom (1)diisi kode;
2) Pada kolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang diampu oleh

Perangkat Daerah, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan sesuai
dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

3) Pada kolom (3)diisi dengan indikator kinerja yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4)diisi dengan satuan dari indikator;
5) Pada kolom (5)diisi target kineqa yang akan dicapai;
6) Pada kolom (6)diisi dengan pagu anggaran;

7) Pada kolom (7)diisi realisasi capaian indikator kinerja pada triwulan [

(bulan Januari - Maret);
8) Pada kolom (8)diisi realisasi capaian keuangan pada triwulan I (bulan

Januari - Maret);
9) Pada kolom (9)diisi realisasi capaian indikator kinerja pada triwulan II

(bulan Januari - Juni);
10) Pada kolom (10) diisi realisasi capaian keuangan pada triwulan II

(bulan Januari - Juni);
11) Pada kolom (11) diisi realisasi capaian indikator kinerja pada triwulan

III (bulan Januari - September);
12) Pada kolom (12) diisi realisasi capaian keuangan pada triwulan m

(bulan Januari - September);
13) Pada kolom (13) diisi realisasi capaian indikator kinerja pada triwulan

IV(bulan Januari - Desember);
14) Pada kolom (14) diisi realisasi capaian keuangan pada triwulan IV

(bulan Januari - Desember);
15) Pada kolom (15) diisi realisasi capaian indikator kinerja pada tahun

yang berjalan;
16) Pada kolom (16) diisi rea1isasi capaian keuangan pada tahun yang

berjalan:
17) Pada kolom (17 dan 18) diisi tingkat capaian kinerja dengan

menggunakan rumus :

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:
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~50% Sangat Rendah
51% ~ 65% Rendah
66%~ 75% Sedang

76% ~ 90% Tinggi
91% ~ 100% Sangat Tinggi

Skala Predikat Kinerja



Bab IIIAkuntabilitas Kinerja

A. Capaian KinerjaOrganisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pemyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pemyataan kinerja saaaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jikaada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis programj'kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja],

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasanj'ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.

Sistematika laporan kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dibadapi organisasi.

4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KlNERJA INSTAlfSI

PEMltRINTAH



Lampiran:
1) PerjanjianKineIja
2) Lain-lainyang dianggapperlu

BabN Penutup

Pada bah ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kineIjanya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan mewujudkan dan yang telah digunakan sesuai
untuk dengan kinerja organisasi dokumen PeIjanjian
KineIja.



NIP.

Inspektur Inspektorat
Kabupaten Purwakarta

Purwakarta,

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang
menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang
disajikan eli dalam laporan kinerja ini.

Reviu bertujuan untuk rnemberikan keyakinan terbatas laporan kinerja

telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Purwakarta untuk tahun anggaran sesuai Pedoman Reviu atas
Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja
menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

SURAT PERNYATAAN TELAH DlREVIU

ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKAR1'A

TAHUN ANGGARAN .

-LogoPerangkat Daerah-

5. FORMAT SURAT PERNYATAAIf PELAKSAlfAAN REVIU



5 Tujuanjsasaran dalam Laporan Kinerja
(LKj)telah sesuai dengan tujuan/ sasaran
dalam Indikator KinerjaUtama.

4 Tujuanj sasaran dalam Laporan Kinerja
(LKj)telah sesuai dengan tujuanjsasaran
dalam Indikator Kinerja.

3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang memadai.

2 Tujuanj sasaran dalam Laporan Kinerja
(LKj)telah selaras dengan rencana strategis

1 Tujuanjsasaran dalam Laporan KineJja
(LKj)telah sesuai dengan tujuanj sasaran
dalam perjanjian kinerja.

7 Laporan Kinerja (LKj)Instansi Pemerintah
bulanan merupakan gabungan partisipasi
dati unit kerja dibawahnya.

6 Analisia/penjelasan dalam Laporan Kinerja
(LKj)telah diketahui oleh unit kerja terkait.

5 Data/informasi kinerja yang disampaikan
dalam Laporan KineJja (LKj)telah diyakini
keandalannya.

4 Telah ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan datajinformasi di setiap unit
kerja.

3 Telah terdapat mekanisme Penyampaian
data dan infonnasi dati unit kerja ke unit
penyusun Laporan Kinerja (LKj)

2 Informasi yang disampaikan dalam Laporan
Kinetja (LKj)telah didukung dengan data
yang memadai

III Substansi

•

II Mekanisme 1 Laporan Kinetja (LKj)Instansi Pemerintah
penyusunan disusun oleh unit kerja yang memiliki

tugas fungsi untuk itu.

6 Telah menyajikan akuntablitas keuangan .•
5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke

depan.

4 Te1ah menyajikan dengan lampiran yang
mendukung informasi pada badan laporan.

3 Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan
capaian kinerja Instansi Pemerintah yang
memadai.

2 Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan
infonnasi target kinerja.

1 Laporan Kinerja (LKj)telah menampilkan
data penting Instansi Pemerintah.

Pemyataan Checklist
I Format
No

CHECK LIST DVlU



~ BUPATIPURWAKARTAW J

No Pemyataan Checklist
6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka

terdapat penjelasan yang memadai.
7 Telah terdapat perbandingan data kinerja

dengan tahun lalu, standar nasional dan
sebagainyayang bermanfaat.

8 lKUdan IKtelah cukup mengukur
tujuanj sasaran.

9 Jika "tidak' maka terdapat penjelasan yang
memadai.

10 lKUdan IKtelah SMART.



(1) Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKAPerangkat Daerah
disetujui oleh DPRD.

(2) Untuk Pengadaan Sarang/Jasa yang peIaksanaan kontraknya harus
dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/ atau pemilihan
Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran
persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal dibutuhkan perslapan pengadaan dan proses pemilihan
mendahului persetujuan RKA Perangkat Da.erah oleh DPRD, pemilihan
penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan
kontrak bersifat tidak mengikat dan tindaklanjutnya sebagai berikut:
a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang

selanjutnya disebut Pejahat Penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan
perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DPA
disahkan.

b. Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA Perangkat Daerah
disetujui oleh DPRD lebih kecil dati penawaran harga terkoreksi
pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan
negosiasi teknis dan harga

c. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DPAmaka hasil pemilihan/proses
pemilihan harus dibatalkan.

(4) Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi
Nonkonstruksi dilakukan oleh PPKmeliputi:
a. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KARl.
b. Penyusunan dan penetapan HPS.
c. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan/ atau
d. Penetapan uang rnuka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga,

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan

Pasal39

11)Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh KPAyang
meliputi identifikasi pengadaan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan
anggaran Pengadaan Barang/ Jasa.

(2) Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia meliputi
kegiatan persiapan Pengadaan Barang/ .Jasa, persiapan pernilihan
Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan
serah terima hasil pekerjaan,

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal38

BABV
PENGADAANBARANG/ JASAMELALUIPENYEDIA

(4) Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak

•

•



PeIaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja
Pemilihaa/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan dengan ketentuan:
a. PPK melaksanakan E-purchasiflg dengan nilai HPS paling sedikit di atas

Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah).
b. Pejabat Pengadaan melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan

Langsung untuk pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima rarus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi
yang bernilai paling banyak Rp250.000.000,OO (dua ratue lima puluh juta
rupiah).

c. Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleb Pokja PemiIihan
Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.

8agian Keempat
Pelaksanaan Pemilihan

Pasa141

(II Persiapan pemilihan Penyedia oIeh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan rnenerima
permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen
persiapan Pengadaan BarangjJasa melalui Penyedia yang disampaikan
oleh PPKkepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan .

(2) Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melaJui Penyedia meliputi:
a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
h. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
c. Penetapan metode Kualifikasi;
d. Penetapan persyaratan Penyedia;
e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
g. Penyusunan dan penetapanjadwal pemilihan; dan
h. Penyusunan Ookumen Pemilihan.

(3) Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oJeh Pejabat
Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja, rneliputi:
a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
b. Penetapan persyaratan Penyedia;
c. Penetapan jadwal pemilihan; dan
d. Penetapan Dokumen Pemilihan .

8agian Ketiga
Persiapan Pemilihan

Pasal40

(51 PPK rnelakukan:
a. identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan terrnasuk dalam
kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung,
E'purchasing, atau termasuk pengadaan khusus; dan

b. reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban
untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk
dalam negeri paling sedikit 40% (empat puluh persen] dari nilai anggaran
belanja barang/jasa Pernerintah Daerah.

•

•



(II Reviu spesifikasi teknis/KAK bertujuan untuk memastikan bahwa
spesifikaei/ KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan
Pengadaan Barangr-Jasa rnasih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan
ketersedian anggaran belanja sesuai hasil persetujuan.

(21 Reviu sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) meliputi kualitas, kuantitas,
waktu yang akan digunakan/dimanfaatkan, biaya, lokasi dan ketersediaan
di pasar.

(3) Reviu dilakukan berdasarkan datal informasi pasar terkini untuk
__ ... .... 1..~~~ , ......._ ........~: ......_ '"-...__ ....I;............. hn ...,...." "Al ...l.n, ..,c~'ho nl:l1"\ altpY"not-if

Bagian Kedua
Reviu dan Penetapan Spesifikasi Telmis/KAK

Pasal44

(1) Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKAPerangkat
Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/dasa .

(2) Persiapan Pengadaan Barang/dasa Lainnyaj-Jasa Konsultansi
Nonkonstruksi clilakukan oleh PPK rneliputi:
a. Reviu dan penetapan speeifikaai telmis/KAK;
b. Penyusunan dan penetapan BPS;
c. Penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak;
d. Penetapan spesifikasi teknis/KAK; dan
c. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga.

(3) Spesifikasi teknis/KAK, HPS, rancangan Kontrak, uang muka, Jaminan
uang muka, .Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau
penyesuaian harga yang telah ditetapkan dituangkan menjadi dokumen
persiapan pengadaan.

(4) Persiapan pengadaan rnelalui Penyedia dilaksanakan oleh PPK dan dapat
dibantu oleh tim ahli at au tenaga ahli, Pengelola Pengadaan Barang/ .Jasa,
dan/atau Tim Pendukung atau tenaga pendukung .

(5) Dokumen persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ.

(61 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dapat dilakukan
menggunakan aplikasi.

Bagian Kesatu
Persiapan
Pasa143

BABVl
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA/

JASA KONSULTANSJ NONKONSTRUKSI

Setelsh pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan,

Bagian Kelima
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal42

•

•



(I) Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran harga
penawaran dan/ atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan
batas tertinggi penawaran yang sah dan dasar untuk menetapkan besaran
niIai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang kurang d.ari 80% (delapan
puluh persen) dan nilaiHPS.

(2) PPKmenyusun HPS berdasarkan pada:
a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)yang telah disusun
pada tahap perencanaan pengadaan;ra! I Para! II Para! III

b. Pagu Anggaran yang tercantum daJam DPAatau untuk proses pemilihan
yang dilakukan sebelum penetapan DPA mengacu kepada Pagu
Anggaran yang tercantum dalam RKAPerangkat Daerah; dan

c. basil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)yang telah
memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

(3) PPK dapat meminta masukan dari tim ahli atau tenaga ahli daJ.am
penyusunan HPS.

(4) HPS dibitung secara keahlian dan menggunakan data/Informaei yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Data/infonnasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di Iokasi barangjjasa

diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjeJang diJaksanakannya
pemilihan Penyedia;

b. informasi biaya/barga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Da.erah;

c. infonnasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi
keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri,

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan HPS

Pasa145

barang/jasa sejerus. Dalam melakukan reviu ketersediaan barang/jasa
perlu memperhatikan:
a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)yang mengacu pada daftar
inverrtarisaei barangfjasa produksi dalam negeri;

b. memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNl);
c. produk usaha mikro dan keeil serta koperasi dan hasil produksi dalam
n.egeri;dan

d. produk ramah lingkungan hidup.
(4) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK

mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan
persetujuan KPA.

(5) PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli yang bertugas membantu
PPKdalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK.

(6) PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui o1eh KPA
berdasarkan hasil reviu.

(7) Penetapan spesifikasi teknis/KAK dieantumkan dalam Dokumen
Spesifikasi Teknis/KAK.

•

•



(1) Perhitungan HPS untuk barang/jasa meliputi:
a. Barang;
b. Jasa nonkonstruksi; dan
c. Jasa lainnya .

(2) Perhitungan HPS untuk barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a dapat memperhitungkan komponen biaya antara lain:
a. Harga barang:
b. Biaya pengiriman
c. Biaya instaIasi;
d. Suku cadang;
e. Biaya operasional dan pemeliharaan;
r. Biaya pelatihan;
g. Biaya tidak langsung lainnya;
h.Keun~gan;dan/atau
i. Pajak Pertambahan Nilai.

(3) Perhitungan komponen biaya disesualkan dengan starveiyang dilakukan.

(4) Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dapat
menggunakan:
a. Metode Perhitungan berbasis Biaya (cost-based raies)
b. Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rates)
c. Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (value-based rates)

Bagian Keempat
Perhitungan HPS

Pasa146

sumber data dati situs web komunitas internasional yang menayangkan
informasi biayaj'harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang
berlaku secara intemasional termasuk dimana Pengadaan Barangj' .Jasa
akan dilaksanakan;

d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi. rabat/ potongan
harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikeri/distributor/
agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan
harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;

e. infiasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan
dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;

r. hasil perbandingan biayaj'harga satuan barang/jaea sejenis dengan
Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;

g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh
konsultan perencana (eTI(Jineer'sestimate);

h. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
i. informasi biaya/ harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk

tender / seleksi internasional; dan/ atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan .

(6) HPS tidak boleh rnemperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan
Pajak Penghasilan (PPh).

(7) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia serta paling tinggi sama
dengan niIai pagu anggaran, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia,
kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen
Anggaran Belanja.

•

•
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(9) Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat
puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi
Nonkonstruksi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset,. .

(1) Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis
biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4) huruf a terdiri dari ;
a. Biaya langsung personel (Remuneration); dan
b. Biaya langsung non personel (Direct Reimbursable Cost).

(21 Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk
membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.

(3) Biaya Langsung Personel telah memperhitungkan gaji dasar (basic salary),
beban biaya sosial (social charge), beban biaya tidak langsung (overhead
cost), dan keuntungan (profit/fee).

(4) 8iaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu
tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM). hari (SBOH), atau jam (SEOJ)).
dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:
a. Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM)"' SBOB/4,l
b. Satuan Biaya Orang Hari (SBOH)= (SBOB/22} x 1,1
c. Satuan Biaya Orang Jam (SSOJ) ~ (SBOHj8) x 1,3

(51 Biaya Langsung Non Personel adalah biaya Iangsung yang diperlukan
untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan
rnempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Non
Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan dan/ atau
penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost).

(6) Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Lumsum diantaranya
pengumpulan data sekunder, seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan,
diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain­
lain.

(7) Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harga Satuan
diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor,
biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya kornputer dan
pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harian.

(81Blaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya
sesuai yang dikeluarkan (at cosn diantaranya dokumen perjalanan, tiket
transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi
teleponjinternetjsitus web.

8agian Kelima
Metode Perhitungan berbasis Biaya (cost-based rates)

Pasal 47

(5) Perhitungan HPS untuk Jasa Lainnya harus memperhitungkan komponen
biaya sesuai dengan ruang lingkup peketjaan antara lain:
a. Upah Tenaga KerjajImbalan Jasa Personil;
b. Penggunaan BahanjMaterial/Peralatan;
c. Keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead);
d. Transportasi; dan/atau
e. 8iaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.

•

•



(11 Penyusunan rancangan kontrak bertujuan sebagai pedoman bagi Pokja
Pemilihan daIam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam
menyusun penawaran.

12) PPK menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat: Jenis
Kontrak, Bentuk Kontrak, Naskah PeIjanjian, Uang Muka, Jaminan
Pengadaan, Sertifikat Garansi, Sertifikat/Dokumen dalam rangka
Pengadaan Sarang Impor, Penyesuaian Harga, Syarat-Syarat Umum
Kontrak (SSUK),serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Bagian Kesembilan
Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

Pasal51

(II PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar
persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani
oleh PPK.

(2) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum
batas akhir untuk :
a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakuaUfikasi; atau
b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

(31 PPK mendokumentasikan data riwayat dan infonnasi pendukung dalam
rangka penyusunan HPS.

(4) Penetapan HPS dikecualikan untuk :
a. Pengadaan Sarang/ Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak
RplO.OOO.OOO,OO[sepuluh juta rupiah);

b. E-purchasing; dan
c. Tender pekeljaan terintegrasi.

•

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Pendokumentasian

Pasal50
•

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian
sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4) huruf c dilakukan dengan
menilai tarifberdasarkan ruang lingkup keahlian/ reputasi/hak eksklusifyang
disediakan/ dimiliki jasa konsultan .

Bagian Ketujuh
Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (value-based rates)

Pasa149

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar
sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4) huruf b dilakukan dengan
membandingkan biaya untuk menghasiJkan keluaran pekerjaan/ output dengan
tarif/harga yang berlaku di pasar.

Bagian Keenam
Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rates)

Pasa148



(I) Kontrak Lumsum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1)
huruf a digunakan dalam hal ruang iinglrup, waktu pelaksanaan, dan
produk/keJuaran dapat didefinisikan dengan jelas.

(2) Kontrak Harga Satuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat t 1)
huruf b digunakan dalam hal ruang lingkup, kuantitaa/volume tidak dapat
ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh sifat /karakteristik, kesulitan
dan resiko pekerjaan.

(3) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana yang
dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf c digunakan dalam hal terdapat
bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak Lumsum
dan terdapat bagi.an pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan Kontrak
Harga Satuan.

(4) Kontrak Payung sebagaimana yang dlmaksud pada Pasat 52 ayat (1) huruf
d dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk
barang/jasa yang belurn dapat ditentukan volume danj'atau waktu
pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

(5) Kontrak payung bertujuan untuk:
a. meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses dalam administrasi

pengadaan;
b. memperoleh pengurangan biaya karena dilakukan aggregasi belanja;
C. mernperoleh jarninan ketersediaan barang untuk pengadaan barang yang
bersifat berulang.

(6) Kriteria kontrak payung adalah:
a. barang/jasa sudah standar;
b. waktu ataupun jumlah barangj' jasa yang diperlukan tidak dapat

dipastikan;
C. barana/Iasa tersebut dibutuhkan secara berulane: (lim

8agian Kesebelas
Kontrak untuk Pengadaan Barang/.Jasa Lainnya

Pasal53

•

(I) Jenis Kontrak untuk Pengadaan Barang/.Iasa Lainnya terdiri dari :
a. Lumsum;
b. Harga Satuan;
c. Gabungan Lumsurn dan Harga Satuan;
d. Kontrak Payung.

(2) Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi terdiri
dari:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan;

• c. Kontrak Payung.

Bagian Kesepuluh
Jellis Kontrak

Pasal52

(3) PPK rnemilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/ .Jasa dengan
mempertimbangkan antara lain; jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK.
volume, lama waktu pekerjaan, dan/ atau kesulitan dan risiko pekerjaan.



(11 Kontrak Tahun Jarnak merupakan Kontrak Pengadaan 8arang/Jasa yang
membebani l.ebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Kontrak Tahun Jarnak dapat berupa:
4. untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan,

seperti proyek pembangunan kapa!, pesawat terbang, pengembangan
aplikasi IT, atau pembangunanj'rehabilitasi kebun;

b. untuk pekeljaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran; atau

c. untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan
untuk jangka waktu lebih dari 1 [satu] tahun anggaran dan paling lama.. .. ...

8agian Ketigabelas
Kontrak Tabun Jarnak

Pasal55

(I) Kontrak Lumsum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (21
huruf a digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan,
dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas.

(2) Kontrak Waktu Penugasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal52 ayat
(2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang
ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/ atau waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

(3) Kontrak Waktu Penugasan dapat digunakan apabila:
a. ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum dapat

ditetapkan;
b. ruang lingkup belum dapat didefinisikan dengan jelas dan mungkin

berubah secara substansial;
c. nilai akhir kontrak tergantung dengan lama waktu penugasan;
d. pekeljaan yang ruang Iingkupnya kecil dan/atau jangka waktunya
pendek dimana kompensasi cenderung berbasis harga per jam, per hari,
per minggu atau per bulan; dan/ atau

e. pekerjaan yang tidak umumj'spesialis yang membutuhkan keahlian
khusus,

(4) Kontrak Payung pada Jasa Konsultansi Nonkonstruksi sebagaimana yang
dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) hUTUfc digunakan untuk mengikat
Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dalam periode waktu tertentu
untuk menyediakan jasa, dimana waktunya belum dapat ditentukan dan
dapat tidak mengikat anggaran.

(5) Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang diikat d.engan Kontrak
Payung adalah Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang telah
memenuhi/lulus persyaratan yang ditetapkan.

8agian Keduabelas
Kontrak untuk Pengadaan .Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

Pasal54

d. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/satuan kerja yang
didasarkan pada basil penilaian pengukuran bersama.

•

•



(I) PPK menetapkan bentuk Kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak,
jenis barang/jasa, metode pemilihan Penyedia dan/atau resiko pekerjaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(2) Bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. Bukti Pembelianj'pernbayaran;
b. Kuitansi;
c. Surat Perintah Ketja;
d. Surat Perjanjian;
e. Surat Pesanan.

(31 Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf
a merupakan dokumen yang digunakan sebagai pemyataan tagihan yang
hams dibayar oleh PPK untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya
dengan nilai paling banyak RplO.OOO.OOO,OO(sepuluh juta rupiah). Contoh
bukti pembelianypembayaran antara lain faktur/bon/invois, setruk, dan
nota kontan.

(4) Kuitansi dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang
dijadikan sebagai tanda buleti transaksi pernbayaran yang ditandatangani
oleh penerima uang/Penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran
untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak
Rp50.000.000,OO (lima puluh jute. rupiah).

(5) Surat Perintah Kerja dimaksud dalarn ayat (2) huruf c merupakan
perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang
suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan
melaksanakan kewajiban.

(6) Surat Perintah Kerja dirnaksud dalam ayat (2)huruf c digunakan untuk :
a. Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dengan nilai paling banyak
RplOO.OOO.OOO,OO(seratus juta rupiah);

b. Pengadaan 8arang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
RpSO.OOO.OOO,OO(lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling
banyak Rp200.000.000,OO (due ratus juta rupiah).

(7) Surat Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) hUTUfd
merupakan pemyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang
suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan
melaksanakan kewajiban.

{SI Surat Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf d
digwlakan untuk.
a. Pengadaan Barang/clasa Lainnya nilai paling sedikil di atas

Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah);
b. Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dengan niJai paling sedikit

Bagian Keempatbelas
Bentuk Kontrak

Pasal 56

(3) PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sesuai dengan karakteristik
pekerjaan yang akan dilaksanakan.

(4) PPKdalam menetapkan jenis kontrak hams memperhatikan prinsip efisien,
efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

•

•



(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan

Bagian Keenambelas
Jaminan Pengadaan

Pasal58

(I) PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pacta seluruh jenis
barang/jasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan
pekerjaan, antara lain:
a. mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
b. pembayaran uang tanda jaw kepada pemasok barang/bahan/ material/

peralatan; dan/atau
c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan
pekerjaan.

(2) PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan
kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat
dalam Dokumen Pemilihan.

(3) Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:
a. nilai pagu anggaran/ kontrakpaling sedikit di atas Rp50.000.000,OO (lima
puluh juta rupiah) sampai sampai dengan paling banyak
Rp200.000.000,OO (dua rarus juta rupiah) diberikan uang muka. paling
rendah 50% (lima puluh persen];

b. nilai pagu anggararr/kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.00Q,OO
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan
uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan

c. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,OO
(dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
RplS.OOO.OOO.OOO,OO(lima belas rniliar rupiah) diberikan uang muka
paling tinggi 30% (tiga puluh persen],

(4) Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dan
RplS.OOO.OOO.OOO,OO(lima belas millar rupiah) diberikan uang muka
paling tinggi 20% (dua puluh persen].

(5) Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak Kontrak tahun
jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen].

(6) Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan
uang muka senHaiuang muka yang diberikan.

Bagian Kelimabelas
UangMuka
Pasa157

(9) Surat Pesanan dimaksud dalam ayat (2) huruf e merupakan bentuk
perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui E-purchasing. Bentuk
surat pesanan mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan yang
diterapkan dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

{lO)Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan
Kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/ dipersyaratkan secara
administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat
ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.

•

•



(ll PPKmenyusun penyesuaian harga dalam rancangan Kontrak.

Bagian Kedelapanbelas
Penyesuaian Harga

Pasal60

(1) Dalam Pengadaan Sarang, untuk menjamin kelaikan penggunaan barang
maka Penyedia menyerahkan Sertiftkat Garansi/KartuJarninan/Garansi
Puma Jual yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang
serta Iasilitas dan pelayanan puma jual.

(2) SertifLkatGaransi memberikan jaminan bahwa barang yang dipasok adalah
asli, barang/produk bam (basil produksi tahun terakhrr], belum pernah
dipakai dan bukan barang/ produk yang dlperbaharui/ rekondisi.

(3l Spesifikasi teknis dan deskripsi barang yang diserahkan sesuai dengan
yang tercantum dalam Kontrak .

(4) Sertifikasi garansi merupakan perlindungan terhadap barang eesuai
dengan JaminanjGaransi original equipment manufacturer (OEMJ.

(5) Sertifikat Garansi berlaku sejak tanggal barang diterima oleh FPK dari
Penyedia sesuai wak..tu yang dipetjanjikan dalaro Kontrak, terlepas dati
jarak dan waktu yang ditempuh untuk pengiriman.

(6l Selama masa garansi berlaku, dalam hat barang yang diterima cacat/ridak
berfungsi dengan baik, Pengguna Barang meLaluiBendahara Barang segera
menyampalkan secara tertulis kepada Penyedia dan Penyedia wajib
merespon untuk memperbaiki/rnengganti barang yang dimaksud.

Bagian Ketujuhbelas
Sertifikat Garansi

Pasal59

pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa, balk pada tahap pemilihan Penyedia
dan pelaksanaan Kontrak.

(21 Jaminan Pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin
apabila peserta Tender atau Penyedia tidak memenuhi kewajiban yang
dipersyaratkan dalam Dokurnen Pemilihan atau dokumen Kontrak.

(31 Jaminan Pengadaan Sarang/ Jasa dapat berupa bank garansi atau surety
bond.

(41 Bank garansi diterbitkan oleh bank umum.
(5) Surety bond diterbitkan oleh Perusahaan PenjaminanjPerusahaan

Aeuransij lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

(6) Jaminan Pengadaan Barang/ Jasa terdiri dari:
a. Jaminan Pelaksanaan;
b. Jaminan Uang Muka; dan
c. Jaminan Pemeliharaan.

•

•



(1) Syarat-syarat Khusus Kontrak adalah ketentuan khusus dalarn
pelaksanaan Kontrak.

(2) SSKKmenjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUKyang
terkait dengan Pengadaan yang diadakan,

(3) Dalam menyusun SSKKmencantumkan nomor klausul yang diperinci pada
SSUK.

Bagian Keduapuluh
Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Pasa! 62

(1) Syarat-syarat Umum Kontrak adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan
Kontrak.

(2) Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak rnasing-masing
jenis Pengadaan yang mengatur tentang bak dan kewajiban para pihak,

(3) Pengisian SSUK dilakukan bersarnaan dengan penyusunan rancangan
kontrak.

8agian Kesembilanbelas
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

Pasal 61

(2) Penyesuaian harga diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Kontrak Tahun Jarnak dengan jenis Kontrak Harga Satuan untuk

Jasa Lainnya, dan jenis Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan untuk
Jasa Konsultansi Nonkonstruksi;

b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan
jelas, sebagai berikut:
L penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang

masa pelaksanaannya lebih dati 18 (delapan belas] bulan;
2. penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak

pelaksanaan pekerjaan;
3. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatarr/mata

pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung
(overhead cost], dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum
dalarn penawaran. Harga satuan timpang adalah harga satuan
penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen] dari harga
satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan
basil klarifikasi;

4. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercanrum dalam Kontrakj'adendum kontrak;

5. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat
adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian hargamulai
bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut
ditandatangani;

6. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara
jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan; dan

7. perhitungan penyesuaian harga satuan menggunakan rumusan yang
ditetapkan.

•

•



Pelaksanaan Tender Cepat dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pelaku Usaha yang terkualifikasi dalam SIKsP dan memenuhi krlteria

menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan Tender Cepat;
b. Pelaku Usaha yang terundang dan berminat mengikuti Tender Cepat

mendaftar sebagai peserta melalui SPSE.
c. Pemberian penjelasan (apabila diperlukanl, dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah
undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian
penawaran.

2. Proses pemberian penjelasan dilakukan seeara daring tanpa tatap muka
melalui SPSE.

d. Penyampaian Penawaran Harga, dengan ketentuan:
1. Penawaran harga harus disampaikan seeara elektronik melalui SPSE
sesuai jadwal pada SPSE.

2. Peserta yang menawar dianggap menyetujui persyaratan kualifikasi dan
teknis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

3. Peserta dapat menyampaikan penawaran harga secara berulang untuk
mengganti penawaran harga sebelumnya, sampai dengan batas akhir
waktu penyampaian penawaran harga (e-reverse auction). Peserta
menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran
pada SPSE atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu
(batch) atau seeara real time sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen. Setelah masa penyampaian penawaran berakhir, sistem
menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi penawaran.

4. Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir
penyampaian penawaran kecuali:
a} terjadi keadaan yang di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat

diperldrakan sebelumnya;
b} terjadi gangguan teknis;
c) perubahan Dokumen Tender Cepat yang mengakibatkan kebutuhan

penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran harga; atau
d] tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang

menyampaikan harga penawaran sampai dengan batas akhir
penyampaian penawaran harga.

5. Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian
penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui SPSE.

6. Dalam hal sesaat sebelum batas akhir penyampaian penawaran harga
tidak ada peserta atau hanya ada 1 [satu] peserta yang menyampaikan
penawaran harga, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas waktu
akhir jadwal penyampaian penawaran harga.

7. Perpanjangan jangka waktu dilakukan pada hari yang sarna dengan
batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga.

8. Apabila setelah diberikan perpanjangan jangka waktu batas akhir
penyampaian penawaran harga tidak ada peserta atau hanya ada 1
(satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga maka Tender Cepat
dinyatakan gagal.

9. Penawaran harga yang disampaikan setelah batas akhir waktu
nP"">'Imn",,::m nf'nl'lWl'Ir:om hArP'A tinAk direrima.

Paragraf Z
Pelaksanaan Pemilihan Tender Cepat
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(1) PPK menyampaikan dokumen persia pan pengadaan dan permintaan
pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada
UKPBJ, dengan melampirkan:
a. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
b. Dokumen Anggaran Belanja (RKA yang telah ditetapkan] atau Surat

Persetujuan KPA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan
mendahului persetujuan RKAPerangkat Daerah oleh DPRD;

c. illpaket RUP; dan
d. rencana waktu penggunaan barang/jasa .

(2) Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui
aplikasi sistem informasi.

(3) Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap,
kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan untuk melakukan persiapan
pemilihan Penyedia yang meliputi:
a. reviu dokumen persiapan pengadaan;
b. penetapan metode pemilihan Penyedia;
c. penetapan met ode kualifikasi;
d. penetapan persyaratan Penyedia;
e. penetapan metode evaluasi penawaran;
f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
g. penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan
h. penyusunan Dokumen Pemilihan.

Paragraf 1
Persiapan
Pasal64

Bagian Keduapuluhdua
Pemilihan Penyedia Melalui Tender /Seieksi Nonkontruksi

(1) PPK menetapkan rancangan kontrak dengan memperhatikan Spesifikasi
Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
yang telah ditetapkan sebelumnya.

(2~ Penetapan rancangan kontrak oleh PPK melalui persetujuan/penetapan
pada lembar ringkasan rancangan kontrak.

(3) Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan rancangan kontrak yang telah
ditetapkan menjadi dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia
kemudian disampaikan kepada UKPBJ atau Pejabat Pengadaan sesuai
dengan kewenangarmya

Bagian Keduapuluhsatu
Penetapan Rancangan Kontrak

Pasa163

(4) Pengisian SSKK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan
kontrak.

•
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Paragraf3
Penetapan Metode Pemilihan Penyeclia

0....,,1 nn

(1) Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang
meliputi:
a. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan]
b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
c. Rancangan Kontrak
d. Dokumen Anggaran Belanja (OPAatau RKAyang telah clitetapkan)
e. IO paket RUP
f. Waktu penggunaan barang/jasa
g. Analisis Pasar

(2) Reviu spesifikasi teknis/KAK sebagaimana yang d.irnaksud dalam ayat (1)
huruf a untuk memastikan bahwa spesifikaai teknis/KAK telah
menggunakan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi
dalam negeri, memenuhi Standar Nasionallndonesia (SNI), produk usaha
mikro dan kecil serta koperasi dati hasil produksi dalam negeri, dan
produk ramah lingkungan hidup, sehingga peserta pernilihan dapat
memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun
penawaran dengan baik.

(3) Reviu HPS sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (1) buruf b untuk
rnemastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi
teknis(KAK dan ruang lingkup pekerjaan.

l4J Reviu Rancangan Kontrak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) huruf
c untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang
lingkup pekerjaan,

(5) Reviu Ookumen Anggaran 8elanja (DPA atau RKAyang telah ditetapkan]
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (II huruf d untuk memastikan
bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia
dan jumlahnya cukup .

(0) Reviu 1D paket RUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e
untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar
dan diumumkan dalam SiRUP.

(7) Reviu waktu penggunaan barang/jasa sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) huruf f untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak
dapat selesai sesuai rencana penggunaanj'pemanfaatan barang/jasa.

(81 Analisis pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) huruf g untuk
mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha
dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan pekerjaan.

Paragraf2
Reviu Dokurnen Persiapan Pengadaan

Pasal 65
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(1) Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Penunjukan Langsung untuk
Pengadaan Barang/.Jasa Lainnya dengan ni1ai HPS paket pengadaan
bernilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,OO (lima ratus juta rupiah).

(2) Pokja Pemilihan melaksanakan metode pemilihan Penyedia Barang/dasa
Lainnya meliputi:
a. Penunjukan Langsung;
b. Tender Cepat; dan
c. Tender.

(3) Kriteria Penunjukan Langsung Penyedia Sarang/Jasa Lainnya
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
8. Barangj.Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satuj Pelaku

Usaha yang mampu;
b. Barangy.Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh

pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari
pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk
mendapatkan izindari pemerintah;

c. Barangj' Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami
kegagalan; atau

d. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/.Jasa Lainnya
dalam hal terjadi pemutusan kontrak.

(41 Tender Cepat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan metode pemilihan pada pengadaan Barang/dasa Lainnya
dalam hal Pelaku Usaha yang telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi
Kinerja Penyedia (SIKaP) dengan membandingkan harga tanpa memerlukan
penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran
teknis, sanggah dan sanggah banding.

(5) Tender Cepat dilakukan untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan
kriteria:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara
rinci; atau

b. dimungkinkan menyebutkan merek
c. Metode penyampaian penawaran dalam Tender Cepat menggunakan

penyampaian penawaran harga berulang IE-reverse Auction).
(6) Tender sebagairnana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan

dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing, Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.

(7) Dalam hal terdapat keragaman item dan/atau keterbatasan kapasitas dari
Pelaku Usaha maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan metode Tender
itemized.

Paragraf4
Metode Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Lainnya

Pasal67

b. Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan;
c. Pagu Anggaran/HPS;
d. ranca.ngan kontrak;
e. hasil analisis pasar; danj atau
f. hasil konsolidasi.

•
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(1) Kualifikasi merupakan evaluasi kornpetensi, kemampuan usaha, dan
pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

(2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi .

(31 Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan
setelah penyarnpaian penawaran.

(4) Pascakualifikasi dilaksanakan pacta pelaksanaan pemilihan Penyedia
sebagai berikut :
a. Tender Barang/clasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak

kompleks; atau
b. seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Perorangan;
c. evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi

administrasi;
d. evaluasi kualifikasi menggunakan metode sis tern gugur;
e. evaluasi dilakukan terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan

pemenuhan persyaratan sebagai penyedia yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan;

f. peserta dinyatalcan Julus kualifikasi apabila mernenuhi seluruh
persyaratan kualifikasi;

g. pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pernenang dan
calon pemenang cadangan;

h rlalarn hal calon nemenana dan calon pemenang cadangan tidak lulus

Paragra.f6
Penetapan Metode Kualifikasi

Pasal69

(1) Pokja Pernilihan melaksanakan Penunjukan Langsung atau Seleksi untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dengan nilaiHPS paling sedikit
di atas Rp250.000.000,OO (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Penunjukkan Langsung dilakukan dalarn keadaan tertentu meliputi :
a. Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1

[saru] Pelaku Usaha yang mampu;
b. Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1

(satu) pernegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah
mendapat izin pemegang hak cipta;

c. Jasa Konsultansi Nonkonstruksi eli bidang hukum meliputi konsultan
hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan
sebelumnya, untuk menghadapi gugatan danl atau tuntutan hukum dari
pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau
pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

d. Perrnintaan berulang (repeat ordery untuk Penyedia Jasa Konsultansi
Nonkonstruksi yang sama,

e. Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang setelah dilakukan Seleksi ulang
mengalami kegagalan.

(3) Seleksi digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan Pengadaan
Langsung dan Penunjukan Langsung.

Paragraf 5
Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi
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(1) Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan
memperhatikan jenis barang, jasa lainnya dan jasa konsu!tansi
Nonkonstruksi, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan
persyaratan Pelaku Usaha pengadaan barang, jasa lainnya dan jasa
konsultansi Nonkonstruksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan
dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak
objektif yang dapat menghambat dan membatasi keik..utsertaan Pelaku
Usaha dalam proses pemilihan.

(3) Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikaei untuk memastikan
Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia mempunyai kemampuan untuk
menyediakan barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi Nonkonstruksi.

(41 Persyaratan kualifikasi terdiri dan persyaratan administrasi/legaiitas. dan
teknis.

(5) Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan
sebelum penyampaian penawaran.

(6) prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagai
berikut:
a. Tender Berangr.Jaea Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat

kompleks;Pengadaan yang bersifat kompleks adalah Pengadaan
Barang/.Jasa Lainnya yang mempunyai resiko tinggi, memerlukan
teknologi tinggi. menggunakan peralatan yang didesain khusus,
danl atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cam memenuhi
kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/.Jasa:

b. seleksi untuk Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha; atau
c. Penunjukan Langsung.

(61 Evaluasi kualifikasi pada prakualiftkasi menggunakan metode :
a.sistem gugur untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya dan pada proses

Penunjukan Langsung; atau
b. sistern pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa

Konsultansi Nonkonstruksi.
(7) Hasil prakualifikasi :

a. untuk Tender Barang/ Jasa Lainnya paling sedikit 3 (tiga) peserta yang
lulus kualifikasi;

b. untuk Seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha paling
sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 7 (tujuh) peserta yang lulus kualiftkasi;
atau

c. untuk Penunjukan Langsung hasil prakualifikasi memenuhi atau tidak
memenuhi syarat kualifikasi.

(8) Apabila peserta yang lulus kualifikasi untuk Tender/Se!eksi kurang dari 3
(tiga). prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakuaJifl.kasi ulang.

Paragraf7
Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia
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(II Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia, meliputi:
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan kegiatanj'usaha (sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia Badan Pusat Statistik) dan sesuai dengan skala usaha
(kualifikasi/ segmentasi);

b. nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,OO (lima belas
miliar rupiah) menggunakan kualifikasij segmentasi usaha keeil kecuali
untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak
dapat dipenuhi oleh usaha kecil darr/atau koperasi;

c. mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Wajib Pajak;

d. mempunyai atau menguasai tempat usahaj kantcr dengan alamat yang
benar, tetap dan jelas berupa m.ilik sendiri atau sewa;

e. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada
Kontrak yang dibuktikan dengan :
1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3. bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabUa

dikuasakan); dan
4. Kartu Tanda Penduduk.

f. menyetujui Pemyataan Pakta Integritas yang berisi:
1. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme;
2. akan melaporkan kepada KPAjAPIP jika mengetahui terjadinya

praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan
mi.

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil keIja terbaik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1). 2)
dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,

g. menyetujui Surat pemyataan Peserta yang berisl:
I. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

2. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. yang bertindak unruk dan atas nama badan usaha tidak: sedang

dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
4. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan

kepentingan;
5. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang

dalam menjalani sanksi pidana;
6. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan
pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/
LembagajPerangkat Daerah yang sedang mengarnbil cuti di luar
tanggungan Negara;

7. Pemyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum

ParagrafS
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia
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8. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang
disampaikan benar, dan jika dikernudian hari ditemukan bahwa
datal dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan
maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi
pencantuman dalarn daftar hitam, gugatan secara perdata, danj atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

h. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium Ikerja sama
operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian
konsorsiumykerja sama operasi/kemitraanjbentuk kerjasama lain.

1. Kerja sarna operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
1. memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha

nonkecil;
2. memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
3. memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi;
4. memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
5. memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan koperasi; danyatau
6. koperasi dengan koperasi;
7. dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau koperasi memililti

kemampuan di bidang yang bersangkutan;
8. salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO

(leadfinnl ;
9. Leadfirtti kerja sarna operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau

lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi,
J. keIja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota

dalarn 1 (satu) kerja sarna operasi:
1. untuk barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi Nonkonstruksi yang

bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan;
dan

2. untuk barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi Nonkonstruksi yang
bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

(2) Evaluasi persyaratan dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi
bagian dari kerja sama operasijkemitraan/bentuk kerjasama lain.

(3) Persyaratan kualillkasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan,
meliputi:
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

untukmenjalankan kegiatarr/usaha;
b. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda

Penduduk (KTPJ/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
c. mempunyai status valid keterangan Wajih Pajak berdasarkan basil

Konfirmasi Status Wajib Pajak;
d. menyetujui Pernyataan Pakta Integritas; dan
e. menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

1. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2. keikutsertaannya tidak menirnbulkan pertentangan kepentingan pihak

yang terkait;
3. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani

sanksi pidana; dan
4, tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan

mengambil cuti di luar tanggungan Negara,

•



Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedla Jasa Konsultansi Nonkonstruksi
Badan Usaha, meliputi:
[I] Memiliki pengalaman:

a. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Nonkonstruksi paling kurang 1
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu] tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak;

b. Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan,
kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya
yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 [satu] pekerjaan
"'~1~~ 1,..........",,,,lrtn ~ It;Q>j:ll to.hun terakhir baik di lingkungan

Pasal 73

Syarat Kualifikasi Teknis
Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

Badan Usaha

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/ Jasa Lainnya Badan
Usaha meliputi :
(1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berilrut:

a. penyediaan barang pada divisi yang samal paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 1 [satu] tahun terakhir baik di Jingkungan
pernerintah maupun swasta, tennasuk pengalaman subkontrak;

b. penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang
sama paling kurang 1 [satu] pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman suokontrak;

c. untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekeIjaan sejenis tertinggi dalam
kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama
dengan 50% (lima puluh persen] nilai HPS/Pagu Anggaran;

d. untuk us aha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk
usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi. dalam kurun
waktu 10 (sepuluh] tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan
50% (lima puluh persen) nilai HPS/ Pagu Anggaran.

(2) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3
(tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan
pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk
paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000.00 (dua miliar lima rarus juta rupiah).

{3l Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan
peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan
puma jual (jika diperlukan) .

Pasa172

Syarat Kualifikasi Teknis
Penyedia Barang/clasa Lainnya

Badan Usaha

Paragraf9
Syarat KualiIikasi Teknis Penyedia
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(1) Da1.a:mhal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atau jenis
keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat
dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia, maka:
a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia saling

bergabung dalam suatu konsorsium/kerja sama operasij
kemitraan/bentuk kerjasama lain; dan/atau

b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia atau
l''' ....~rvr .. ;",..,..lk ..ri" s~m'" oneraar/kemitraan Zbentuk lcerjasama lain

Paragraf 10
Kemitraan
Pasa175

(1) Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/clasa Lainnya
Perorangan, meliputi:
a. memiliki kemarnpuan untuk memenuhi kebutuhan barang/jaaa lainnya;

dan
b. memiliki tempat/Iokasi usaha;

(2) Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia .Jasa Konsultansi
Nonkonstruksi Perorangan, meliputi:
a. memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan
dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau
sertifikat pelatihan/kursus;

b. memiliki pengaiaman paling kurang 1 (satu] pekerjaan dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

c. pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kornpleksitas pekerjaan, metodologi,
teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan
kesamaan); dan

d. nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
terakhir paling kurang sarna dengan 500/0 (lima puluh persen] nilai
HPS/Pagu Anggaran.

•

Pe.sal74•
Syarat Kualifikasi Teknis

Penyedia Barang/iJasa Lainnya/.Jasa Konsultansi NonKonstruksi Perorangan

c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh] tahun
terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai
HPS/Pagu Anggaran.

(21 Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3
(tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dan unsur Jasa
Konsultansi Nonkonstruksl Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman
dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c)
untuk nilai paket pengadaan sarnpai dengan paling banyak
Rp1.000.000.000,OO (satu rniliar rupiah).

(3) Memilikisumber daya manusia:
a. manajerial; dan
b. tenaga kerja (iika diperlukan).

(4) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).



t .. __ t... ......... """.,.... ,

(I) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/.Jasa
Lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan:
a. Sistem Nilai
b. Penilaian Biaya Selama UmurEkonomis untuk pengadaan barang
c. Harga Terendah

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/.jasa Lainnya barga
penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan
pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga
sebagai berikut:
a. EvaIuasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian
terhadap teknis dan harga. Besaran bobot harga antara 30% (tiga puJuh
persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen], sedangkan besaran
bobot teknis antara 60% (enam puluh persen) sarnpai dengan 70% (tujuh
puluh persen).

b. Evaluasi administrasi menggunakansistem gugur (pass and fain.
c. Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing­

masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur danj'atau
nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai
angke /bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dati
dokumen Tender. Unsurj sub unsur yang d;nilai harus bersifat
kuantitatif.

d. Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi
kepada penawar terendah. Nilai penawaran Peserta yang lain dihitung
dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga
penawaran terendah.

(3) Metode evaluasi Penilaian Btaya Selama Umur Ekonomis sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang yang
memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya
pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu sebagai
berikut :
a. evaluasi administrasi dan teknis menggunakan sistem gugur (pass and

Paragraf 12
Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya

Pasal77

(1) Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan
memperhatikan jenis Bareng/.Jasa, ruang Iingkup/kompleksitas pekeIjaan,
dan metode pemilihan Penyedia.

(2) Metode llNaluasi Penawaran menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam
mengevaluasi dokumen penawaran dan bagi Peserta Pemilihan menjadi
aeuan dalam menyusunymenyiapkan dokumen penawaran.

Paragraf 11
Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pasal76

(2) Tenaga ahli asing digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi
kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan
kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

•



(I) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Nonkonstruksi dilakukan dengan menggunakan:
a. Kualitas dan Biaya
b. Kualitas
c. Pagu Anggaran
d. Biaya Terendah

(2) Metode eva1uasi Kualitas dan Biaya sebagairnana yang dimaksud pada ayat
(1) huruf a digunakan untuk pekerjaan:
a. ruang lingkup pekerjaan, keluaran, jews tenaga ahli, dan waktu
penyelesaian pekeIjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK;

b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.
(3) Metode evaluasi Kualitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf

b digunakan unruk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis ten.aga
ahli, dan wakru penyeiesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti
dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi
Nonkonstruksi Perorangan.

(4) Metode evaluasi Pagu Anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf c hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang
dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh
melebihi Pagu Anggaran.

(5) Metode evaluasi Biaya Terendah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf d hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang
praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapat
menzacu kenada ketentuan tertentu.

Pasa178

Paragraf 13
Metode Evaluasi Penawaran untuk Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

b. evaluasi harga dilakukan dengan memperhitungkan total biaya
perolehan (total cost of ownership) selama jangka waktu operasi/umur
ekonomis yang dikonversikan ke dalam harga sekarang (present ualue);
dan

c. penentuan Pemenang berdasarkan nilai Biaya Selama Umur Ekonomis
yang terendah.

(31Metode evaluasi Harga Terendah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/.Jasa Lainnya dalam hal
harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang
memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
a. evaluasi adrninistrasi menggunakansistem gugur (pass andfai~;
b. evaluasi teknis menggunakansistem gugur (pass and Jai~ atau sistem

gugur dengan arnbang batas;
c. slstem harga terendah dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa

di mana:
1. Spesifikasi/KAKjelas dan standar;
2. Persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan
3. Hargaj'biaya adalah kriteria evaluasi utama;

d. metode evaluasi Harga Terendah digunakan misalnya untuk barang/jasa
standar seperti peralatan kantor, peralatan komunikasi, bahan kimia,
mesin sederhana atau bahan baku.

•

•



(1) Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa Iainnya/jasa
konsultansi Nonkonstruksi, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi
penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan .

(2) Metode Penyampaian Dokumen Penawaran menjadi acuan bagi Pokja
Pemilihan dalam menyusun jadwaJ pemilihan dan bagi Peserta Pemilihan
dalam menyampaikan dokumen penawaran.

(3) Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dalam pemilihan dalam
pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi Nonkonstruksi dapat
dilakukan dengan rnenggunakan:
a. Metode Satu Fire;
b. Metode Dua Pile; dan
c. Metode Dua Tahap

(4) Metode Satu File sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (3) huruf a
digunakan untuk:
a. Pengadaan Barang/.Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi

Harga Terendah;
b. Tender Cepat;
c. Pengadaan Langsung; dan
rI. Penuniukan Lanasung.

Paragraf 15
Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

PasaI80

(1) Pokja Pemilihan menetapkan un sur-un sur yang akan dinilai dalam evaluasi
teknis.

(2) Unsur-unsur pokok yang dinilai antara Jain meliputi pengaJaman Badan
Usaha/Perorangan, proposal teknis, dan kualifikasi tenaga ahli,

(3) Penilaian Teknis Jasa Konsultansi NonKonstruksi Badan Usaha meliputi:
a. penentuan bobot nilai dari masing-masing unsur;
b. acuan yang digunakan untuk pembobotan Jasa Konsultansi

Nonkonstruksi Badan Usaha;
c. penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam

rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan
dilaksanakan,

d. penentuan ambang batas nilai teknis (passing grade) untuk masing­
masing unsur dan nilai total dan ditetapkan daJam Dokumen Pemilihan .

(4) Penilaian Teknis Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Perorangan meliputi:
a. Acuan yang digunakan untuk pembobotan Jasa Konsultansi

Nonkonstrukei
b. Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing uneur
didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

c. Penentuan ambang batas nilai teknis (passing grade) unruk masing­
masing unsur dan nilai total dan ditetapkan dalarn Dokumen Pernilihan.

PasaJ 79

Paragraf 14
Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi Nonkonstruksl

•

•



(1) Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan
berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan
telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

(2) Dokurnen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang

Paragraf 17
Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pasal82

(1) E-reuerse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang. E­
reverse Auction dapat dilaksanakan:
a. untuk Tender dengan metode evaluasi harga terendah;
b. sebagai tindak lanjut Tender yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran
yang rnasuk dan kedua penawaran terse but lulus evaluasi teknis untuk
berkompetisi kembali dengan cara menyarnpaikan penawaran harga
1ebih dari 1 (satu) kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran
sebelumnya; atau

c. sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang dalam Tender
Cepat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

(2) Selama dalam proses E-reuerse Auction, identitas penawar dirahasiakan.
(3) Peserta yang mengikuti E-reverse Auction adalah peserta yang memenuhi

persyaratan teknis dan tidak dapat rnengubah substansi penawaran teknis
yang telah disampaikan/ dievaluasi,

(4) Aplikasi menampilkan informasi urutan posisi penawaran (positional
biddingl.

(5) Jangka waktu pelaksanaan E-reverse Auction paling cepat 60 (enam puluhj
rnenit.

•

Paragraf 16
E-reverse Auction

Pasal81

(5) Mctode Dua File sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b
digunakan untuk:
a. Pengadaan Barang/.Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis

terlebih dahulu yaitu metode evaluasi Sistem NUai, metode evaluasi
Penilaian Biaya Selama. Umur Ekonomis dan metode evaluasi Harga
Terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas; dan

b. seleksi badan usaha dan perorangan,
(6) Metode dua tahap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c

digunakan untuk Pengadaan Barang/dasa Lainnya yang memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada Dokumen

Pemilihan;
b.mempunyai beberapa altematif penggunaan sistem dan desain
penerapan teknologi yang berbeda;

c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikae!
penawaran teknis yang diajukan; danj'atau

d. membutuhkan penyetaraan teknis.



Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Tender/Penunjukan Langsung yang
rnemuat paling sedikit meliputi:
a. ketentuan umum;
b. undanganj'pengumuman;
c. Instruksi Kepada Peserta;
d. Lembar Data Pemilihan (LDP);
e. Rancangan Kontrak terdiri dari:

1. surat perjanjian;
2. syarat-syarat urnum Kontrak; dan
3. syarat-syarat khusus Kontrak;

f. Daftar Kuantitas dan Harga;
g. spesifikasi teknis/KAK danj atau gambar, brosur; dan
h. bentuk dokumen lainnya.

•
Pasal84

Paragraf 19
Dokumen Tender !Penunjukan Langsung untuk Barang/ Jasa Lainnya

(1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Kualifikasi yang
memuat informasi dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi Penyedia,
digunakan sebagai pedornan oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan dan
Peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

(2) Dokuroen Kualifikasi paling sedikit memuat:
a. ketentuan umum;
b. instruksi kepada peserta;
c. lembar data kualifikasi;
d. pakta integritas;
e. isian data kualifikasi;
f. petunjuk pengisian data kualifikasi;
g. tata cara evaluasi kua.lifikasi; dan
h. surat perjanjian kemitraan (jika diperlukan).

(3) Untuk pemilihan Penyedia dengan prakualifikasi, Dokumen Kualifikasi
disampaikan sebelum penyampaian penawaran.

(4) Untuk pemilihan Penyedia dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasi
disampaikan bersamaan dengan Dokumen Tender / Seleksi.

Paragraf 18
Dokumen Kualifikasi

Pasa183

(3) Dokumen Pemilihan terdiri atas:
Q. Dokumen Kualifikasi; dan
b. Dokumen Tender/ Tender Cepat/ Seleksij Penunjukan Langsung/

Pengadaan Langsung



(1) Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui SPSE menggunakan:
a. Prakualifikasi; atau
b. Pascakualifikasi.

(2) Pelaksanaan Prakualifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I)
huruf a melalui tahapan:
a. Pengumuman Prakualifikasi;
b. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Kualifikasi;
c. Pemberian Penjelasan Kualifikasi (apabila diperlukan];
d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi;
e. Evaluasi Dokumen Kualifikasi;
f. Pembuktian Kualifikasi;
g. Penetapan HasiI KlIsJjfikasi;
h.Pengumuman Hasil Kualifikasi;
i. Sanggah Kualifikasi;
j. Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal.

(31 Pelaksanaan Pascakualifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebagai berikut:
a. pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan bersamaan dengan
pemberian penjelasan Dokumen Pernilihan;

b. peserta menyampaikan dokumen pascakualifikasi melalui fonnuJir isian
elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE bersamaan dengan
penyampaian dokumen penawaran;

c. jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum
mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan, maka data persyaratan
kualifikas! tersebut disampaikan pada fasilitas lain yang tersedia pada

Paragraf 1
Pelaksanaan
Pasal86

Bagian Keduapuluhtiga
Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seieksi Kontruksi

Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung yang
paling sedikit meliputi:
a. ketentuan umum;
b. undangan/pengumuman;
c. lnstruksi Kepada Peserta;
d. Lembar Data Pemilihan (LOP):
e. Rancangan Kontrak terdiri dari:

1. surat perjanjian;
2. syarat-syarat umum Kontrak; dan
3. syarat-syarat khusus Kontrak.

f. Daftar Kuantitas dan Harga:
g. KAK; dan
h. bentuk dokumen lainnya .

Pasal85

Paragraf20
Dokumen Beleksi/Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi

Nonkonstruksi

•

•



(1) Pelaksanaan Tendery Seleksi yang menggunakan metode prakualifikasi atau
pascakualifikasi.

(21 Pelaksanaan Tender / Seleksi yang menggunakan metode prakualifikasi
setelah proses prakualifikasi selesai dilanjutkan dengan \Jndangan kepada
Peserta vana Lulus Prakualifikasi/Daftar Pendek.

Paragraf3
Pelaksanaan Pemiiihan

Pasal88

(1) Dalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalarn
SIKaP rnaka atas data kuallfikasi yang telah ada daJam SIKaP tidak perlu
dilakukan proses pembuktian kualifik.a.si.

(2) Dalam hal terdapat data kualifikasi yang belum tercantum dalam SIKaP,
pembuktian kuaJifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi
persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/
mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian
kualifikasi pada SPSE atau SlKaP yang disediakan dengan dokumen asli.

(3) Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada
Peserta Pemilihan/Calon Pemenang.

(4) Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilaksanakan
secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara
Iuringj tatap muka.

•

Paragraf2
Pelaksanaan Kualifi.ka.simelalui SIKaP

Pasal87

d. evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersarnaan dengan evaluasi
dokumen penawaran [administrasi, teknis, dan harga];

e. Pokja Pemilihan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui situs
web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan;

f. dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak tidak dapat dilakukan, Pokja
Pemilihan menyarnpaikan infonnasi kepada peserta prakualifikasi;

g. selanjutnya peserta prakualifikasi mengajukan permohonan untuk
mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP). Sueat Keterangan Status Wajib Pajak diserahkan kepada Pokja
Pemilihan;

h.untuk peserta yang berbentuk konsorsium/ kerja sarna operasi/
kernitraan/ bentuk kerjasarna lain, penyampaian kualifikasi pada
formulir elektonik isian kualifikasi dilalrukan oleh badan usaha yang
ditunjuk mewakili konsorsium/ kerja sama operasi/ kemitraan/ bentuk
kerjasama lain;

1. evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaJuasi
dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan hargal:

J. pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan
calon pemenang cadangan;

k. dembuktian kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi
terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya (apabila ada);

1. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian
kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.



, 1. ...... _ ..._ ....1... ... _ ... ~ .... _ ....n'l"""i'f

(11 Pokia Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia
rnelalui SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

(2) Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara Peserta
Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket
pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan,

(31 Pada pelaksanaan pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat
dibantu/mengundang oleh tim ahIi atau tenaga ahli/PPK/personel satuan
kerja [user].

(41 Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup
paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam

Paragraf5
Pemberian Penjelasan

Pasal90

(I) Pada Tender /Seleksi Prakualifikasi, Pelaku Usaha yang lulus prakualifikasi
atau masuk dalam daftar pendek (shortlist) pada pengadaan Jasa
Konsultansi Nonkonstruksi diundang untuk mengikuti Tender/Seleksi dan
mengunduh Dokumen Pemilihan melalui SPSE.

(2) Pada Tender/Beleksi Pascakualifikasi, Pelaku Usaha yang berminat untuk
mengikuti TenderjSe1eksi melakukan pendaftaran dan mengunduh
Dolrumen Pemilihan rnelalui SPSE.•

Paragraf4
Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan

Pasal89

(3) Pokja Pemilihan mengundang semua peserta tender yang telah lulus
prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam Daftar Pendek untuk
mengikuti proses Pemilihan.

(4) Undangan Pokja Pemilihan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu
pengunduhan Dokumen Pemilihan.

(5) Pelaksanaan Tender/Seleksi yang menggunakan metode pascakualifikasi
dimulai dengan Pengumuman Tender/ Seleksi.

(6) Pengumuman merupakan awal proses pemilihan pada Tender
Pascakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Perorangan.

(7) Pokja Pemilihan mengumumkan melalui SPSE dan dapat ditambahkan
dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan
pengumuman resrni untuk rnasyarakat, surat kabar, dan/atau media
lainnya.

(S) Pengumuman pascakualifikasi paling sedikit memuat :
8. nama dan alamat Pokja Pernilihan:
b. uraian singkat pekerjaan;
c. nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)dan/atau nilai pagu anggaran;
d. persyaratan peserta;
e. waktu pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan; dan
f. waktu penyampaian dokumen penawaran,



(4) Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir
penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktu) kecuali:
a. terjadi keadaan diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya;

b. terjadi gangguan teknis SPSE;
c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan

penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau
d. tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan batas
akhir penyampaian penawaran.

(5) Pokja Pemilihan dapat mernperpanjang waktu batas akhir penyampaian
penawaran dalarn hal sebelum batas akhir penawaran tidak ada Peserta
yang menyampaikan penawaran. Perpanjangan waktu dilakukan pada hari
yang sarna dengan batas akhir penyampaian penawaran. Apabila tidak ada
peserta yang menyarnpaikan dokurnen penawaran setelah waktu
oernaniangan, Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

(2) Peserta dapat menyarnpaikan ulang file penawaran untuk roengganti atau
me.nimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir
penyarnpaian penawaran.

(3) Dalam hal peserta berbentuk konsorsiumj kerja sama
cperasr/kemitraanj'bentuk kerjasarna lain. penyarnpaian penawaran
dilakukan oleh lead firm.•

(I) Peserta pernilihan menyampaikan dokurnen penawaran berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender /Seleksi.

Paragraf6
Penyampaian Dokumen Penawaran

Pasa191

Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan
ke.mungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan.

(5) Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian
penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

(6) Jika dibutuhkan peninjauan lapangan, Pokja Pemilihan dapat melakukan
peninjauan lapangan bersama-sama dengan Peserta dan dilanjutkan
dengan pemberian penjelasan di Iapangan.

(1) Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/ atau pertanyaan tertulis yang
disampaikan oleh Peserta roengakibatkan perubahan Dokumen Pernilihan,
maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen
Pemilihan,

(8) Dalam hal perubahan Dokumen Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis/KAK,
HPS atau Rancangan Kontrak maka perubahan tersebut harus disetujui
oleh PPK.

(9) Apabila perubahan tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan
atau tidak disetujui oleh PPK. rnaka perubahan tersebut dianggap tidak ada
dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.

(lO)ApabiJa Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan
penambahan waktu penyiapan kembali Dokuroen Penawaran, rna.ka Pokja
Pemilihan memperpanjang batas akhir penyarnpaian penawaran.



Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. berpedoman pada ketentuan dan syarar-syarat yang ditetapkan dalam

Dokumen Pemilihan;
b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada

setiap tahapan dalam evaluasi penawaran;
c. post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/ atau

mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir
penyampaian dokumen penawaran;

d. dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalab dokumen penawaran
yang sesuaij'memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaianypenyimpangan
yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

e. ketidakseswtian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat adalah:
1. ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang
rnernpengaruhi lingkup, spesifikasl teknis/KAK dan hasil/kinerja
pekerjaan; dan/atau

...._~~n"'~~~n ~.,..; ..........rt" rI .."",," n..r~"'r,qt::ln tambahan di luar ketentuan

Paragraf8
Evaluasi Dokumen Penawaran

Pasal93

Tahapan pembukaan dokumen penawaran sebagai berikut:
a Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah

ditetapkan.
b. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan

menyampaikan file penawaran tersebut kepada Jayanan pengadaan secara
elektronik untuk. mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak
dapat dibuka.

c. Apabila diperlukan layanan pengadaan secara elektronik dapat
menyampaikan file penawaran terse but kepada LKPP.

d. Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik
atau LKPPfile penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan dapat
menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat
sehingga penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat.

e. Namun apabila berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau
LKPP dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi
atas dokumen penawaran tersebut.

r. Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu
pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah
dipastikan tidak. dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan peogadaan
secara elektronik atau LKPP.

Paragraf7
Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal92

(6) Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian
penawaran maka Pokja Pemilihan menyampaikan/ menginformasikan
a1asan yang dapat dipertanggungjawabkan pada SPSE.

•

•



(1) Untuk Kontrak Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Waktu
Penugasan dilakukan koreksi aritmatik, untuk mengurutkan penawaran
harga. Koreksi aritmatik dilakukan dengan secara otomatis menggunakan
SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE,
maka koreksi aritrnatik dilakukan secara manual.

(2) Koreksi aritmatik dilaksanakan pada tahap awal evaluasi sebelum evaluasi
administrasi pada Tender yang menggunakan metode penyampaian
penawaran 1 [satu] file.

(3) Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. Untuk pengadaan
Barang/ Jasa Lainnya dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan
metode Pagu Anggaran, apabila basil korekai aritmatik melebihi HPS maka
penawaran dinyatakan gugur,

(4) Tata cara koreksi aritmatik adalah sebagai berikut:
a. volume dan/ atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas

dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan volume darr/atau
jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

Paragraf9
Koreksi Aritmatik

PasaL94

persaingan usaha tidak sehat danyatau tidak adil di antara peserta yang
memenuhi syarat,

f. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan
kesalahan penawaran yang tidak substansial [contoh kesalahan
pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran
tidak berkop perusahaan, dan/ atau tidak distempel):

g. Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi
terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkoian) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan
salah satu peserta, maka:
1. evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang
tidak terlibat (bila ada); dan

2. apabila tidak ada peserta lain, TenderjSeleksi dinyatakan gagal.
h. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurangkurangnya

2 (dua) indikasi di bawah ini:
1.Terdapat kesamaan dokumen teknis. antara lain: metode kerja, bahan,
alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifkasi barang yang
ditawarkan (merek/tipe/jenis) danj atau dukungan teknis.

2. seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.
3. adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu)
kendall.

4. adanya kesamaanj keealahan isi dokumen penawaran, antara lain
kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.

s. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sarna dengan nomor
seri yang berurutan Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi:
a) Koreksi Aritmatik;
b) Evaluasi Administrasi;
c) Evaluasi Tekni.s; dan
d) Evaluasi Harga/Biaya,

•



(I) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus
evaluasi achninistrasi.

(2) Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta
Tender/Seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemillhan.

Paragraf 11
Evaluasi Teknia

Pasa195

(1) Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk,
kecuali pada Tender yang menggunakan 1 (satu] file, evaluasi administrasi
hanya dilakukan terhadap 3 [tiga) penawar terendah.

(21 Apabila dari ketiga penawaran terendah tidak lulus evaluasi administrasi,
maka dilanjutkan kepada peserta dengan harga penawaran terendah
berikutnya.

(3) Untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga
Satuan yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga setelah
koreksi aritmatik

(4) Untuk Kontrak Lumsum yang dimaksud harga terendah adalah harga
penawaran.

(5) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan
dokumen penawaran adrninistrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat­
syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

(5) Klarifikasi secara tertulis dilakukan terhadap hal-hal yang kurangjelas dan
meragukan.

(71 Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan
evaluasi teknis.

(8) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi,
maka Tender/ Seleksi dinyatakan gagal.

ParagraI 10
Evaluasi Administrasi

Pasal95

b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga
satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan barga yang berlaku adalah
hasil perkalian sebenarnya.Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan
yang ditawarkan tidak boleh diubah;

c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah tennasuk
dalam harga satuan pek.erjaan yang lain dan harga satuan pada daftar
kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;

d. jenis pekerjaan yang tidak lercantum dalam daftar kuantitas dan harga
disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol: dan

e. hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat penawaran.
(5) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun

peringkatjurutan dari penawaran terendah.

•

•



(II Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi/KAK yang meliputi:
a. spesifikasi telmis barang/bahan (karakteristik fisik, detail desain,
toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan dan
persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar­
gambar;

b. metode pelaksanaan pekerjaan;
c. jenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah peralatan yang disediakan;
d. standar produk yang digunakan;
e. garansi;

Paragrai 13
Evaluasi Teknis Jasa Lainnya

Pasal98

(1) Dalaro hal terdapat produk yang memiliki TKDN+BMPpaling rendah 40%
[empat puJuh persen] maka produk dari luar negeri digugurkan. Hal ini
dapat dilakukan dalam hal hanya terdapat 1 (satu) jenis barang dalarn 1
(sam) paket.

(2) Pokia Pemilihan memeriksa pemenuhan spesiflkasi yang rneliputi:
a. spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi,
material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan
operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;

b. standar produk yang digunakan;
c. garansi;
d. asuransi;
e. sertifikat/izin/hasil uji mutuyteknia/sertifikat produk ramah
lingkungan;

f. iayanan puma jual;
g. tenaga teknis;
h.jangka waktu pelaksanaanj'pengiriman barang;
i. identitas [merek, jenis, tipe); dan/ atau
j. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

(3) Dalam hal Tender menggunakan metode evaluasi penawaran Sistem Nilai
maka penilaian teknis dengan memberikan bobot pada masing-rnasing
unsur .

(4) Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur
danj'atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan.

Paragraf 12
Evaluasi Teknis Pengadaan Barang

Pasa197

(3) Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pemhobotan
dengan menggunakan ambang batas.

(4) Apabila dalam evaluasi penawaran teknis terdapat hal-hal yang kurang
jelas atau meragukan, Pokja Pernilihan dapat melakukan klarifikasi dengan
peserta,

(5) Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi
penawaran.

•

•



(1) Pokja Pemilihan menilai penawaran teknis berdasarkan KAK dan kriteria
evaluasi yang telah ditetapkan daJam Dokumen Seleksi dilengkapi dengan
bukti pendukung, meliputi:
a. pengalaman:

1. pengaJaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan
pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK dilihat dan ruang lingkup,
kompleksitas, dan nilai pekerjaan;

2. pengalaman bekerja eli lokasi pekerjaan; danj'atau
3. pengalaman manajerial dan fasilitas utama.

b. proposal teknis:
1. pendekatan teknis dan metodologi;
2. rencana kerja; dan/ atau
3. organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.

c. kualifikasi tenaga ahli:
1. pendidikan;
2. pengalaman profesional;
3. sertifikat profesional;
4. penguasaan bahasa; danj atau
5. penguasaan situasi dan kondisi eli lokasi pekerjaan .

(21 Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot pads masing-rnasing
unsur.

(3) Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masingmasing unsur
dan/ atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam
dokwnen pemilihan.

(4) Peserta yang dinyatakan Iulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap
evaluasi harga.

(5) Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Tenderj Seleksi
dinyatakan gagal.

(61 Apabila hanya ada 1 [satu] peserta yang menyampaikan penawaran dan
peserta tersebut lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi
dan negosiasi teknis dan harga.

Paragraf 14
Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

Pasa199

h. layanan puma jual;
i. tenaga teknis /terampil:
j. jangka waktu pelaksanaan;
k. identitas [merek, jenis, tipe); dany atau
1. ba.gi.anpekerjaan yang akan disubkontrakkan.

(2) DaJam hal Tender menggunakan metode evaluasi sistem nilai, maka
penilaian teknis dengan memberikan bobot pada masing-masing unsur.

(31 Pen.awaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masingmasing unsur
dan/ atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan daJam
Dokumen Pemilihan,

•

•



(I) Pokja Pemilihan sebelum meJakukan evaluasi harga harus melak:ukan:
a. untuk pengadaan Barang/-Jasa Lainnya melakukan koreksi aritmatik,

evaluasi kewajaran harga, dan evaLuasi harga satuan timpang untuk
Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumsum Dan Harga
Satuan; dan

b. untuk pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melakukan koreksi
aritmatik untuk Kontrak Waktu Penugasan dan Kontrak Payung.

(21 Evaluasi harga meliputi:
R. untuk Kontrak Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Waktu
Penugasan dilakukan koreksi aritmatik;

b. koreksi aritmatik dilakukan seeara otomatis menggunakan SPSE;
c. apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, maka

koreksi aritmatik dilakukan secara manual;
d. Koreksi aritmatik dilaksanakan setelah pembukaan penawaran harga

untuk Tender yang menggunakan metode penyampaian 2 (dua) me dan 2
(dua) tahap dan Seleksi;

e. basil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran;
f. untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dan Untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan metode Pagu Anggaran, apabila hasil koreksi
aritmatik melebihi HPSmaka penawaran dinyatakan gugur;

g. tata cara koreksi aritmatik adalab sebagai berikut:
1. volume dan/ atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan
volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan;

2. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan barge
satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku
adalah hasil perkalian sebenarnya, Dengan ketentuan harga satuan
pekeIjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;

3. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah
termasuk dalam barge satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan
pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;

4. jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam dafter kuantitas dan
barge disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap
no1;dan

s. hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat.
h. apabila diperlukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi hasil Koreksi

aritmatik kepada Peserta;
i. berdasarkan basil koreksi aritrnatik, Pokja Pemilihan menyusun
peringkatj urutan d.ari penawaran terendah;

j. penawaran harga memenuhi syarat apabila :
1. untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, total penawaran harga

terkoreksi paling banyak sama dengan HPS; atau
2. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi, total penawaran

narga terkoreksi dapat lebih banyak dari HPS, kecuali untuk metode
Pagu Anggaran.

Paragraf 15
Evaluasi Harga/Biaya

Pasall00

•

•



(7) Evaluasi Harga Jasa Konsultansi
a. Jenis Kontrak Lumsum

1. Evaluasi harga untuk jenis kontrak lumsum, Pokja Pemilihan
memeriksa harga pcnawaran berdasarkan surat penawaran harga.

2. Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode EvaJuasi Kualitas
Dan Biaya dengan cara membandingkan harga penawaran dengan
harga penawaran terendah.

b. Jenis Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan
1. Evaluasi harga untuk jenis kontrak berdasarkan waktu penugasan,

Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik.
2. Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode Evaluasi Kualitas

dan Biaya dengan cara membandingkan harga penawaran dengan

k. apabila dalam evaluasi penawaran harga terdapat hal-hal yang kurang
jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi
dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan
mengubah substansi penawaran,

(3) Evaluasi Kewajaran Harga Pokja Pemilihan meJakukan evaluasi kewajaran
harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh
persen] HPS, dengan ketentuan:
a. meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini

harga penawaran dan/ atau harga satuan di pasar;
b. mengevaluasi alas an harga penawaran dan/utau harga satuan produk

yang tidak wajar;
c. harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga
penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalarn daftar
kuantitas/keluaran dan harga; dan

e. Apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluesi/perhitungan
maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga,

(4) Evaluasi Harga Satuan Timpang
a. Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan
Harga Satu an , Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap barga
satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari
harga satuan yang tercantum dalam HPS;

b. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut
dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga
satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;

c. Apabila setelah dilakukan klarifikasi Harga Satuan tersebut dinyatakan
timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume
sesuai daftar kuantitas dan harga.

(5) Evaluasi Harga Pengadaan Barang
a. Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas RpJ.OOO.OOO.OOO

(satu millar rupiah) diperhitungkan preferensi untuk produk yang
memiliki TKDNpaling sedikit 25% [dua puluh lima persen).

b. Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung
dengan membandingkan harga penawar dengan harga penawaran
terendah,

(61 Evaluasi Harga Jasa Lainnya Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai
penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan
harga penawaran terendah.

•

•



(11 Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah
ditetapkan daJam Dokumen Pemilihan.

(2) Pada Tender itemized Pokja Pemllihan dapat menetapkan calon pemenang
lebih dari 1 (satu) dalam hal terdapat keterbatasan kapasitaa/Iayanan
darr/atau keragaman item dalam satu paket pengadaan atau satu paket
Tender sesuai ketentuan daJam Dokumen Pemilihan.

(3) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan
mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja
Pemilihan melakukan konfirrnasi secara tertulis kepada caJon Pemenang
untuk memperpanjang Surat Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal
penandatanganan Kontrak sebelum dilakukan penetapan Pemenang.

(4) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat
penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

Paragraf 17
Penetapan Calon Pemenang
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(1) E-Reuerse Auction (penawaran harga secara beruiang) digunakan untuk
Tender dengan metode evaluasi harga terendah, dalam hal hanya terdapat
2 (dua) penawaran yang masuk dan ked.ua penawaran tersebut lulus
sampai dengan pembuktian kualifikasi, maka dilakukan penyampaian
penawaran harga secara berulang dan bersifat lebih rendah dan penawaran
sebelumnya,

(2) Pokja Pemilihan mengundang Peserta melakukan E-reuerse Auction dengan
rnencantumkan jadwal pelaksanaan.

(3) Peserta menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu paling
kurang 60 (enam puluh) menit.

(4) Peserta menyampaikan penawaran h.a.rga melaJui fitur penyampaian
penawaran pada SPSE atau sistem pengaman dokumen berdasarkan
alokasi waktu secara real time sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen.

(5) Setelah masa penyarnpaian penawaran berakhir maka sistem akan
menginformasikan peringkat dapat berdasarkan Urutan Pcsisi Penawaran
(positional bidding) secara real time sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen.

•

Paragraf 16
E-reverse Auction
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c. Jenis Kontrak Payung
1. Evaluasi harga untuk jenis kontrak payung, Pokja Pemilihan

melakukan koreksi aritmatik.
2. Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode EvaJuasi Kualitas

dan Biaya dengan cara membandingkan harga penawaran dengan
harga penawaran terendah.



(1) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Kualitas dan Biaya:
a. Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil penilaian Biaya dan
Teknis berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam Kriteria
Evaluasi;

b. Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi tertinggi,
dan ealon pemenang cadangan adalah peserta yang memiliki nilai
kombinasi peringkat dibawahnya .

(2) Penetapan Calon Pernenang dengan Metode Kualitas Pokja Pemilihan
menetapkan pemenang terhadap penawaran dengan peringkat teknis
terbaik yang lulus ambang batas nilai teknis.

(31 Penetapan Calon Pernenang dengan Metode Pagu Anggaran Pokja Pemilihan
menetapkan pemenang terhadap penawaran yang memiliki nilai teknis
paling tinggi dian tara peserta yang memiliki penawaran biaya terkoreksi
sarna dengan atau lebih keeil dari nilai Pagu Anggaran.

(4) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Biaya Terendah.
(5) Pokja Pemilihan menetapkan pernenang terhadap penawaran yang

memiliki:
a. nilai teknis di.a.tasambang batas nilai teknis (passing grade); dan
b. penawaran biaya terkoreksinya paling rendah.

Paragraf 19
Penetapan Calon Pemenang Jasa Konsultansi Nonkonstruksi
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(1) Penetapan Calon Pernenang dengan Metode Sistem Nilai:
a. Pokja Pemilihan rnenghitung nilai kombinasi hasil penilaian harga dan

teknis berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam kriteria
evaluasi;

b. Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi tertinggi,
dan calon pemenang cadangan adalah peserta yang memiliki nilai
kornbinasi peringkat dibawahnya.

(21 Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Biaya Selama Umur Ekonomis:
a. Pokja Pemilihan menghitung Biaya Selama Umur Ekonomis berdasarkan

data yang disampaikan dalam penawaran teknis;
b. Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki Biaya Selama Umur

Ekonomis yang terendah, dan calon pemenang cadangan adalah peserta
yang memiliki peringkat di bawahnya.

(3) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Harga Terendah .
(4) Pokja Pemilihan menetapkan calon pemenang dan calon pemenang

cadangan berdasarkan peringkat dan harga penawaran yang paling rendah
berdasarkan hasil evaluasi harga.

Paragraf 18
Penetapan Calon Pemenang Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya

Pasal 103

•

•



(1) Pokja Pemilihan mengundang calon pemenang peringkat pertama untuk
menghadiri klarifikasi dan negcsiasi teknis dan biaya.

(2) Tujuan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk:
8. rneyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya dengan
memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli
dan/atau tenaga pendulrung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan
kebutuhan perangkat/ fasilitas pendukung yang proporsional guna
pencapaian hasil kerja yang optimal; dan

b. memperoieh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap
mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai de.ngan penawaran
teknis.

(3) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama
mencenninkan kesesuaian dengan KAK:
8. lingkup dan sasaran jasa konsultensi;
b. metodologi pelaksanaan pekerjaan;
c. kualifikasi tenaga ahli dan tenaga pendukung;
d. organisasi pelaksanaan;
e. program alih pengetahuan;
f. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
g. jadwal penugasan personel; dari/atau
h. fasilitas penunjang.

(4) Kualifikas! tenaga ahli harus dipastikan ketersediaannya oleh eaton
pemenang.

(5) Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
a. Tenaga ahli;
b. kesesuaian rencana kerja, metodologi dan jenis pengeluaran: dan
c. volume kegiatan dan jenis pengeluaran.

(61 Untuk Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan dan Kontrak Payung,
klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya satuan dibandingkan dengan biaya
yang berlaku di pasaran dan/ atau HPS.

(7) Biaya satuan yang dapat dinegosiasikan :
a. Biaya Iangsung personel (remunerasi tenaga ahli); dan
b. Biaya langsung non-personel baik yang bersifat lumsum, harga satuan,

maupun at cost.
(S) Klarifikasi dan negosiasi terhadap rernunerasi tenaga ahli cWakukan

berdaaarkan:
a. daftar gaji yang telah diaudit dan/ atau bukti setor pajak penghasilan
tenaga ahli konsultan yang bersangkutan dengan ketentuan: biaya
satuan dan biaya langsung personel, maksimum 4,0 (empat koma noll
kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap danj'atau maksimum
2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh Tenaga AbU
tirl,,1r tptAn hprrlR~::Irkan oerhitunzan dari daftar gaji yang telah diaudit

Pasal106

Paragraf21
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

(10)Hasil klarifikasi negosiasi teknis dan biaya tersebut dituangkan dalam
Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

•

•



(1) Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dalam pengadaan barang/jasa
lainnya atas Dokumen Penawaran untuk pengadaan barang/jasa melalui
pascakualifikasi kepada calon pemenang peringkat pertama untuk
memastikan kejelasan substansi teknis dan harga/biaya.

(2) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga untuk barangfjasa
lainnya dilakukan dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.

(3) Hasil klariflkasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga dituangkan dalam
berita acara klarifikasi dan negosiasi.

(4) Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dilakukan klarlfikasi dan
negosiasi teknis dan biaya kepada calon pemenang peringkat pertama.

(5) Klarilikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya untuk Jasa Konsultansi
Nonkonstruksi dilakukan dengan ketentuan:
a. dilakukan setelah masa sanggah; dan
b. kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang.

(6) Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai:
a. direktur utamajpimpinan perusshaan/pengurus koperasi:
b. penerirna kuasa dan direktur utama/pirnpinan perusahaan/pengurus

kcperasi/rnanajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercanturn
dalam akta pendirian anggaran dasar;

c. pihak lain yang bukan direktur utarna/pimpinan perusahaanj pengurus
koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/ anggaran
dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan
perusahaanj'karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja
tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dati
direktur utama/pirnpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan
akta pendirianj'anggaran dasar;

d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

e. pejabat yang rnenurut Perjanjian konsorsium/kerja sama
operasi/kemitraan/bentuk keIjasama lain yang berhak mewakili.

(7) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan peserta dengan
nilai tertinggi dalam peringkat teknis atau peserta yang ditetapkan sebagai
pemenang pemilihan/Penyedia tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja
Pemilihan melanjutkan dengan mengundang peserta yang memiliki
peringkat teknia/pemenaag cadangan dibawahnya untuk melaksanakan
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan seterusnya.

(8) Apabila klarilikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan seluruh peserta
dalarn peringkat teknis/pemenang cadangan tidak menghasilkanrtercapai
kesepakatan, Seleksi dinyatakan gagal.

{91 Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan k1arilikasi
dan negosiasi teknis dan biaya, dan akan mengakibatkan surat penawaran
habis masa berlakunya maka dilakukan konfirrnasi kepada peserta, untuk
memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai
denzan oerkiraan iadwal penandatanganan kontrak.

Paragraf20
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
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•

•



(1) Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender /Seleksi dan Pemenang
cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua).

(21 Sebelum penetapan Pemenang, apabila terjadi keterlambatan dalam proses
pemilihan dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa
berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis
kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawarao sampai
dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak..

(31 Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang mesa berlaku surat
penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
Pokja Pemilihan rnenetapkan kembali calon Pemenang.

'A' "_ •..1_ n__:,;\"~~~""",'h",,t 1=1..... 1'1. AN',,"A H,,,,,dlPemilihan IBAHPI.

Paragraf22
Penetapan Pernenang
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dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang
bersangkutan;

b. unit biaya personel dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung
berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja; dan
2. I (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja: dan/ atau

c. kontrak pekerjaan sejenis yang pemah dilaksanakan sebelumnya.
(9) Klariftkasi dan negosiasi terhadap biaya personel (tenaga

pendukung/tenaga teknik dan penunjang/admimstrasij. seperti: tenaga
survei, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkan harga
pasar tenaga pendukung tersebut.

(10)Biaya Non Personel dapat dibayarkan sesuai dengan pengeluaran (at cost).
Harga Satuan, dan/atau Lumsum.

(11)Biaya Langsung Non-Personel yang diganti sesuai dengan pengeluaran (a.t
cos~rneliputi biaya untuk biaya perjalanan, maya pengurusan surat ijin,

(I2)Biaya Langsung Non-Personel yang didasarkan Harga Satuan meliputi
biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya pengiriman dokumen,
biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, sewa kendaraan, sewa
kantor.

(13)Biaya Langsung Non-Personel yang didasarkan Lumsum meliputi biaya
untuk biaya penyelenggaraan seminar / workshop/lokal<:arya.

(14)Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat
puJuh persen] dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi
Nonkonstruksi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset,
survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei
lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

(IS)Negosiasi teknis dan biaya dilakukan terhadap penawaran biaya terkoreksi
yang melebihi pagu anggaran dengan menggunakan acuan HPS.

(16)Untuk metode evaluasi kualitas, evaluasi kualitas dan biaya, dan evaluasi
biaya terendah, apabila total penawaran biaya tidak ditemukan hal-hal
yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang
tidak melebihi pagu anggaran.•

•



Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas
penetapan pemenang dengan ketentuan;
(lj Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan

..""""",,h mp.IRluiSPSE aoabila menemukan:

Paragraf24
Sanggah
Pasal109

(1) Po19aPemilihan mengumumkan Pemenang pemilihan me1alui SPSE.
(2) lsi pengumwnan Pemenang pemilihan paling sedikit memuat:

a. Nama pemenang;
b. NPWP;
c. Alamat:
d. Harga Penawaran;
e. Harga Negosiasi; dan
f. Hasil Evaluasi Penawaran.

Paragraf23
Pengumuman Pemenang
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(51 Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling
sedikit diatas RplOO.OOO.OOO.OOO (seratus rniliar rupiah) dan Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas
RplO.OOO.OOO.OOO (sepuluh miliar rupiah), Pokja PemiJihan rnengusulkan
penetapan pemenang pemilihan kepada KPA melalui UKBPJ yang
ditembuskan kepada PPK dan APIPPemerintah Daerah yang bersangkutan.

(61 KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja
Pemilihan.

(71Apabila KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka KPA
menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan
Tender/Seleksi gagal.

(81 PA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat usulan Pokja
Pemilihan. Dalam hal PA menetapkan pemenang cadangan 1 atau
pemenang cadangan 2 sebagai pemenang maka KPA harus mernberikan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(9) KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau surat penolakan
Pemenang kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas] hari kerja setelah
usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal KPA tidak memberikan
penetapan/penolakan maka KPA dianggap menyetujui usulan Pokja
Pemilihan.

(IOIApabila KPA menolak hasil pemilihan maka KPA menyatakan
Tender/Seleksi gagal.

[l ljDalarn hal PAmenerirna/rnenclek hasil pemilihan, UKPBJ memerintahkan
Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penetapan/ penola.kan tersebut.

(12)PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan penetapan
pemenang pemiliharr/Penyedia kepada KPA sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

•

•



(1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:
a. terdapat kesaJahan dalam proses evaluasi:
b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada
pemberian waktu perpanjangan;

C. seluruh penawaran harga pada Tender di atas HPS atau penawaran
biaya pada Seleksi Metode Evaluasi Pagu. Anggaran eli atas Pagu
Anggaran;

d. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
e. ditemukan kesalahan daJam Dokumen;
f. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, darr/atau nepotisme;
g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;
i. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
j. Pokja Pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi, darr/atau nepotisme;
k. KPAmenyetujui penolakan oleh PPKatas hasil pemilihan dan/atau
l. KPA rnenolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan
Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
RplOO.OOO.OOO.OOO,OO (seratus rniliar rupiah) dan Pengadaan Jasa
Konsultansi Nonkonstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit
diatas RpJO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuJuh miliar rupiah).

(2) Tender ISeleksi gaga} dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi
penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf d dinyatakan
setelah melewati masa sanggah.

(3) Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf g berdasarkan hasil evaluasi penawaran,

(4) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sarnpai
dengan huruf iditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

Paragraf25
Tender/ Seleksi Gaga!

Pasal 110

b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dan
ditetapkan dalam dalam Dokumen Pemilihan;

c. rekayasa/pereekongkolen sehingga menghalangi terjadinya persaingan
usaha yang sehat; dan/arau

d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK,
KPA, danratau kepala daerah,

(2) Sanggah disampalkan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah
pengumuman, diakhiri pada hari ketja dan jam kerja.

(3) Jawaban sanggah diberikan rnelalui SPSE atas semua sanggah paling
lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada
harikerja dan jam kerja,

(4) Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan
evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang.

(5) Apabila sanggah dinyatakan salah/ ditolak, maka Pokja Pemilihan
melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

•

•



(I) Pengadaan Barang/.Jasa secara elektronik yang memanfaatkan Toko
Daring dan Katalog Elektronik Pengadaan Barangj' Jasa Pemerintah agar
Pengadaan Barang/ Jasa:
a. cepat;
h. mudah;
c. transparan; dan
d. tercatat secara elektronilc.

(2) Ketentuan mengenai metode pemilihan melalui E-purchasing mengikuti
Peraturan LKPP.

Bagian Kesatu
E-Pu.rchasing
Pasal 111

BAS VII
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILlHAN PENYEDIA
MELALUI E-PURCHASING, PENUNJUKAN LANGSUNG,

PENGADAAN LANGSUNG DAN TENDER CEPAT•

(5) Tender/Seleksi gaga! sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hUM j sampai
dengan huruf 1ditetapkan oleh KPA.

(6) Dalam hal sanggah dinyatakan benar /diterima, Tender/Seleksi dinyatakan
gagal.

(7) Tindak Lanjut Tender / Seleksi gagal:
a. Pokja Pernilihan melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang.
b. Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab Tender /Seleksi gagal

sebelum dilakukan Tender / Seleksi ulang.
c. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang apabila terdapat kesalahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurufk, dan huruf 1.
d. Pokja Pemilihan melakuk.an Tender/ Seleksi ulang dalam hal
'I'ender/Beleksi gagal disebabkan oleh sebagaimana dimaksud pada butte
ayat (1) huruf b sampai dengan huruf 1.

e. Dalam hal Tender/Seleksi ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK,
Tender / Seleksi ulang dilakukan oleh Pokja Pernilihan/PPK yang baru.

f. Dalam hal Tender/Seleksi gaga! karena tidak ada peserta yang
menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu
perpanjangan, Tender/Beleksi ulang dapat diikuti oleh peserta dengan
kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya ..

(8) Tindak Lanjut Tender/Seleksi Ulang Gaga}
(9) Dalam hal Tender /Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan

KPA melalrukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tenderj Seleksi.

(lO)Po~a Pemilihan rnenyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK
melalui SPSE.

•



(I) Penunjukan Langsung untuk Pelaku Usaha yang mampu, meliputi :
a. undangan prakualifikasi;
b. penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasi;
c. pembuktian kuaJifikasi;
d. penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus

kualifikasi];
e. pemberian penjelasan;
f. penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
g. evaluasi dokumen penawaran;
h. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga: dan
i. penetapan dan pengumuman.

(2) Tabap Penunjukan Langsung untuk melanjutkan pengadaan Barang/ Jasa
Lainnya/ Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dalam hal terjadi pemutusan
Kontrak, dilakukan kepada pemenang cadangan (apabila ada) meliputi :
a. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
c. penetapan dan pengumuman.

(31 Dalam hal tidak ada pemenang cadangan atau tidak ada pemenang
cadangan yang bersedia meianjutkan Kontrak maka menunjuk Penyedia
lain.

(4) Penunjukan Langsung meliputi ;
a. Undangan penyampaian penawaran;
b. Penyarnpaian dan Pembukaan dokumen penawaran;
c. Evaluasi dokumen penawaran;
d. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
e. Penetapan dan pengumuman.

(5) Penunjukan Langsung untuk Pelaku Usaha yang mampu, meliputi :
a. Undangan prakualifikasi;
b. Penyampaian dan Evaluasi dakumen kualifikasi;

8agian Ketiga
Penyusunan Tahapan Penunjukan Langsung

Pasal 113

(I) PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan kepada Pejabat
Pengadaan atau UKPBJ.

(2) Penunjukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk pengadaan
Barang/.Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak RpSOO.OOO.OOO,OO(lima
ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi
yang bernilai paling banyak Rp2S0.000.000,OO (dua ratus lima puJuh juta
rupiah).

(31 Penunjukan Iangsung dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk pengadaan
Barangr.Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di etas Rp500.000.000,OO
(lima ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling sedikit ill atas Rp250.000.000,OO (dua ratus lima puluhjuta
rupiah) .

8agian Kedua
Penunjukan Langsung

Pasall12

•

•



(1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan
dilaksanakan dan harga, antara lain melaJui media elektronik dan/atau
non-elektronik.

(2) Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga
dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber infonnasi yang berbeda.

Paragraf 1
Persiapan Pernilihan

Pasal 115

8agian Kelima
Pengadaan Langsung

Pelaksanaan Penunjukan Langsung melalui tahapan:
a. Pokja Pemilihari/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan

Dokwnen Kualillkasi untuk Penunjukan Langsung kepada Pelaku Usaha
yang dianggap marnpu untuk menyediakan Barang/.Jaaa.

b. Pelaku Usaha yang diundang menyampaikan Dokumen Kualifikasi.
c. Pokja Pemiliharr/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi .
d. Pokja Pemilihari/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi.
e. Pokja Pemiliharr/Pejabat Pengadaan melakukan penetapan hasil kualifikasi

dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi);
f. Pokja Pemilihan memberikan penjelasan.
g. Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dalarn I (satu) file yang

berisi dokumen adrninistrasi, teknis, dan harga.
h. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mernbuka Dokumen Penawaran,

melakukan evaluasi administrasi, teknis, koreksi aritmatik, dan harga,
i. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikaei dan negosiasi

teknis dan harga.
j. Apabila hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga dinyatakan tidak

memenubi syarat, Pokja Pemilihan mengundang cajon Penyedia lain (iika
ada). Jika tidak ada calon Penyedia lain Pokja Pemiliharr/Pejabat
Pengadaan melaporkan kepada PPK.

k, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara Hasil
Penunjukan Langsung .

[. Pokja Pemilihan mengumumkan hasil Penunjukan Langsung di dalam
SPSE.

m. PokJa Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil Penunjukan
Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala
UKPBJ.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemilihan Penunjukan Langsung

Pasal 114

d. Penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus
kualifikasi];

e. Pemberian penjelasan;
f. Penyampaian dan Pembukaan dokumen penawaran;
g. Evaluasi dokumen penawaran;
h.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
i. Penetapan dan pengumuman

•

•



II) Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi
dilakukan untuk Barangj Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak
Rp50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah) hanya dipersyaratkan memenuhi
kualifikasi teknis dan persyaratan kualifikasi administrasi memlliki
identitas kewarganegaraan indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk
(KTPI/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.

(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/iJasa Lainnya ke
Pelaku Usaha;

b. Dalam melakukan pemesanan, Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh
tenaga pendukung;

c. Penyedia dan PPKmelakukan serah terima Barang/dasa Lainnya;
d. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi
kepada PPK; dan/atau

e. PPK melakukan pernbayaran. PPK dan Pejabat Pengadaan dalam
melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh
tenaga/ tim pendukung.

(3) Pengadaan Langsung untuk:
a. Jass Konsultansi Nonkonstruksi dengan nilai paling banyak

Rp250.000.000,OO (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan
surat perintah kerja; dan

b. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah] sarnpai dengan nilai paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menggunakan surat
perintah kerja.

(4) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) calon Penyedia yang diyakini

mampu untuk menyampaikan penawaran administrasl, teknis, harga
dan kualifikasi;

Paragraf2
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal116

(31 Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung
Barang/clasa Lainnya/.Jasa Konsultansi yang menggunakan Surat Perintah
KeIja paling sedikit meliputi:
a. undangan Pengadaan Langsung;
b. instruksi kepada peserta;
c. lembar data pemilihan;
d. Spesifikasi Teknis/kerangka acuan kerja;
e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan biaya;
f. formulir dokumen penawaran;
g. formulir isian kualifikasi.; dan
h. rancangan surat perintah kerja.

(4) Undangan Pengadaan Langsung paling sedikit memuat:
a. nama paket dan uraian pekerjaan;
b. nilai HPS dan sumber pendanaan;
c. aJamat pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan
d.jadwal pelaksanaan Pengadaan Langsung.

•

•



[I] Pelaku Usaha/Penyedia Terkualifikasi merupakan Pelaku usaha/Penyedia
yang telah memiliki akun SPSE, terdaftar di SIKaP dan telah lulus dalam
pembuktian kualifikasi yang sesuai dengan paket pekerjaan yang akan
dilaksanakan dan/atau Penyedia yang tercantum dalam Katalog Nasional.
Sektoral atau Lokal.

(21 Pelaku usaha atau penyedia tersebut wajib memiliki kinerja
sekurangkurangnya balk sepanjang penilaian kinerja tersedia dalam SIKAP.

Paragraf 1
Pelaku Usaha/Penyedia Terkualifikasi

Pasall18

Bagian Keenam
Tender Cepat
Pasal117

• Tender Cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan Barangj.Jasa
Lainnya dengan mengundang Pelaku Usaha yang telah terkualifikasi dalam
Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

b. undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen­
dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;

c. Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi,
teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah
ditentukan dalam undangan;

d. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi,
teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis
dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang
wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. klarit'ikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan berdasarkan HPS
dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan
pemilihan;

f. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan
Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang
dengan mengundang Pelaku Usaba lain;

g. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
yang terdiri dari:
1. nama dan alamat Penyedia;
2. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
3. unsur-unsur yang di.evaluasi (apabila ada);
4. basil negosiasi harga (apabila ada):
5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
6. tanggal dibuatnya Berita Acara;

h.Pejabat Pengadaan melaporkan basil Pengadaan Langsung kepada PPK
melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

(5) Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan isian kualifikasi,
apabila menwut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha
dimaksud memilild kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau
terkualifikasi dalam Sistem lnformasi Kinelja Penyedia (SIKaP).

•



(1) Konsolidasi Pengadaan Barangj.Jasa oleh PPK dengan menggabungkan
paket-paket Pengadaan Barang/.Jaaa sejenis menjadi satu atau beberapa
paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan Pengadaan
Sarang/Jass melalui Penyedia.

(2) Paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis merupakan paket yang terdiri dati
barang/jasa dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoclitas Indonesia
(seksi, divisi, kelompok, kelas, sub kelas, kelompok komoditas, dan/atau
komoditas) yang sarna.

(3) Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha
antara lain KIasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan
pokok, golongan, sub golongan, dan/atau kelompok), kapasitas
suplaij produksi lokasi pekeIjaan, danj atau lokasi Pelaku Usaha.

(4) Konsolidasi oleh PPKsebagai berikut:
a. PPKmenerima Dokumen Perencanaan Pengadaan dan KPA.
b. PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk

mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
c. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan
Barang/ Jasa sejenis apabiIa terdapat indikasi pemecahan paket untuk
menghindari Tender / Seleksi.

8agian Kesatu
Konsolidasi oleh PPK

Pasal121

BAB VlII
KONSOLIDASI

{I) Tender Cepat gagal dalam. hal:
a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan
dokumen penawaran seteIah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verlfikasi
data kualifikasi;

c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini;

d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme;
e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/ atau
f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

(2) Tindak Ianjut dart Tender Cepat gagal, Pokja Pemilihan melakukan reviu
penyebab kegagalan Tender Cepat dan me1akukan Tender Cepat kembali
atau mengganti metode pemilihan lain.

Paragraf3
Tender Cepat Gaga! dan Tindak Lanjut Tender Cepat Gagal

Pasal120

e. Pengumuman Pemenang
1.SeteIah batas akhir pemasukan penawaran harga, SPSE mengumumkan
ranking penawaran barga.

2. Peserta dengan penawaran terendah merupakan pemenang dan
penawaran terendah kedua dan seterusnya merupakan pemenang
cadangan.

•

•



•

Bagian Kedua
Konsolidasi oleh UKPBJ

Pasal122

• (1) Paket Pengadaan Barang/.Jaaa sejenis merupakan paket yang terdiri dati
barang/jasa dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia
(seksi, divisi, kelompok, kelas, sub kelas, kelompak komoditas, dan/ atau
komoditas} yang sarna.

(2) Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha
antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan
pokok, golongan, sub golongan, dan/atau kelompok), kapasitas
suplai/produksi lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi Pelaku Usaha.

(3) Pelaksanaan Konsolidasi melalui metode tenderyseleksi dapat menetapkan
Iebih dati 1 (satu) Pemenang. Dalam hal menetapkan lebih dari 1
Pemenang maka dapat menerapkan negosiasi teknis dan harga untuk
mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis terbaik yang sama untuk seluruh
pemenang yang diselaraskan dengan Tujuan Pengadaan yang mendukung
tujuan program.

(4) UKPBJ melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan
Barangj'.Jasa sejenis dengan ketentuan:
a. UKPBJ melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/ Jasa

sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai
dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,­
pima belas mi1liar rupiah).

b. UKPBJ melakukan koordinasi kepada PPK untuk melaksanakan strategi
pengadaan.

c. Beberapa PPK yang paketnya dikonsotidasikan oleh UKPBJ, selanjutnya
ditunjuk 1 (satu) PPK sebagai koordinator/konsolidator sesuai
kesepakatan para PPKatau ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

d. Dalam melaksanakan tugas PPKkoordinatorj'konsolidator :
1. Melakukan konsolidasi untuk menghasilkan Dokumen Persiapan

Pengadaan;
2. PPK koordinator/konsolidator tidak bertanggung jawab terhadap

Spesifikasi Teknis/KAK dan HPS dari PPKyang dikonsolidasikan
3. PPKkoordinator / konsolidator mengkonsolidasi rancangan Kontrak;
4. Hasil konsolidasi dituangkan dalam Berita Acara;

d. PPKme!akukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/ Jasa sejenis
yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha keci! sampai dengan
nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,- (lima
belas milliar rupiah}.

e. PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan
Barang/ Jasa yang tersebar di beberapa Iokasi/ daerah yang menurut
sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya
dilaksanakan/ dikeJjakan di beberapa lokasi / daerah masingmasing.

f. PPKmengusulkan perubahan pemaketan kepada KPA.
g. Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh KPA, maka
ditindaklanjuti dengan perubahan RUP.

(5) Selanjutnya PPK menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat
Pengadaan/UKPBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia.



lIJ SPPBJ ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,
(2) Dalarn hal Tender /Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ

dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau
Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/dasa (SPPBJ)

Pasal124

(11 Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan reviu
atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan untuk memastikan:
a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan

prosedur yang ditetapkan; dan
b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk

melaksanakan Kontrak,
(2J Berdasarkan hasil reviu, PPKmemutuskan untuk menerima atau menolak

hasil pemilihan Penyedia tersebut.
(3J Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan

Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/dasa (SPPBJJ.
(4JDalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK

menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan PaIga
Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait
perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.

(51 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengarnbilan keputusan
diserahkan kepada KPApaling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak
tercapai kesepakatan.

(6) KPA dapat mernutuskan:
a. Menyetujui penolakan oleh PPK, KPA memerintahkan Pokja

Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi wang, atau
Tender/Seleksi ulang; atau

b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, KPAmemerintahkan PPK untuk
menerbitkan SPPBJ paling larnbat 5 (lima) hari kalender.

• (71 Keputusan KPAbersifat final.
(8) Dalarn hal KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui basil

pemilihan Pcnyedia, KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti serta
memerintabkan untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender/Seleksi
ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan basil
pemilihan Penyedia.

Bagian Kesatu
Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Pasal123

BABIX
PELAKSANAAN KONTRAK



(I) Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan
penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut:
a. finalisasi rancangan Kontrak;
b. perubahan jangka waktu pelaksanaan peketjaan dikarenakan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebe1umnya akan melewati batas
tahun anggaran;

c. rencana penandatanganan Kontrak;
d. kelengkapan dakumen pendukung Kontrak, seperti Jamman

Pelaksanaan yang paling sedildt terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan
waktu penyerahan serta telah diterima sebelum penandatanganan
Kontrak,

e. asuransi, dsb;
f. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk,

isi, dan waktu penyerahen; dan/ atau
g. hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pads saat evaluasi

penawaran.
(2) Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan penandatanganan

Kontrak dituangkan dalam berita aeara.
(3) Dalam hal Penyedia tidak memenubi ketentuan dalam rapat persiapan

penandatanganan kontrak maka SPPBJ dibatalkan dan Pejabat
Penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (jika ada).

(4) Penandatanganan Kontrak Barang/Jasa Lainnya/iJase Konsultansi
Nonkonstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli
Kontrak.

(5) Dalam hal tidak diperoleh ahli Kontrak, pendapat tersebut dapat diperoleh
dan tim yang dibentuk oleh kernenterian/Iembaga atau Pemerintah Daerah
yang bersangkutan,

(6) Pernberian pendapat dilakukan pada saat penyusunan rancangan Kontrak.

(7) Nilai .Jaminan Pelaksanaan (apabila ada), dengan ketentuan:
a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (detapan puluh persen)

sampai dengan 100010(seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu
Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari
nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 800/0 (delapan puluh persen)
dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya .Jaminan Pelaksanaan 5%
(lima persen) dari nilaiHPS atau Pagu Anggaran.

Bagian Keempat
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Pasal126

(1) Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DPAdisahkan,
(2) Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran,

maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DPAberlaku efektif.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Kontrak

Pasal125



(I) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib merneriksa kembali
rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan
huruf serta membubuhkan para! pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

(2) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:
a. DPAtelah disahkan;
b. penandatanganan kontrak dilakukan paling larobat 14 [empat belas) hari

keJja setelah diterbitkan SPPSJ, kecuali DPAbelwn disahkan; dan
c. ditandatangani oJehPihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

(31Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA disahkan
sebelum tahun anggaran, pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan setelah
DPA berlaku efektif.

(41 Penandatanganan Kontrak tahun jamak dilaksanakan jika telah
mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang

Bagian Keenam
Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

Pasal128•

(I) Apabila pemenang pernilihan (calon Penyedia] mengundurkan diri dengan
alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/Pejabat Penandantangan
Kontrak baik sebelum Penerbitan SPPBJ atau sebelum penandatanganan
kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka calon Penyedia
tersebut dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai ketentuan perundang­
undangan.

(21 Selanjutnya penunjukan Penyedia dilakukan kepada peserta dengan
peringkat dibawahnya (jika ada).

Bagian Kelirna
Pengunduran Din Calon Penyedia

Pasal127

(8) Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis
kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak,

(9) Setelah Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja
Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada).

(10)Pejabat Penandatangan Kontrak dan Calon Penyedia tidak diperkenankan
mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan
penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan
pekerjaan.

(11)Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DPA disahkan, dan
temyata alokasi anggaran dalarn DPA tidak disetujui atau 1rurang dari
rencana nilai Konttak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan
setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DPA.

(12)Calon Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi jika
penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DPA tidak tercapai dan
penetapan pemenang dibatalkan.

(13)Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/.Jasa yang kompleks
dilakukan setelah mernperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.•



Bagian Kedua
R~villdan Penetapsn Spesifi.ka~iTeknis/KAK

Pasal154

(I) Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA Perangkat
Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengaciaan Barang/Jasa.

(2) Persiapan Pengadaan Pekeriaan Konstrukai/dasa Konsultanai Konstruksi
dilakukan oleh PPK meliputi:
a. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAKj
h. Penyusunan dan penetapan HPS;
c. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak;
d. Penetapan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia

Pekerjaan Konstruksi; dan
e. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jarninan perneliharaan, sertiflkat garansi, dan/ atau penyesuaian harga,

(3) Spesiflkasi teknisjKAK, HPS, detailed engineeringdesignuntuk pemilihan
Penyedia, raneangan Kontrak, uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan
pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, danj'atau penyesuaian harga yang
telah ditetapkan dituangkan menjadi dokumen persiapan pengadaan,

(4) Persiapan pengadaan melalui Penyedia dilaksanakan oleh PPK dan dapat
dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli, Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa,
danj atau Tim Pendulrung atau tenaga pendukung.

(5) Dokumen persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ.

Sagian Kesatu
Persiapan
PasallS3

BABXI
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI/

JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
•

(1) Penyedia dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk melakukan penilaian kinerja Penyedia
dalam aplikasi SIKaP.

(2) Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memberikan penilaian kinerja
Penyedia dalam aplikasi SIKaP.

(3) Tata cara penilaian kinerja penyedia berpedoman pada Peraturan LKPP
tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barangj Jasa,

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Penyedia

Pasa1152

(8) KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama
masa pemeliharaan oleh Penyedia.

(9) ,laminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belasl hari kerja setelah
masa pemeliharaan selesai,



(1) Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran harga
penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan
batas tertinggi penawaran yang sah dan dasar untuk menetapkan besaran
nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang kurang dan 80% (delapan
puluh persen) dari nilai HPS.

(2) PPKmenyusun HPS berdasarkan pada:
a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)yang telah disusun

pada tahap perencanaan pengadaan;
b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DPAatau untuk proses pemilihan
yang dilakukan sebelum penetapan DPA mengacu kepada Pagu
Anggaran yang tercantum dalam RKAPerangkat Daerah; dan

c. hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran 8iaya (RABIyang telah
memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

(3) PPK dapat meminta masukan dati tim ahli atau tenaga ahli dalam
penyusunan HPS.

(4) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang
dapat dipertenggungjewebkan,

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan HPS
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Pengadaan Barang/.Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan
ketersedian anggaran belanja sesuai hasil persetujuan.

(21 Reviu meliputi kualitas, kuantitas, waktu yang akan digunakan/
dimanfaatkan, biaya,lokasi dan ketersediaan di pasar.

(3) PPK melakukan reviu spesifikasi telmis/KAK yang telah disusun pada
tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Reviu dilakukan herdasarkan
data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barangjjasa,
harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis. Dalam melakukan
reviu ketersediaan barang/jasa perlu memperhatikan:
a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar

inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri;
b. memenuhi Standar Nasionallndonesia (SNI);
c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dan hasil produksi dalam

negeri; dan
d. produk ramah lingkungan hidup.

(4) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK
mengusulkan altematif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan
persetujuan KPA.

(5) PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli yang bertugas membantu
PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK.

(6) PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh KPA
berdasarkan hasil reviu.

(7) Penetapan spesiflkasi telmis/KAK dicantumkan dalam Dokumen
Spesifikasi Teknis/KAK.

•



(1) Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis

Bagian Keempat
Metode Perhitungan berbasis Biaya (cost-based rates)

Pasal 156

15)Dataj informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPSantara lain:
a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barangfjasa
diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
pemilihan Penyedia;

b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi
keahlian, baik yang berada eli dalam negeri maupun di ruar negeri,
Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula
sumber data dari situs web komunitas intemasional yang menayangkan
informasi biayaj harga satuan profesi keahlian di Iuar negeri yang
berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barangf Jasa
akan dilaksanakan;

d. daftar harga/biaya/tarif barangfjasa setelah dikurangi rabat/ potongan
harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikanj'distributorf
agen/pelaku usaha dengan memperhatikan mass berlaku potongan
harga dari pabrikan/ distributor / agen/ pelaku usaha tersebut;

e. infia:si tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan
dan / atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;

r. hasil perbandingan biayajharga satuan barang/jasa sejenis dengan
Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;

g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh
konsultan perencana (engineer's esHmate);

h. informasi barga yang diperoleh dari toko daring;
i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk

tender / seleksi intemasional; dan / atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan,

(6) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan
Pajak Penghasilan (PPh).

(7) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia serta paling tinggi sama
dengan nilai pagu anggaran, sedangkan rineian HPS bersifat rahasia,
kecuali rincian harga satuan terse but telah tercantum dalam Dokumen
Anggaran Belanja.

(S) Perhitungan HPS untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dapat berdasarkan
hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perancang
(engineer's estimate) berdasarkan detailed engineering design.

(9) Perhitungan HPS telab memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak
langsung untuk Pekerjaan Konstruksi paling banyak 15% (lima belas
persen).

(10)Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dapat menggunakan:
a. Metode Perhitungan berbasis Biaya (cost.based rates);
b. Metode Perhitungan Berbasis Pasar (Market-Based Rates); dan
c. Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (Value-Based Rates).

•



Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian
dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/
reputasi/hak eksklusif yang disediakanj' dimiliki jasa konsultansi tersebut.

Bagian Keenam
Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (Value-Based Rates)

Pasal158

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar
dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran
pekerjaan/ output dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.

8agian Kelima
Metode Perhitungan Berbasis Pasar (Market-Based Rates)

Pasal 157

b. Biaya langsung non personel (Direct Reimbursable Cost).
(2) Biaya Langsung Personel adalah biaya Iangsung yang diperlukan untuk

membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak, Biaya Langsung
Personel telah memperhitungkan gaji dasar (basic salary), beban biaya
sosial (social charge), beban biaya tidak langsung (overhead cost), dan
keuntungan (profit! fee).

(3) Biaya Langsung Personel dapat dihitung menu rut jumlah satuan waktu
tertentu (bulan (S80B), minggu (SBOM), han (SSOH), a...au jam (SBOJ)},
dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:
a. Satuan Siaya Orang Minggu (SBOM)= 8808/4,1
b. Satuan Biaya Orang Hari (SBOH)~ (8808/22) x 1,1
c. Satuan 8iaya Orang Jam (SBOJ) = (SBOH/S) x 1,3

(4) Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan
untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan
mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Non
Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan dan/atau
penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost).

(5) Siaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Lumsum diantaranya
pengumpulan data sekunder, seminar, workshop, sosialisasi, peJatihan,
diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain­
lain.

(6) Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harga 8atuan
diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor,
biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya komputer dan
pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harlan.

17) Siaya Non Personel yang dapat dib&yarktm melalu] penggantian biaya
sesuai yang dikeluarkan (at cost) diantaranya dokurnen perjalanan, tiket
transportasi, biaya peljalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi
telepon/ internet/ situs web.

(8) Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat
puluh persen) dati total biaya, kecuali untuk jenis Jasa Konsultansi
Konstruksi yang bersifat khusus.

•



(I) Penyusunan rancangan kontrak bertujuan sebagai pedoman bagi Po~a
Pemilihan daJam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam
menyusun penawaran.

(2) PPK menyusun raneangan kontrak yang antara lain memuat: Jenis
Kontrak, Bentuk Kontrak, Naskah Perjanjian, Uang MukR., Jaminan
Pengadaan, Penyesuaian Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK),
serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

(3) Penyusunan rancangan Kontrak. untuk Pengadaan Langsung berisikan
surat perintah kerja dan syarat-syarat umum Kontrak.

(4) Rancangan surat perintah kerja mempertimbangkan karakteristik
pekerjaan paling sedikit:
a. jenis kontrak;
b.lingkup pekerjaan;
C. keluaran hasil pekerjaan;
d. kesulitan dan risiko pekerjaan;
e. masa pelaksanaan;
f. masa pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi;
g. cara pembayaran;
h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;
i. besaran uang muka;
j. bentuk dan ketentuan jaminan;
k. besaran denda; dan
1. pilihan penyelesaian sengketa Kontrak.

(5) Karakteristik pekerjaan harus dicantumkan dalam surat perintah kerja.
(6) PPK menetapkan rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi

teknis/KAK dan HPS.

Bagian Kedelapan
Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

Pasal160

(I) PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar
persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani
oleh PPK.

(2) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puJuh delapan) han kerja sebelum
batas akhir untuk:
a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

(31 PPK mendokumentasikan data riwayet dan informasi pendukung dalam
rangka penyusunan HPS.

(41 Penetapan HPS dikecualikan untuk :
a. Pengadaan Jasa Konslruksi dengan Pagu Anggaran paling banyak

RplO.OOO.ooO,OO[sepuluh juta rupiah); dan
b. E·purchasing .•

Bagian Ketujuh
Penetapan dan Pendokurnentasian

Pasal159



(11 Jenis kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi terdiri dari:
a.Lumsum;
b. Harga Satuan;
c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
d. Kontrak Putar Kunci; dan
e. Kontrak BiayaPlus lmbalan.

(21 Kontrak Lumsum digunakan dalam hal kontrak didasarkan atas
produk/keluaran (output based), ruang lingkup kemungkinan kecil berubah
dan detailed engineering design dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat.

(3) Cara pembayaran basil pekerjaan untuk Kontrak lumsum dilakukan
berdasarken tercapemya tahapan produk/'i<eluaran yang dicantumkan
dalam Kontrak tanpa rincian biaya dan volume.

(41 Kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal kontrak didasarkan atas
unsur pekerjaan/komponen penyusun (input based), kuantitasj'vclume
masih bersifat perkiraan dan detailed engineering design dan spesifikasi
teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.

(5) Cara pembayaran basil pekerjaan untuk: Kontrak harga satuan dilakukan
berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume

Bagian Kesembilan
Jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi
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(7) Perubahan rancangan surat perintah keJja dan syarat- syarat umum
Kontrak yang telah ditetapkan menjadi bagian Dokumen Pemilihan
Pengadaan Langsung hanya dilakukan melalui persetujuan PPK.

(8) Rancangan Kontrak mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling
sedikit:
a. jenis Kontrak;
b. lingkup pekeJjaan;
c. keluaran/output hasil peketjaan;
d. kesulitan dan risiko pekerjaan;
e. masapelaksanaan;
f. masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan Konstruksi;
g. cara pembayaran;
h. sistem perhitungan hasil pekeIjaan;
i. umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan;
j. besaran uang muka;
k. bentuk dan ketentuan Jaminanj
l. ketentuan penyesuaian harga;
m. besaran denda;
n. keterlibatan subpenyedia/eubkontrak; dan
o. pilihan penyelesaian sengketa Kontrak.

(9) Karakteristik pekerjaan harus dicantumkan dalam syarat-syarat khusus
Kontrak.

(10}PPKmenetapkan rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi
teknis/KAK dan HPS.

(II} Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan menjadi bagian Dokumen
Pemilihan dan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK.

•



(1) Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri dari:
a. Lumsum; dan
b. Waktu Penugasan.

(2) Kontrak Lumsum digunakan dalam hal kontrak yang didasarkan ataa
produk/keluaran (output based). ruang lingkup kemungkinan kecil
berubah, dan KAKlengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal
tenaga ahli,

(3) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum dilakukan
berdasarkan tercapainya tahapan produkj'keluaran yang dicantumkan
dalam Kontrak tanpa rincian biaya personel dan biaya nonpersonel.

(4) Kontrak Waktu Penugasan digunakan dalam hal Kontrak yang didasarkan

Bagian Kesepuluh
Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
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pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume dalam daftar
kuantitas dan harga dan ketentuan dalam Kontrak.

(6) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan dalam hal
terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak lumsum
dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak harga
satuan di dalam satu perjanjian Kontrak.Kontrak Gabungan Lumsum dan
Harga Satuan dikecualikan untuk Pengadaan Langsung.

(7) Kontrak Putar Kunci merupakan suatu peIjanjian mengenai pembangunan
suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek
tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua
perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

(8) Kontrak Putar Kunci digunakan dalam hal Kontrak Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu
tertentu dcngan ketentuan sebagai berikut:
a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan
dalam Kontrak. Penyelesaian pekerjaan sampai dengan siap
dioperasionalkan/ difungsikan sesuai kineIja yang telah ditetapkan.
Kontrak Putar Kunci digunakan misalnya untuk Pekerjaan Konstruksi
terintegrasi, misalnya Engineering Procurement Construction (EPC)
pembangunan pembangkit tenaga Iistrik, pabrik, dan lain-lain.

(9) Kontrak Biaya Plus Imbalan digunakan dalam hal merupakan jenis kontrak
yang digunakan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka
penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan
perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap
atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

(lO)Kontrak Biaya PIus Imbalan digunakan misalnya untuk Pekerjaan
bangunan yang sifatnya darurat dalam Penanggulangan Darurat pada
prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana
[penutupan bobolan tanggul dengan karung tanah dan batu, membuat
tanggul dan pengarah arus dati bronjong untuk perlindungan ba.'1jir lahar
dingin).•

•



(1) PPK menetapkan bentuk Kontrak dengan memperhatikan nil.ai kontrak,
jenis barang/jasa, metode pemilihan Penyedia dan/atau risiko pekerjaan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(2) Surat perintah kerja digunakan untuk metode pemilihan Pengadaan
Langsung Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi.

(3) Surat Perintah Kerja merupakan perjanjian sederhana secara tertulis
antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat
hukum untuk mcmperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.

(41 Surat Perjanjian merupakan pemyataan secara tertulis antara kedua belah
pihak tentang suatu perbuatan yang memillki akibat hukum untuk
memperoteh hak dan melaksanakan kewajiban.

(51 Surat ped8njian digunakan untuk:
a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit eli atas

Bagian Keduabelas
Bentuk Kontrak

Pasal164

(1) Kontrak Tahun Jarnak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
membebani Iebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Kontrak Tahun Jarnak dapat herupa:
a. Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Untuk pekeIjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran; atau

c. Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan
untukjangka waktu lebih dari I (satu) tahun anggaran dan maksimum 3
[tiga] tahun anggaran,

(3) PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sesuai dengan karakteristik
pekerjaan yang akan dllaksanakan.

(4) PPKdalam menetapkan jenis kon trak harus memperhatikan prinsip efisien,
efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Bagian Kesebelas
Kontrak Tabun Jarnak
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untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan dan KAK
menyesuaikan kebutuhan pekeriaan dan lrondisi lapangan.

(5) Cars pembayaran hasil pekerjaan untuk Kantrak waktu penugasan
dilakukan dengan ketentuan
a. pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai dengan

daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan aktual dan
ketentuan dalam Kontrak; dan

b. pembayaran biaya nonpersonel dilakukan sesuai dengan daftar
kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan
dalamKontrak.

•



(1) PPK dapal memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis
barangjjasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan
pekeIjaan, antara lain:
a.mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga keIja;
b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
barang/bahan / material/ peralatan; danl atau

c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan
pekerjaan

(21 PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan
kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat
dalam Dokumen Pemilihan.

(31 Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:
a. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,OO

(lima puluh juta rupiah) sampai sampai dengan paling banyak
Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) cliberikan uang muka paling
rendah 50% (lima puluh persenl;

b. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.000,OO
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.S00.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan
uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan

c. niJai pagu anggaranj kontrak paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,OO
(dua miliar lima ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak
RpI5.000.000.000,OO (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka
paling tinggi 30% (tiga puluh persen).

(4) Besaran uang muka untuk nilai pagu anggeranykontrak lebih dari
RplS.000.000.000,OO (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka
paling tinggi 200/"(dua puluh persen).

(5) Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan Uang muka
paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak.

(6) Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan
uang muka senilai uang muka yang diberikan.

Bagian Ketigabelas
UangMuka
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b. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai paling sedikit di
atas Rp2S0.000.000,OO (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(61 Sural Pesanan merupakan bentuk peIjanjian daIam pelaksanaan
pengadaan melalui Frpurchasing. Bentuk surat pesanan mengikuti praktik
bisnis yang sudah mapan yang diterapkan dalarn perdagangan melalui
sistem elektronik,

(7) Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan
Kontrak yang lebih zinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara
administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat
ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Peljanjian.

..
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(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan
mitigasi risiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses
pelaksanaan Pengadaan Barang/ .Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia
dan pelaksanaan Kontrak.

(2) Jaminan Pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin
apabila peserta Tender atau Penyedia tidak memenuhi kewajiban yang
dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau dokumen Kontrak.

(31 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau surety
bond. Bank garansi diterbitkan oleh bank umum,

(41 Surety bond diterbitkan oJeh Perusahaan Penjaminarr/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Iembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

(5) Jaminan Pengadaan Barang/ Jasa terdiri dari:
a. Jaminan Penawaran;
b. Jaminan Sanggah Banding;
c. Jaminan Pelaksana.an;
d. Jaminan Uang Muka.;dan
e. Jaminan Pemeliharaan.

(6) Jaminan Pengadaan Barang/ Jasa bersifat:
a. tidak bersyarat, paling sedikit memenuhi kriteria:

1. dalam penyeJesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu
kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (Obligee), namun
cukup dengan surat pemyataan dari Pejabat Penandatangan Kontrak
bahwa telah terjadi pemutusan kontrak dan Pejabat Penandatangan
Kontrak dan/atau Penyedia wanprestasi;

2. dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan penjamin atau
dengan Pejabat Penandatangan Kontrak, persengketaan tersebut
tidak menunda pembayaran kJaim;

3. dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang
dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan
penjaminan lain (re-insurance/ contra guarantee}, pelaksanaan
pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari
Bank, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain
tersebut;

4. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran k1aimjaminan
dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh
penjamin agar pihak Terjamin (Principal) dapat memenuhi
kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum
dipenuhi oleh Terjamin (Principal);

5. dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, keberatan tersebut tidak
menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan

6. dalam surat jaminan tidak terdapat klausul yang berisi bahwa
penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik
korupsi, kolusi dan/atau nepotisrne, yang dilakukan oleh Terjamin
I rL...:'_"': __ l\ _ ...... _....._ ...., ...1- h.... !_.. f __ :_ ...... ''''' .. ,: .........\

Bagian Keempatbelas
Jaminan Pengadaan
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b. mudah dicairkan, paling seclikit memenuhi kriteria:
1. jaminan dapat segera dicairkan setelah Penjamin rnenerima surat

permintaan pencairan/klaim dan pemyataan wanprestasi pemutusan
kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak;

2. dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya
benda-benda pihak Terjarnin (.Principa~ terlebih dahulu disita dan
dijual guna melunasi hutangnya; dan

3. Penjamin melakukan pemoayaran ganti rugi kepada Penerima
Jaminan (Obligee) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak
terpenuhinya kewajiban Tetjamin (.Principa~ sesuai dengan perjanjian
pokok.

c. hams dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat betas)
han ketja setelah menerima surat perintah pencairan dari Pokja
PemilihanrPejabat Penandatangan Kontrak/Pihak yang diberi kuasa oleh
Pokja Pemilihan/Pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

(7) Jaminan diserahkan oleh peserta Tender kepada Pokja Pemllihan atau
Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan disimpan sarnpai
masa berlaku jaminan berakhir atau apabila akan dikembalikan kepada
peserta Tender atau Penyedia. Jaminan yang dicairkan akan disetorkan ke
kas BLUD oleh pejabat yang berwenang. Khusus untuk jaminan
pemeliharaan, jaminan yang dicairkan dapat digunakan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan perbaikan dalam masa
pemeliharaan. Nilai pencairan jaminan paling tinggi sebesar nilai jaminan.

(81 Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding ditujukan kepada
Pokja Pemilihan. Penyampaian Jaminan penawanm dilakukan paling
lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Penyampaian
Jaminan sanggah banding dilakukan bersamaan dengan pengajuan
sanggah banding.

(9) Jaminan Penawaran diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas
Rpl0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah],

(IO)Jaminan Pengadaan dikembalikan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat
Penandatangan Kontrak setelah masa berlaku jaminan habla/selesai atau
tidak diperlukan Iagi.dalam proses Pengadaan.

(11)Besaran Jaminan sebagai berikut:
a. Jaminan Penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga

persen) dari nilai HPS;
b. Jaminan Sanggah Banding besamya 1% (satu persen) dari nilai HPS;
c. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80%

(delapan puluh persen) sampai dengan 100% [seratus persen) dari nilai
HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dan nilai Kontrak;

d. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80%
(deJapan puluh persen] dari riilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima
persen] dari nilai HPS;

e. Jaminan uang muka ditentukan senilai uang muka; dan
f. Jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 50/0 (lima persen) dari nilai

Kontrak.

•



(1) Svarat-svarat Khusus Kontrak adalah ketentuan khusus dalam

Bagian Ketujuhbelas
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
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(1) Syarat-syarat Umum Kontrak adalah ketentuan umum da1ampelaksanaan
Kontrak.

(2) Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak masing-masing
jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi
yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak.

(3) Pengisian SSUK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan
kontrak,

Bagian Keenambelas
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
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(I) PPKmenyusun penyesuaian harga dalam rancangan Kontrak.
(2) Penyesuaian harga diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

s. untuk Kontrak Tabun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan untuk
Pekerjaan Konstruksi, dan jenis Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan
untuk Jasa Konsultansi Konstruksi;

b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan
jelas, sebagai berikut:
1. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tabun Jarnak yang

masa pelaksanaannya lebih dan 18 (delapan belas) bulan;
2. penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak

pelaksanaan pekerjaan;
3. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata

pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung,
dan barga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam
penawaran. Harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran
yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS,
dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan basil klarifikasi;

4. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum kontrak;

5. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal
dari Iuar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara
asal barang tersebut;

6. jenis pekerjaan bam dengan harga satuan baru sebagai akibat
adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai
bulan ke-I3 (tiga belas] sejak adendum Kontrak tersebut
ditandatangani;

7. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara
jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;

Bagian Kelimabelas
Penyesuaian Harga
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(1) PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan
pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada
UKPBJ, dengan melampirkan:
a. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
b. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-PDyang telah ditetapkan] atau Surat

Persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan
mendahului persetujuan RKAPerangkat Daerah oleh DPRD;

c. IO paket RUP;dan
d. rencana waktu penggunaan barang/jasa,

(21 Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui
aplikasi sistem informasi.

(3) Setelah dokuroen persiapan pengadaan diterirna dan dinyatakan lengkap,
Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan untuk melakukan persiapan
pemilihan Penyedia yang meliputi:
a. reviu dokumen peraiapan pengadaan;
b. penetapan metode pemilihan Penyed.ia;
c. penetapan metode kualifikasi;
d. penetapan persyaratan Pcnyedia;
e. penetapan metode evaluasi penawaran;
f ~"pt-::.no;:l'M T"n,..tMP npnl,.,T'l"tn~,.,n ~nln 1"'_1""1 't"\Pn ~'lT~f""r.II'n·
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Paragraf 1
Persiapan

Bagian Kesembilanbelas
Pemilihan Penyedia Melalui Tender /Seleksi

(1) PPK menetapkan rancangan kontrak dengan memperhatikan Spesifikasi
Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
yang telah ditetapkan sebelumnya,

(2) Penetapan rancangan kontrak oleh PPK melalui persetujuarr/penetapan
pada lembar ringkasan rancangan kontrak .

(3) Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan rancangan kontrak yang telah
ditetapkan menjadi dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia
kemudian disampaikan kepada UKPBJ atau Pejabat Pengadaan sesuai
dengan kewenangannya.

•

Bagian Kedelapanbelas
Penetapan Rancangan Kontrak
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(2) SSKK menjelaskan lebih rind ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang
terkait dengan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Konstruksi yang diadakan.

(3) Dalam menyusun SSKK mencanturnkan nomor klausul yang diperinci pada
SSUK.

(4) Pengisian SSKK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan
kontrak.



(1) Reviu spesifikasi teknis dan detailed engineering design untuk pemilihan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis
dan detailed engineering design telah menggunakan barang/jasa yang
memlliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)yang mengacu pada
daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalarn negeri, memenuhi Standar
Nasional Indonesia (SNJ),produk usaha mikro dan keeil serta koperasi dari
basil produksi dalarn negeri, dan produk ramah Jingkungan hidup,
sehingga peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis dan
detailed engineering design dan merespon untuk menyusun penawaran
dengan baik, Spesifikasi teknis dan detailed engineering design harus
didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek
tertentu kecuali dimungkinkan.

(2) Reviu KAKuntuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi untuk
memastikan bahwa KAK,output, metodologi, personel, waktu, biaya sesuai
dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh KPA.

(3) Reviu HPS untuk memastikan bahwa nil.ai HPS telah cukup dan sesuai
dengan KAK, spesifikasi teknis dan detailed engineering design serta ruang
lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan
biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan,
data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pe.kerjaan
yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa komponerr/unsur
pembayaran pada uraian pekerjaan agar sesuai dengan KAK, spesifikasi
teknis dan detailed engineering design dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja
Pemilihan juga memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban
perpajakan/cukai/ asuransi/SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan
dalarn pelaksanaan pekerjaan .

(41 Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah
sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak
rnemperhatikan naskah perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat­
syarat khusus kontrak, ketentuan uang muka, k:etentuan jaminan
pengadaan, ketentuan sertifikat garansi, dan/atau ketenruan penyesuaian
harga,

15) Reviu Dokumen Anggaran Belanja IDPA atau RKA-PD yang telah
ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang
akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

(61 Reviu 10 paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan
dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

(71 Reviu wakru penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa
pelaksanaan Pengadaan Barang/clasa sejak proses persiapan, pemilihan,
dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana
penggunaan/ pemanfaatan barang/jasa.

18)Analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa

Paragraf2
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
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h. penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
L penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.

•

•



(1) Tender Cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dalam hal Pelaku Usaha yang telah terkualifikasi dalam Sistem
Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dengan membandingkan harga tanpa
.......0 ......0....'",,1 ...""".... ~ .......;1...; ..._ 1~""•.•1:r.l......_: ..........1...._.: ....a ••..... _ •• • 1·'. •

Paragraf 5
Tender Cepat
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Kriteria Penunjukan Langsung Penyedia Pekerjaan Konstruksi meliputi:
a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem

konstruksi dan satu kesaruan tanggung jawab atas risiko kegagalan
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/
diperhitungkan sebelumnya;

b. Pekerjaan Konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku
Usaha yang mampu;

c. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umurn di lingkungan perumahan
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh
pengembang yang bersangkutan;

d. Pekerjaan Konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh
pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang
hak paten, atau pihak yang menjadi pernenang tender untuk mendapatkan
izin dati pemerintah;

e. Pekerjaan Konstruksi yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami
kegagalan; atau

f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dalam hal terjadi pemutusan kontrak.

Paragraf4
Penunjukan Langsung
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(1) Pokja Pemilihan melaksanakan Tender atau Penunjukan Langsung untuk
Pengadaan PekeJjaan Konstruksi dengan nilai HPS bemilai paling sedikit di
atas Rp500.000.000,OO (lima ratus juta rupiah).

(2) Po~a Pemilihan melaksanakan metode pemilihan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi meliputi:
a. Penunjukan Langsung;
b. Tender Cepat; dan
c. Tender.

Paragraf3
Metode Pernilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
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menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.
Dalam hal hasil analisis pasar diketahui tidak ada Pelaku Usaha dalam
negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan
kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Tender/Seleksi lnternasional.

(9) Uraian pekeIjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan
Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi,

•

•



(1) Seleksi digunakan dalam hal tidak: dapat menggunakan Pengadaan
Langsung dan Penunjukan Langsung.

(2) Penunjukan Langsung dilakukan dalam hal:
a. Jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oJeh 1 (satu)

Pelaku Usaha yang mampu;
b. Jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)

pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat
izin pemegang hak cipta; atau

c. Permintaan berulang (repeat ordery untuk Penyedia Jasa Konsultansi
Konstruksi yang sama.

d. Permintaan berulang (repeat order) diberikan batasan paling banyak 2
(dua) kali dalam tahun anggaran yang berurutan. Permintaan berulang
(repeat order) dapat digunakan:
1. untuk jasa konsultansi konstruksi yang berkaitan dan/atau ruang

lingkupnya sarna dengan pekerjaan/kajian sebelumnya, meliputi:
a) uraian pekerjaan;
b) keluaran yang ingin dihasilkan;
c) metodologi yang digunakan; dan/atau
rl\ lrnTnt"'W"\~;~·'t,o't'lo:lt'l''!» ~hl;

Pokja Pemilihan melaksanakan Selekai atau Penunjukan Langsung untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas
Rp250.000.000,OO (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Paragraf8
Seleksi/Penunjukan Langsung
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Paragraf7
Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi
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(I) Tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-Purchasin.g,
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.

(2) Dalam hal terdapat penyebaran lokasi/tempat kerja, dan/atau
keterbatasan kapasitas dari Pelaku Usaha maka Pokja Pemilihan dapat
menetapkan metode Tender itemized.

(3) Tender itemized juga dapat d.ilakukan untuk perkelompok sub paket .
(4) Pada Tender itemized peserta pemilihan dapat menawarkan

satuybeberapayseluruh sub paket yang ditenderkan, dan Pokja Pernilihan
menetapkan Iebih dan 1 (satu) pemenang pernilihan/Penyedia.

Paragraf6
Tender
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(2) Tender Cepat dilakukan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan
kriteria:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara
rinei; atau

b. dimungkinkan menyebutkan merek.

•
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(1) Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi
kerja kepada Penyedia.

(2) Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan
peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan
dalarn Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.

(31 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terirna
Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak .

(4) Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh
lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana
kerja untuk. melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, makaPejabat
Penandatangan Kontrak menetapkan kondisi ini sebagai Peristiwa
Kompensasi dan dibuat Berita Acara.

(5) Penyedia menyerahkan personel (apabila dibutuhkan} dengan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. bukti sertifikat kompetensi/lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan:

b. apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat
Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel
yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

(61 Penggantian personel hams dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan
sesuai dengan kesepakatan.

Bagian Ketujuh
Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel
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(5) Dalam hal terjadi pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang
mengakibatkan perubahan pembebanan tahun anggaran Kontrak dari
tahun tunggal menjadi tahun jamak, penandatanganan Kontrak
dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak
dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia
adalah Direktur Utamaj Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang
disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah
didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia
perorangan.

(7) Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dan :
a. sekurang-kurangnya 2 (dual Kontrak asli, terdiri dan:

1. kontrak asli pertarna untuk Pejabat Penandatangan Kontrak
dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia;
dan

2. kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian
yang ditandatangani oleh Pejabat PenandatanganKontrak;

b. rangkapj salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai.
(8) Kontrak rnulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para

Pihak atau pada tangga! yang ditetapkan dalam Kontrak.

•

•



(11Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak
dan rencana pengemballannya.

(21 Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan
daJam Kontrak.

Bagian Kesernbilan
Pemberian UangMuka

Pasal132

(1) Surat Perintah Pengiriman (SPP)adalah surat perintah tertulis dari Pejabat
Penandatangan .Kontrak kepada Penyedia Barang untuk
mulaimelaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai Kontrak.

(2) Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14
(empat betas] hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

(3) SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan
yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) han kerja sejak tanggal
penerbitan SPP.

(4) Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggaJ
awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah
terima barang.

(5) Untuk pekerjaan yang penginman barangnya dijadwalkan tidak
dilaksanakan sekaligus tetapi secara berkala/bertahap sesuai rencana
kebutuhan, harus dinyatakan dalam Kontrak.

•

Paragraf2
SPP untuk Barang

PasaJ 131

(1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKIadalah surat perintah dari Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Jasa Lainnya/iJasa Konsultansi
Nonkonstruksi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak.

(2) SPMKditerbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
tandatangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan
lokasi pekerjaan.

(31 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup peketjaan dan tanggal mulai
kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak.•

PasalI30

Bagian Kedelapan
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP)

Paragraf 1
SPMK untuk Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Nonkonstruksi
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kurang jelas dan
perubahan; dang.

• (2) Rapat tatap muka harus dilaksanakan seeara:
a. formal;
b. agenda rapat diketahui seeara bersama sebelurn pelaksanaan rapat; dan
e. para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama

pelaksanaan kontrak.
(3) Hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak:

a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dan kedua
belah pihak;

b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efekti!
pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;

c. reviu reneana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan
evaluasi kemajuan pekerjaan;

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang

disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
f. me1akukan klariflkasi hal-hal yang rnasih
mendiskusikan prosedur untuk manajemen

(1) SebeJum melaksanakan Kontrak yang bernilai besar atau kompleks,
Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat
secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan
administrasi Kontrak.

Bagian Kesebelas
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Pasal134

(1) Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit berisi;
8. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyed.ia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan/ atau
f. pelaksana kerja.

(2) Program mutu disesuaikan dengan jenis barangfjasa, karakteristik dan
kompleksitas pekerjaan.

•

Bagian Kesepuluh
Penyusunan Program Mutu

Pasal133

(3) Uang Muka dibayar setelah Penyedia rnenyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diterima,

(4) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima
Penyedia.

(5) Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pernbayaran prestaei
pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur daJam Kontrak dan paling
lambat harus lunas pada saat serah terima sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak.



(1) Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan
Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk.

(2) Pengawasan /pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri­
sendiri atau bersama-sama oleh :
a. Pejabat Penandatangan Kontrak.;
b. pihak ketiga yang independen;
c. Penyedia; dan/ atau
d. pengguna akhir.

(3) DaJam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan
Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis rnaka para pihak melakukan Rapat
Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM).

(4) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk
melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

(5) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM
maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SF)
kepada Penyedia.

Bagian Keempatbelas
Pengendalian Kontrak

Pasal 137

(11 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak
bersama-sarna melakukan pemeriksaan Jokasi pekerjaan dengan
melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan
untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

(2) Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA dapat menetapkan tim teknis dan
PPKdapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.

(3) Hasil perneriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
(4) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi

Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Bagian Ketigabelas
Pemeriksaan Bersama

Pasal136

Bagian Keduabelas
Mobillsasi
Pasal135

(1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai d:i1aksanakan sesuai waktu
yang ditetapkan.

(21 Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi d:i1akukan sesuai dengan Jingkup
pekerjaan, meliputi:
a. mendatangkan tenaga ahli;
b.mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
c. menyiapkan peraJatan pendukung.

(3) Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personil dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan.

•

•



(1) Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai Iaporan
kemajuan/ output pekerjaan aesuai Kontrak.

(2) Pernbayaran prestasi pekerjaan dUakukan dengan ketentuan:
a. pembayaran dilakukan dengan rnengacu ketentuan dalam Kontrak dan
tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak
termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

c. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem terrain atau
pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan
dinyatakan diterima sesuai ketentuan daiam Kontrak;

d. pembayaran bulananj'termin dipotong angsuran uang muka, (lang
retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan
pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda
apabila ada;

e. untuk peketjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran
dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai
dengan kemajuan hasil pekerjaan;

f. dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan
diterima/terpasang untuk:
1. Pengadaan Bcu-.mg/JW$!;lyang karena sifatnya dibayar terlebih

dahulu sebelum Barang/.Jaea diterima;
2. pembayaran bahan/rnaterial dan/atau peralatan yang menjadi

bagian dati hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun
belum terpasang; atau

3. pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen)
pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran]
dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

g. Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara pembayaran termasuk bentuk
jaminan diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan ncgara.

(3) Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah sesuai dengan
ketentuan yang termuat dalarn Kontrak dan para pihak menandatangani
RP'ritA A"Am RP....h '1'''''';m", ......k-.....; .... n

Bagian Keenambelas
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 139

Jika diperlukan, para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi
barangjperalatan khusus. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Bagian Kelimabelas
Inspeksi Pabrikasi

Pasal138

16) Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu
mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan
sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

•



Penyesuaian harga ctiberlakukan terhadap Kontrak Tahuri Jamak yang
berbentuk Kontrak Harga Satuan atau berdasarkan Waktu Penugasan yang
masa pelaksanaan pekeIjaannya lebih dari 18 (deJapan belas) bulan, dengan
ketentuan:
a. ketenruan, persyaratan, dan tata cara perhitungan penyesuaian barga

dicantumkan dalam Dokumen Pemillhan (rancangan Kontrak) danj'atau
perubahan Dokumen Pemilihan, yang selanjutnya dituangkan dalam-- .

(II Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesiflkasi telmis/KAK dalam
dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga
Satuan, Kontrak Gabungan Lumsurn dan Harga Satuan dan Kontrak Putar
Kunci.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesiflkasi teimis/KAK yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak
bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. rnenambah danyatau mengurangijenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi Japangan; darr/atau
d. mengubahjadwal pelaksanaan.

(3) Perubahan Kontrak yang disebabkan rna salah administrasi, dapat
dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi
yang dimaksud antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak
atau perubahan rekening penerima,

14) Pckerjaan tambah dilaksanakan dengan ketcntuan:
a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam
peljanjian/Kontrak awal;

b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah; dan
c. dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekeIjaan.

(51 Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.

(61 Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu
penyelesaian pekerjaan (rnasa denda) akibat dari keterlambatan setelah
waktu pelaksanaan kontrak berakhir,

Bagian Kedelapanbelas
Penyesuaian Harga

Pasal141

Bagian Ketujuhbelas
Perubahan Kontrak

Pasal140

(4) Untuk pekeIjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi
dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir.

(51 Dalam hal masa perneliharaan berakhir pada rahun anggaran berikutnya
yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi
dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyarnpaikan Jaminan
Pemeliharaan senilai uang retensi terse but.

•



(1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para
pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Tidak termasuk: keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

(3) Oalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar kepada salah
satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas] hari
kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian arau
keadaan yang merupakan keadaan kahar .

(4) Dalarn hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan
atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.

(51 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan kontrak. .Jangka waktu penyelesaian pekeljaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sarna dengan jangka waktu terhentinya
Kontrak akibat keadaan kahar.

(6) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun
Anggaran.

(7) Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa
kompensasi yang melampaui Tahun Anggaran dapat dilakukan dengan
ketentuan:
a. berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak akan lebih efektif

apabila dilakukan perpanjangan waktu;
b. berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia dinilai

akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
c. jarninan Pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa

•

b. persyaratan perhitungan penyesuaian harga meliputi:
1. penyesuaian diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas] sejak

pelaksanaan pekerjaan;
2. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/rnata

pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya overhead, dan harga
satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

3. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwa!
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum kontrak;

4. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari
luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal
barang tersebut;

5. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya
adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga betas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan

6. Indeks yang digunakan da!am hal pelaksanaan kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendab antara
jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

c. rumusan penyesuaian terhadap Nilai Kontrak setelah dilakukan
• penyesuaian harga sal usn baru setiap jenis komponeu pekerjaan.

Bagian Kesembilanbelas
Keadaan Kahar

Pasal142



(l) Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban
para pihak yang terdapat daIam Kontrak sudah terpenuhi.

(2) Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan
pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

Paragraf2
Berakhimya Kontrak

Pasal 144

(Ii Kontrak berhenti apabiJa terjadi keadaan kahar.
(2) Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh

Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian
pekerjaan.

(3) Penghentian kontrak karcna kcadaan kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.

(4) DaJam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Paragraf 1
Penghentian Kontrak

Pasal143

Bagian Keduapuluh
Penghentian atau Berakhimya Kontrak

d. KPA memberikan komitmen untuk mengaJokasikan anggaran pada
Tahun Anggaran berikutnya;

e. Apabila berdasarkan Analisa Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
memenuhi persyaratan diatas, maka dapat dilakukan tambah dan
kurang pekerjaan atau penghentian sementara Kontrak.

(8) DaJam hal pelaksanaan Kontrak dlhentikan, para pihak menyeJesaikan
kewajiban yang telah dilaksanakan. Penyedia berhal< untuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan
yang telah dicapai,

(9) Selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar.

(lOIPenggantian biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (81 harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak .

(ll)Kegagalan salah satu pihak mernenuhi kewajiban yang disebutkan dalam
Kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh
karena keadaan kahar.

•

•



(11 Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme,

kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi
danj'atau nepotisme dan/atau pela.nggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jl:l.til:l.dinyatakan benar oleh Instansi
yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum

penandatangan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waIrtu yang telah ditetapkan;

h. berdasarka in penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan kese1uruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan;

1. Penyedia Barang/.Jaee tidak dapat menyeiesaikan pekerjaan setelah
diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;

J. setelah diberikan kesernpatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf
i, Penyedia Barang/.Jasa tidak dapat menyelesalkan pekerjaan: atau

k.Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam
Kontrak dan penghentian Ini tidak tereantum dalam program mutu serta
tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

(2j Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan]; dan
c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

(3) Dalam hal dila.kuka.n pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan
dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan
yang sarna atau Penyedia yang mampu dan mernenuhi syarat.

(4) Apabila terjadi Pemurusan kontrak secant sepihak :
B. PPKmelakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah d.ilakukan;
b. PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia dan dapat

dimanfaatkan oleh PPK dengan memperhitungkan ketentuan mengenai
C'I ....~,,.C',~n.." Ao ....A"'" ,"a,..,~....' ~ .......-....... n-_ ...+-. .. _... .... t f/nn ..,.,_ ......._ .... n....._ .....~_...__

Paragraf 1
Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Pasal 145

Bagian Keduapuluhsatu
Pemutusan Kontrak

(3) Dalam hal kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai namun
kontrak belum berakhir, apabila maeih terdapat eisa pembayaran yang
belum dibayarkan, Pejabat Penandatangan Kontrak melalrukan slsa
pembayaran terse but kepada Penyedia.

•

•



(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan peketjaan sampai masa
peiaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

(2) Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:
a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
peketjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pernberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan

sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender;
2. dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1

diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
a) memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa

pekerjaan denganjangka waktu sesuai kebutuhan; atau
b) melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak

akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud

pada angka I dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum
kontrak yang didalarnnya mengatur pengenaan sanksi denda
keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku
Jaminan Pelaksanaan laoabila adal.

Bagian Keduapuluhdua
Pemberian Kesempatan

Pasal 147

(I) Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak,

Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda
pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut
tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan
yang disepakati sebagaimana tercantum daIam Syarat-syarat Kontrak,

(2) Apabila terjadi Pemutusan kontrak secara sepihak :
a. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan evaluasi atas hasll pekerjaan
yang telab dilakukan;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak rnembayar pekerjaan yang telah
dikerjakan Penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak;

c. Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pokja PemiUhan untuk
me1akukan penunjukan langsung terhadap pemenang cadangan (apabila
ada) atau Pelaku Usaha yang mampu;

d. Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan langsung.

Paragraf2
Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Pasal 146

c. PPK meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan penunjukan langsung
terhadap pemenang cadangan (apabila ada) atau Pelaku Usaha yang
mampu;

d. Proses selanjutnya menglkuti mekanisrne penunjukan langsung.

•

•



(1) Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekcrjaan.

(2) Sebelum dilakukan serah terirna, Pejabat Penandatangan Kontrak
rnelakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh
Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.

(3) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
krlteria/speeiflkaei yang tercanturn dalam Kontrak.

Pasal 149

Bagian Kesatu
Serah Terima Haf)ilPt:keljaan

dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak

BABX
SERAH TERlMA

(1) Denda dan ganti. rugi. rnerupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
Penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan yang
berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam
Kontrak.

(2) Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan
jaminan yang tidak bisa dieairkan, melakukan kesalahan dalam
perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan
barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan
basil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

(3) Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian
pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
a. 1%0 (satu perrnil] per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum
dalam Kontrak; atau

b. 1%0 (satu permil] per hari dan barga Kontrak.
(4) Besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ciiiimbulkan.
(51 Bagian Kontrak adalah bagian pekeIjaan dari satu pekerjaan yang

ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
(6) Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak .

Bagian Keduapuluhtiga
Denda dan Ganti Rugi

Pasal14B

4. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan
pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif daJam hal
antara lain:
1. Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan:
2. pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
3. Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

•

•



(1) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama mas a pemeIiharaan
sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertarna pekerjaan.

(2) Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan
akhir pekerjaan.

(3) Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan
setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa
pemeliharaan dengan baik, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib
melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

(4) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan
para pihak dalam Kontrak.

(5) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak
untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan
untuk membiayai perbaikarr/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan
sanksi Dafter Hitam.

(6) Dalam hal terdapat nilai sisa pcnggunaan uang retensi atau uang
pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
Pembiayaan/Pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib
menyetorkan kepada Kas Negara.

(7) Apabila dalam perneriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Pp.nVp.rliA mp."l'Inrl::ot:.nPRn' R...nt<l A..." .." ~ .....h 'I'"rirna ak'h;"

Bagian Ketiga
Masa Pemeliharaan

Pasal 151

(I) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terirna, Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk menandatangani Kontrak menyerahkan
barangj hasil pekerjaan kepada KPA.

(2) Mekanisme serah terima hasil barang/jasa dari Pejabat Penandatangan
Kontrak kepada KPA dilakukan berdasarkan peraturan perundang­
undangan.

Pasal ).50

Bagian Kedua
Serah Terima Hasil Pekerjaan

dati Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA

(4) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat
Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk
memperbaiki danj'atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

(5) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dala.m Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima,

•

•



(11 Prakualiftkasi merupakan proses evaluasi kualifikaai yang dilakukan
sebelum penyampaian penawaran.

(2) Prakualiflkasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagai
berikut:

Prakualifikasi
Pasal180

(1) Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan
setelah penyampaian penawaran.

(2} Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pernilihan Penyedia
sebagai berikut:
B.. Tender Pekerjaan Konstruksi untuk Pengadaan yang bersifat tidak

kompleks; atau
b. Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan,

(3) Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi
administrasi.

(41 Evaluasi kualifikasi menggunakan metode sistem gugur.
(5) Evaluasi dilakukan tcrhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan

pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia yang ditetapkan dalam Dakumen
Pemilihan.

(6) Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan
kualillkasi.

(7) Pembuktian pascakualiflkasi dilakukan terhadap calon pemenang dan
calon pemenang cadangan.

(8) Dalam hal calon pemenang dan calon pemenang cadangan tidak lulus
pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi
terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya (apabila ada).

•

Pascakualifikasi
Pasal179•
Paragraf9

Metode Kualifikasi

2. desain berulang, desain berulang merupakan desain pada pekerjaan
konstruksi yang sederhana, memiliki standar secara umurn, dan
penyesuaian desainnya hanya dilakukan untuk bagian
pondasi/ dasar bangunan, contohnya pekerjaan pembuatan desain
gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung kantor, dan lain-lain.

3. diberikan kepada Penyedia yang mempunyai kinerja baik
berdasarkan penilaian PPKyang tercantum dalam Sistem Informasi
Kinerja Penyedia (SIKaP}.

4. diberikan dengan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun
anggaran yang sama dau/atau tahun berilrutnya paling lama 3 [tiga]
tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya.

5. dilakukan dalam UKPBJ yang sama.
e. Jasa Konsultansi Konstruksi yang setelah dilakukan Seleksi ulang

mengalami kegagalan.



(11 Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia, meliputi:
a. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan

kegiatan/ueaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Badan Pusat Statistik) dan sesuai dengan skala us aha
(kuaJifikasi/segmentasi [Nilai pagu anggaran sampai dengan
Rp15.000.000.000,OO [lima belas miliar rupiah] menggunakan
kualifikasiysegmentasi usaha ked I kecuali untuk paket pckczjaan yang
menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil
dan/atau koperasi];

b. mempunvai status valid keteranaan Waiib Paiak berdasarkan hasil

Paragraf 11
Syarat KuaJifikasiAdministrasi/Legalitas Penyedia

Pasal182

(1) Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan
memperhatikan jenis pekezjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi,
nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan
Pelaku Usaha pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

121Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan
diJarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak
objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku
Usaha dalam proses pemilihan.

(3) Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan
Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia mempunyai kemampuan untuk
menyediakan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.

(4) Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan adminietrasi/Iegalitas, dan
teknis.

b. Seleksi untuk Jasa Konsultansi Konstruksi 8adan Usaha; atau
c. Penunjukan Langsung.

(3) Evaluasi kualifikasi pada prakualifikasi menggunakan metode:
a. sistem gugur untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan pada proses

Penunjukan Langsung; atau
b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa

Konsultansi Konstruksi.
(4) Hasil prakualifikasi :

a. untuk Tender Pekerjaan Konstruksi paling sedikit 3 (tiga) peserta yang
lulus kualifikasi;

b. untuk Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha paling sedikit 3
(tiga] dan paling banyak 7 (tujuh) peserta yang lulus kuaJifikasi; atau

c. untuk Penunjukan Langsung hasil prakualifikasi memenuhi atau tidak
memenuhi syarat kualifikasi.

(5) Apabila peserta yang lulus kualifikasi untuk Tender/Seleksi kurang dari 3
(tiga), prakualifikasi dinyatakan gagaJdan dilakukan prakualifikasi ulang.

Paragraf 10
Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pasal 181
•



c. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada
Kontrak yang dibuktikan dengan:
1. Akta Pendirian Perusahaan darr/atau perubahannya;
2. Sural Kuasa apabila dikuasakan;
3. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila

dikuasakan); dan
4. Kartu Tanda Penduduk.

d. menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
1. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme;
2. akan melaporkan kepada PA/KPA/ APIP jika mengetahui terjadinya

praktik korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme dalam proses pengadaan
ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2
dan/atau 3, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

e. menyetujui Surat Pemyataan Peserta yang berisi:
1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

2. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang

dalam menjalani sanksi daftar hitam:
4. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan

kepentingan;
5. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang

dalam menjalani sanksi pidana;
6. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan
pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementeriari/Lembaga/
Perangkat Daerah yang sedang mengambil eu ti diluar tanggungan
Negara;

7. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tereantum
dalam Dokumen Pemilihan; dan

8. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang
disarnpaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa
data/dokumen yt'l_ngdisampaikan tidak benar dan ada pemalsuan
maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi
peneantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

f. Dalam hal Peserta akan melakukan kerja sama operasi harus
mempunyai perjanjian kerja sama operasi,

g. Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
1. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;
2. memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha

rnenengah:
3. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualilikasi usaha

menengah;
4. memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil;
~ tT'hQ'n'\ili1ri T(" Q lif1t,"'OT , 'Q~h<;l \,,.,,;1 npn~n J(, l~ lif1V";I<Q' '''o~h':) v~t'';:l
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h. Kerja sarna operasi tidak dapat dilaksanakan o1eh:
1. Penyedia .Jasa dengan kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi

usaha kecil; dan
2. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi

usaha kecil untuk Pekerjaan Konstruksi. Dalam melaksanakan KSO
salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO
(leadfinn).

r. Leadfinn kerja sama operas! harus memiliki kualifikasi setingkat atau
lebih tinggi dan badan usaha anggota kerja sama operasi.

J. Kerja sarna operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota
dalam 1 (satu) kerja sarna operasi:
1. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak

3(t~a)perusahaan;dan
2. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5

(lima) perusahaan.
k. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan
ketentuan:
1. Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak

1 SBUi dan
2. Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar

mensyaratkan paling banyak 2 (dua) SBU.
1. Dalarn hal mensyaratkan lebih dan 1 (satu) SBU:

1. untuk pekerjaan Kualiftkasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan
yang dapat dihitung sebagai KD adalab pengalaman yang sesuai
dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau

2. untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan
yang dapat dihitung sebagai Ko adalah pengalaman yang sesuai
dengan salah satu lingkup.

(2) Evaluasi persyaratan pada huruf g angka 1) sampai dengan angka 5}
dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama
operasi.

(3) Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan,
meliputi:
a. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalank.a.n

kegiatanj'usaha;
b. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
c. mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil

Konfirmasi Status Wajib Pajak;
d. menyetujui Pemyataan Pakta Integritas; dan
e. menyetujui Surat pemyataan Peserta berisi:

1. tidak dikenakan Sanksi Oaftar Hitam;
2. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan

pihak yang terkait;
3. tidak dalam pengawasan pengadilan danj atau sedang menjalani

sanksi pidana; dan
4. tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangirutan

mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

•



(11 Persyaratan kualifikasi teknis Badan Usaha, meliputi:
a. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam
kurun waktu 4 (empat) tabun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
atau swasta terrnasuk pengalaman subkontrak.

b. memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP.
c. untuk kualiflkasi Usaha Kecil yang beru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun:
1. dalam hal Penyedia belum memiliki pengaJaman, kete.ntuan huruf a)

dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan
paling banyak Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus [uta
rupiah); dan

2. harus mempunyai 1 (satu] pengalaman pada bidang yang sama,
untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas
Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juts rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp15.000.000.000,OO (lima belas miliar
rupiah).

d. untuk Kualitikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki
Kemampuan Dasar (KDI dengan nilai KD sama dengan 3 x NFt (Nilai
pengalaman tertinggi dalam 15 (lima beIas) tahun terakhir) dengan
ketentuan:
1. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengaJaman pekerjaan sesuai

sub bidang klasifikasiylayanan SBUyang disyaratkan; dan
2. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub

bidang klasifikasij layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang
disyaratkan harus memperhatikan pembagian Subklasifikasi dan
Subkualifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan, pemilihan
pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan
lingkup pekerjaan.

e. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan,
serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan
untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Komplelcs/Berisiko Tinggi
dan/ atau diperuntukkan bagi KuaJiflkasi Usaha Besar.

(2) Persyaratan kualifikasi teknis Perorangan, meJiputi:
a. memiliki Sertiflkat Kompetensi Kerjayang masih berlaku;
b. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu] Pekerjaan Konstruksi dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;

c. nilai pekeriaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
terakhir paling kurang sama d.engan 50% (lima puluh persen) nilai total
HPS/Pagu Anggaran. PekeIjaan sejenis merupakan pe.kerjaan yang
memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi,
teknologi, atau karakteristik lainnya; dan

d. memiliki tempatj lokasi usaha.

Pekerjaan Konstruksi
Pasal183

Paragraf 12
Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

•



(I) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan rnetode evaluasi Harga
Terendah.

(2) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara
penawaran yang m.emenuhi persyaratan teknis.

(3) Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail).
(4) Evaluasi teknis menggunakan sis tern gugur (pass and fai4 atau dengan

ambang batas.
(5) Metode evaluasi harga terendah sistem gugur digunakan untuk Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi tidak kompleks.
(6) Metode evaluasi harga terendah ambang batas digunakan untuk

PP.,n-gM~g't'1 P.QVG""3"3n UnT'\C''''~'''''C\. t,,,..,., ....I.a.l,r

Metode Evaluasi Penawaran untuk PekeIjaan Konstruksi
Pasal185•
Paragraf 13

Metode Evaluasi Penawaran

(11 Persyaratan kualifikasi teknis Badan Usaha, meliputi:
a. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi
konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak

b. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: (1) untuk
pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau (2) untuk
pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis
berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.

c. memiliki pengalaman rnengerjakan pekerjaan sejenis daJam waktu 10
(sepuluh) tahun terakhir.

d. Penyedia dengan kualifikasi usaha kccil yang baru berdiri kurang dari 3
(tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari
ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket
pengadaan sampai dengan paling banyak Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu
miliar rupiah).

(2) Persyaratan kualifikasi teknis Perorangan, rneliputi:
a. memiliki Sertiflkat Kompetensi Kerja yang masih berlak:u;
b.merniliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Jasa Konsultansi Konstruksi
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;

c. Pekerjaan sejenis Genis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi,
teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan
kesamaan); dan

d. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total
HPS/Pagu Anggaran.

Jasa Konsultansi Konstruksi
Pasal184



(I) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup
pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat
diuraikan dengan pasti dalam KAle atau untuk peketjaan Penyedia Jasa
Konsultansi Konstruksi Perorangan.

(2) Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan
kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap
hasil/menfaat (outcome) secara keseluruhan.

(31 Metode evaluasi Kualitas digunakan misalnya untuk Jasa Konsultansi
Konstruksi yang bersifat kajian makro (mastetplan roadmap), perencanaan
dan pengawasan pekeJjaan kompleks, seperti desain pembuatan
___ t.. __ t.!4. ~ _ e: _:1 __ _ _ _ a __ _ ...a: t... 1 ,.. .4 _

Kualitas
Pasal187

(1) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan:
a. ruang lingkup pekerjaan, keluaran, jems tenaga ahli, dan waktu

penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK; dan
b. besamya biaya dapat ditentukan denganjelas dan tepat.

(2) Metode evaluasi Kualitas dan 8iava dizunakan misalnva untuk desain
jaringan irigasi primer, desain Jalan: studi kelayakan, konsultansi
manajemen, atau supervisi bangunan non-gedung,

(3) Evaluasi kualitas dan biaya menggunakan pembobotan kualitas penawaran
teknis dan biaya dengan ketentuan:
a. bobot kualitas penawaran teknis antara 60% (enam puluh perseratus)

sampai 80% (delapan puluh perseratus); dan
b. bobot penawaran biaya antara 20% (dua puluh perseratus) sampai 40%

(empat puluh perseratus].
(4) Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap

masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur
dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.

(5) Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian
dari dokumen Seleksi. Unsur / sub unsur yang diniIai harus bersifat
kuantitatif,

(61 PeniIaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada
penawar terendah.

(71 Nilai penawaran Peserta yang lain dihitung dengan menggunakan
perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah.

(81 Penentuan Pemenang berdasarkan nilai kombinasi terbaik kualitas
penawaran teknis dan biaya, yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan
negosiasi teknis dan biaya.•

Kualitas dan Biaya
Pasal186

Metode Evaluasi Penawaran untuk Jasa KonsuItansi Konstruksi

(7) Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan
metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.



(11 Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar
atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya
sudah rnapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu .

(21Metode evaluasi Biaya Terendah digunakan misalnya untuk desain
bangunan sederhana, supervisi pembangunan sederhana, dan
survei/pengukuran skala kecil,

(3) Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap
masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur
danj'atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.
Nilai angke./bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang rnenjadi bagian
dari dokumen Seleksi. Unsur Isub unsur yang dinilai harus bersifat
kuantitatif.

(4) Penentuan Pemenang berdasarkan penawaran yang blaya terkoreksinya
terendah diantara penawaran yang lulus evaluasi teknis, dilanjutkan
dengan klarifikasi dan negosiasl teknis dan biaya.

Biaya Terendah
Pasal189

(1) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup
pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan past! dalatn KAK dan
penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran,

(2) Metode evaluasi Pagu Anggaran digunakan untuk pekerjaan yang dapat
dirinci dengan tepat meliputi waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan
ruang lingkupnya serta penawaran tidak melampaui Pagu Anggaran.

(3) Metode evaluasi Pagu Anggaran digunakan misalnya untuk pekerjaan
desain, supervisi bangunan gedung, dan pekerjaan surveiypemetaan skala
keci1.

(4) Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap
masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-rnasing unsur
dan/ atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.
Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian
dari dokumen Seleksi.

(5) Unsur / sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif.
(6) Penentuan Pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari

peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih keci1atau sarna dengan
Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiaei teknis dan
biaya.

Pagu Anggaran
Pasal 188

(4) Penentuan Pernenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik,
dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya kepada
penawar dengan nilai kualitas terbaik.

•

•



(I) Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan
Konstruksi terdiri atas:
a. metode pelaksanaan pekeJjaan;
b. peralatan utama;
c. personel manajerial;
d. bagtan peke.tjaan yang aksn disubkontrakkan; dan
e. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

(2) Metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk Tender
pekerjaan yang bersifat kompleks danyatau pekerjaan yang diperuntukkan
bagi kualifikasi usaha besar.

(3) Metode pelaksanaan pekerjaan terdiri atas:
, 1 '0. __J. _ ••• __ 1__••! __.... .11 __ •• _ .. : .. _ 1 ... _ .. _ 1.."'.....;....._"'": __ .....~ ....~_..., ~.f.'I ......t,..

Paragraf 15
Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi

Pasal191

•

(1) Polqa Pemilihan menetapkan unsur-unsur yang akan dinilai dalam evaluasi
teknis.

(2) Unsur-unsur pokok yang dinilai antara lain meliputi pengalaman Badan
Usaha/Perorangan, proposal teknis, dan kualifikasi tenaga ahli.
a. Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha

1. Pokja Pemilihan menentukan bobot nilai dan masing-masing unsur.
2. Acuan yang digunakan untuk pembobotan Jasa Konsultansi

Konstruksi Badan Usaha sebagai berikut:
a) pengalaman (15% - 30%);
b) proposal teknis (20% - 35%);
c) kualifikasi tenaga ahli (50%- 65%); dan
d) jumlah bobot 1)+2)+3)=1000/".

3. Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur,
dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang
akan dilaksanakan.

4. Poiga Pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis (passing
grade) untuk masing-masing unsur dan nilai total dan ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan, kecuali un sur pengalaman perusahaan.

b. Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan
1. Acuan yang digunakan untuk pembobotan Jasa Konsultansi

Konstruksi Perorangan sebagai berikut:
a) pengalaman (50% - 70%);
b) proposal teknis (20%- 40%);
c) kualifikasi pendidikan tenaga ahli (10% - 20%1; dan
d) jumlah bobot 1)+2)+3)=100%.

2. Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur,
dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang
akan dilaksanakan.

3. Pokja Pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis (passirl9
grade) untuk masing-rnasing unsur dan nilai total dan ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan .

Paragraf 14
Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi Konstruksi

Pasal190



h. kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama; dan
c. kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan,

(4) Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan
ketentuan:
a. peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekeIjaan

utama;
b. dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan

persyaratan peralatan, maka dokumen metode pelaksanaan peserta
yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;

c. dalam hal metode pelaksanaan peserta tidak mencantwnkan
spesifikasi/volume pekerjaan maka tidak digugurkan, kecuali terdapat
ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesiflkasi/
volume pekerjaan,

(5) Persyaratan pemilihan peralatan utama hams memperhatikan:
a. jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:

1. untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak
RplOO.OOO.OOO.OOO,OO(seratus miliar rupiah), disyaratkan paling
banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan

2. untuk tender pekeIjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas
RplOO.OOO.OOO.OOO,OO(seratus millar rupiah) disyaratkan paling
banyak 10 [sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan;

b. jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:
1. untuk tender peketjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak

RplOO.OOO.OOO.OOO,OO(seratus miliar rupiah), disyaratkan paling
banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan

2. untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas
RplOQ.QOO.OQO.OOO,OO(seratus miliar rupiah) disyaratkan paling
banyak 3 [tiga] unit peralatan utama.

(6) Evaluasi bukti peraJatan utama diJakukan dengan ketentuan:
a. dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peraJatan yang

berupa milik! sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut
tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

b. dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang
berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak
menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

c. bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK,
BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat peIjanjian jual beli, atau
bukti kepemllikan lainnya;

d. bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bell yaitu surat
peIjanjian sewa bell, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran,
atau bukti sewa bell lainnya;

e. bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat peIjanjian sewa beserta
bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
1. bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB,

invois, kuitansi, bukti pembelian, surat peIjanjian jual bell, atau
bukti kepemilikan lainnya; atau

2. Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
a) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
c} surat pemyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya

. _ .. _, __ .. :_._ , ... __ .. 1 ............ ~ .. ~ _ .. _:,.;,. _ ...........1 ......... _ 1,.,." _,..~'"",."...:
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f. bukti peralatan milik sendirij'sewa belij'sewa yang disampaikan oleh
peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan hUM d,
tidak dilakukan klarifikasi secara fisiko

(7) Persyeratan pemilihan personel manajerial harus rnemperhatikan jumlah
personel manajerial yang disyaratkan, yaitu:
a. untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas

Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis
disyaratkan paling banyak. 2 (dua] personel; dan

b. untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas
RplOO.OOO.OOO.OOO,OO[seratus miliar rupiah), manajer teknis
disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel;

c. setiap personel yang disyaratkan hanya mensyaratkan memilikl 1 (satu)
sertifikat kompetensi kerja (Sl<A/SKT);

d. Untuk manajer keuangan, tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi
kerja;

e. Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3
Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya
yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. Persyaratan pengalaman untuk Petugas Keselamatan Konstruksi/ Ahli
K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi:
1. Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas

Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
2. Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:

a) Ahli Muda K3 Konstruksi/ Ahli Muda Keselamatan Konstruksi
dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau

b) Ahli Madya K3 Konstruksi/ Ahli Madya Keselamatan Konstruksi
tanpa syarat pengalaman;

3. Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
a) AhUMadya K3 Konstruksi/ Ahli Madya Keselamatan Konstruksi

dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
b) Ahli Utama K3 Konstruksi/ Ahli Utama Keselamatan tanpa

syarat pengalaman; dan
4. Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka

1, angka 2 dan angka 3 berdasarkan ketentuan peraturan
pe~dang-undangan;

g. Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas
Keselamatan Konstruksi/ Ahll K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan
Konstruksi memperhatikan ketentuan:
1. Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan

nilai HPS sarnpai dengan paling banyak RpI5.000.000.000,OO (lima
belas miliar rupiah), penga!aman yang disyaratkan paling lama 2
(dua) tabun.

2. Untuk tender pekerjaan konstruksi kualiflkasi usaha menengah
dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000.000,OO (lima puluh
miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (ernpat)
tahun;

3. Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan
nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,OO (lima puluh
miliar rupiah) sampai dengan paling banyak RplOO.OOO.OOO.OOO,OO
(seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5

•
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4. Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan
nilai HPS di atas RplOO.OOO.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah).
pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun; dan

5. Untuk tender pekerjaan kompleks. pengalaman yang disyaratkan
paling lama 10 (sepuluh] tahun.

(8) Evaluasi pengalaman personel manajerial dilakukan dengan ketentuan:
a. Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan ManajerTeknis

dilakukan terhadap pengaJaman dalam melaksanakan pekerjaan
konstruksi;

b. Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/ Ahli K3
Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi dilakukan terhadap
pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan
konstruksi;

c. Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap
pengalaman mengelola keuangan;

d. Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
1.Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
2. Referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

(9) Evaluasi dokumen RKKdilakukan dengan ketentuan:
a. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi

pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta
Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:
1) mencantumkan 7 (tujuhl pemyataan Komitmen Keselamatan

Konstruksi; dan
2) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang

ditenderkan.
b. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan

Konstruksi apabila menyampaikan Identifikasi bahaya, Penilaian risiko,
Pengendalian dan Peluang, Rencana tindakan (sasaran khusus &
program khusus) yang memenuhi ketentuan:
11 Kolomuraian pekerjaan dan identifikasi bahaya; dan
2) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi

(isian tidak dievaluasi).
c. Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan

konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elernen
dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi)
atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi
[isian tidak dievaluasi);

d. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Kesela:natan Konstruksi
apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen
dukungan keselamatan konstruksi [isian tidak dievahrasi] atau tabel
Analisis Keselamatan Pekeljaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi
(isian tidak dievaluasi); dan .

e. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan
Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen
dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasiJ
atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah dusi [isian tidak
dievaluasi).

•

•



(1) Tahapan Pekerjaan Konstruksi dengan Prakualifikasi:
a. Tahapan Kualifikasi

Paragraf 18
Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan

Pasal194

(I) PoIga Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
dengan memperhatikan jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Konsultansi Konstruksi, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi
penawaran. dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan,

(2) Metode Penyampaian Dokumen Penawaran menjadi aeuan bagi Pokja
Pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan dan bagi Peserta Pemilihan
dalam menyampaikan dokumen penawaran.

(3) Metode Fenyampaian Dokumen Penawaran dalam pemiiihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi Konstruksi dapat dilakukan
dengan menggunakan:
a. Metode Satu File digunakan untuk :

1. Tender Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode evaluasi
Harga Terendah;

2. Tender Cepat:
3. Pengadaan Langsung; dan
4. Penunjukan Langsung.

b. Metode Dua File digunakan untuk :
1. Tender Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan rnetode evaluasi

harga terendah ambang batas; dan
2. Seleksi Badan Usaha dan Perorangan.

c. Metode dua tahap digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1. speslflkasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada

Dokumen Pemilihan;
2. mempunyai beberapa altematif penggunaan sistem dan desain

penerapan teknologi yang berbeda;
3. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis dan gambar berdasarkan

klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan / atau
4. membutuhkan penyetaraan teknis.

Paragraf 17
Penetapan Melode Penyampaian Dokumen Penawaran

Pasal193

(I) Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan
persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan.

(2) Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan.
(S) Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak

bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16
Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis

Pasa1192
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2. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi
3. Pemberian Penjelasan (bila diperlukanJ
4. Penyampaian dokumen kuaJifikasi
5. Evaluasi kualifikasi
6. Pembuktian kualifikasi
7. Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi
8. Sanggah kualiflkasi

b. Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dual file
I. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
2. Pengunduhan dokumen pemilihan
3. Pemberian Penjelasan
4. Penyampaian dokumen penawaran
5. Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (fileJ)
6. Evaluasi administrasi
7. Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi
8. Pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis

(file 1)
9. Pembukaan dokumen penawaran (fue II) bagi yang lulus evaluasi

teknis
10. Evaluasi harga
11. Penetapan dan pengumuman pemenang
12. Masa sanggah
13. Masa sanggah banding

c. Tahap Pcrnilihan untuk Metode Pcnyarnpaian 2 (dua) tahap
1. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
2. Pengunduhan dokumen pemilihan
3. Pemberian Penjelasan
4. Penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis (tahap IJ
5. Pembukaan dolrumen penawaran administrasi dan teknis (fflel)
6. Evaluasi dokumen penawaran administrasi
7. Evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus evaluasi teknis

(tahap I)
8. Pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis

(tahap 1)
9. Penyampaian dokumen panawaran teknis [revisi] dan harga (tahap II)
10. Pembukaan dokumen penawaran (tahap III
11. Evaluasi dokumen panawaran harga
12. Penetapan dan pengumuman pemenang
13. MeSA sanggah
14. Masa sanggah banding (untuk pekerjaan konstruksi)
15. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK

(2) Tahapan Pemilihan Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi:
a. Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 2 (dua) file

1. Pengumuman Tendtc
2. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen
3. Pemberian penjelasan
4. Penyampaian dokumen penawaran
5. Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan kualiflkasi

(file I)
6. Evaluasi administrasi dan kualifikasi
7. Pengumuman peserta yang lulus administrasi dan kualifikasi (file I)
8. Pembukaan dokumen penawaran harga (file II) bagi yang lulus

•

•



_.3_:._: ............_: ..1 __ ...,..1._~"

(1) Tahapan Kualifikasi
a. Pengumurnan prakualifikasi
h. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi
c. Pemberian penjelasan, apabila diperlukan
d. Penyampaian dolrumen kuaiifikasi
e. Evaluaei kualifikasi
f. Pembuktian kualifikasi
g. Penetapan hasil kualifikasi serta daftar pendek
h. Masa sanggah kualifikasi

(2) Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas
a. Undangan kepada peserta yang masuk dalam daftar pendek
b. Pcndaftaran dan pengunduhan dokumen
c. Pemberian penjeJasan
d. Penyaropaian dokumen penawaran file 1dan file 11.
e. Pembukaan dokumen penawaran file [ berupa dokumen panawaran

Paragraf20
Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha

Pasal196•

Tahapan Tender Cepat:
a. undangan tender cepat;
b. pendaftaran tender cepat;
c. penyampaian dokumen penawaran;
d. pembukaan dolrumen penawaran:
e. pengwnuman hasil pernbukaan dokumen penawaran;
f. verifikasi kualifikasi kepada calon pemenang; dan
g. penetapan pemenang dan pengumuman.

Paragraf 19
Tahapan Tender Cepat

Pasal195

9. Evaluasi harga
10. Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang
11. Penetapan pemenang dan pengumuman
J 2. Masa sangga.h
13. Masa sanggah banding
14. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK

b. Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1 [satu]
file
1. Pengumuman Tender
2. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen
3. Pemberian penjelasan
4. Penyampaian dokumen penawaran
5. Pembukaan dokumen penawaran
6. Evaiuasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga
7. Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang
8. Penetapan pemenang dan pengumuman
9. Masa sanggah
10.Masa sanggah banding (untuk peketjaan konstruksi)
11. Laporan Pokjl:lPemilihan kepada PPK•



(1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pernilihan
berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan
telah direviu oleh Pokja Pemiliharr/Pejabat Pengadaan,

(2) Dokumen Pemilihan adaJah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Peiabat Pengadaan yang memuat inforrnasi dan ketentuan yang

Paragraf22
Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pasal198

Tahapan Pemilihan:
a. pengumurnan seleksi;
b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
c. pemberian penjelasan;
d. penyampaian dokumen penawaran;
e. pembukaan dokuruen panawaran administrasi dan Ieknis (file Ii dan

kualifikasi;
r. evaluasi administrasi dan teknis;
g. pembuktian kualifikasi;
h. penetapan dan pengumuman peringkat teknia/pemenang;
I. masa sanggah;
J. pembukaan dokumen penawaran (fileII) bagi.yang lulus evaluasi teknis;
k. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;
1. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Paragraf21
Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan

Pasal197

f. Evaluasi dokumen administraai dan teknis
g. Penetapan dan pengumuman peringkat teknis/pemenang
h. Masa sanggah
1. Pembukaan penawaran dokumen file II berupa dokumen penawaran

biaya bagi yang lulus evaluasi teknis
j. Evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya
k. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK

(3) Tahap PemiIihan dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Pagu
Anggaran dan Biaya Terendah
a. Undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen
c. Pcmberian penjelasan
d. Penyampaian dokumen penawaran
e. Pembukaan dokumen penawaran administrasi (file 1) berupa dokumen

adrninistrasi dan teknis
f. EvaJuasi administrasi dan teknis
g. Pengumuman hasil evaluasi adminitraai dan teknls
h. Pembukaan dokumen penawaran (file II)bagi yang lulus evaJuasi teknis
i. Evaluasi biaya
J. Penetapan dan pengumuman pemenang
k. Masa sanggah
1. Negosiasi teknis dan biaya
m. Laporan Pokja Pemilihan kepada PFK

•

•



Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Tender /Penunjukan Langsung yang
memuat paling sedikit meliputi:
a. ketentuan umum
b. undanganj'pengumuman;
c. instruksi kepada peserta;
d. lembar data pemilihan;
e. bentuk dokumen penawaran:
f. rancangan Kontrak terdiri dari:

1. surat perjanjian;
2. syarat-syarat umum Kontrak; dan
3. syarat-syarat khusus Kontrak.

g. daftar kuantitas dan harga <'.taudaftar keluaran dan harga;
h. spesifikasi teknis dan gambar:
1. detailed engineering design; dan
J. bentuk dokumen lainnya.

Paragraf24
Dokumen Tender /Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi

Pasa1200

(I) Pok,ja Pernilihanj Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Kualiflkasi yang
memuat informasi dan ketentuan teotang persyaratan kualifikasi Penyedia,
digunakan sebagai pedoman oleb Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan
Peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

(2) Dokumen kualifikasi paling sedikit memuat:
a. ketentuan umum;
b. instruksi kepada peserta;
c. lembar data kualifikasi;
d. pakta integritas;
e. isian data kualilikasi;
f. petunjuk pengisian data kualifikasi;
g. tata cara evaluasi kualifikasi; dan
h. surat perjanjian Kerja Sarna Operasi [jika diperlukan).

13) Untuk pemilihan Penyedia dengan prakualifikasi, Dokumen Kualifikasi
disampaikan sebelum penyampaian penawaran.

(4) Untuk pernilihan Penyedia dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasi
disampaikan bersamaan dengan Dokumen Tender / Seleksi.

Paragraf23
Dokumen Kualifikasi

Pasal199

(3) Dokumen Pemilihan terdiri atas:
a. Dokumen Kualifikasi; dan
b. Dokumen Tender/ Tender Cepatj Seleksij Penunjukan Langsung/
Pengadaan Langsung.

•

•



(6j Dalam hal formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE
belum mengakomodir data kualifl.kasi yang disyaratkan, maka data
persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas pengunggahan

(II Pengumuman dilakukan melalui SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs
web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman
resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

(2) Pengumurnan prakualifikasi paling sedikit merrruat:
a. nama dan alamat Pokja Pemilihan;
b. uraian singkat pekerjaan;
c. nilai HPS dan nilai Pagu Anggaran;
d.persyaratan kualifikasi;
e. jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan
r. jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.

(3) Pelaku Usaha yang berminat mengikuti proses Prakualifikasi dapat
mengunduh dokumen kualifikasi setelah meJakukan pendaftaran sebagai
peserta kualifikasi.

(4) Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui Iasilitas yang
disediakan dalam SPSE.

(51 Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui fonnulir isian
elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang
ditetapkan.

Pengumuman dan Penyampaian Dokumen Prakualifikasi
Pasal202

Paragraf 1
Pelaksanaan Prakualifikasi

Bagian Keduapuluh
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tendery Seleksi

Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung yang
memuat paling sedikit meJiputi:
a. ketentuan umum;
b. undangan/pengumuman;
c. instruksi kepada peserta;
d. lembar data pemilihan;
c. KAK;
f. bentuk dokumen penawaran;
g. rancangan Kontrak terdiri dari:

1. surat perjanjian;
2. syarat-syarat umum Kontrak; dan
3. syarat-syarat khusus Kontrak.

h. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga; dan
1. bentuk dokumen lairUlya .

Paragraf25
Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung

untuk Jasa Konsultansi Konstruksi
Pasal201

•

•



(I) Pokja Pemilihan rnelakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta
pemilihan yang memenuhi petsyaratan kualifikasi, dengan mengundang
dan memverifikasiymengklarifikasi kesesuaian data pada informasi fonnulir
elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan

Pembuktian Kualilikasi
Pasal204

(1) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen
kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian
dokumen kualifikasi selesai.

{21 E.'vaJuasi kualiflkasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan
memasukkan dokurnen kualiftkasi meliputi:
a. evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; dan
b. evaluasi kualifikasi teknis.

(3) Pokja Pemilihan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak rnelalui situs
web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan,

(4) Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, pelaksanaan evaluasi kualifikasi
administrasi/Iegalitas dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem
gugur, dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam
dokumen kualif1kasi dengan dokumen kualifikasi peserta .

(5) Untuk pengadaan Jasa Konsultansi pelaksanaan evaluasi kualifikasi
administrasi/Iegalitas menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi
kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas.

(6) Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang
masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga) hari kalender setelah Pokja
Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja.

(7) Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualiflkaai kurang
dari 3 (riga)peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

•

Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Pasal203•

(7) Dengan menyampaikan data kualifikaei pada formulir isian elektronik
kualifikasi, peserta menyetujui pemyataan yang tercantum dalam
pernyataan Pakta integritas dan pemyataan Peserta.

(8) Untuk pesert.a yang berbentuk keIja sama operasi, penyampaian kualifikasi
pada formulir elektronik isian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang
ditunjuk mewakili kerja sarna operasi,

(9) Anggota kerja sarna operasi menyampaikan file formulir isian kualifikasi
melalui fasilitas lain yang tersedia pada SPSE.

(10)Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualiftkasi tidak ada
peserta yang rnenyampaikan dokumen kualifikasi, maka Pokja Pemilihan
dapat memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi,

(ll)Setelah pemberian wakru perpanjangan penyarepetan kualifikasi, peserta
yang menyampaikan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka
prakualifikasi dinyatakan gagal.



(11 Dalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualiflkasi dalam
SIKaP maka atas data kualifikasi yang telah ada dalam SIKaP tidak perlu

Pelaksanaan Kualifikasi melalui SJKaP
Pasal210

(1) Proses Pelaksanaan Pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses
pemiliban. Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan bersamaan dengan
pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan.

(2) Peserta menyampaikan dokwnen pascakualifikasi melalui formulir isian
elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE bersamaan dengan
penyampaian dokumen penawaran.

(3) Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belurn
mengakomodir data kualifLkasi yang disyaratkan, maka data persyaratan
kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas lain yang tersedia pada
SPSE.

(41 Evaluasi kuahfikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi
dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga).

(5) Pokja Pemilihan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui situs
web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan.

(6) Dengan menyampaikan data kualifikasi pada fonnulir isian elektronik
lrualifikasi, peserta menyetujui pemyataan sebagai berikut:
a. pemyataan yang tercantum dalam Pakta Integritas; dan
b. pernyataan Peserta.

(7) Untuk peserta yang berbentuk kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi
pada formulir elektonik isian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang
ditunjuk mewakili kerja sarna operasi. Anggota kerja sarna operasi
rnenyampaikan file formulir isian kualifikasi melalui fasilitas lain yang
tersedia pada SPSE.

(8) Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi
dokumen penawaran [administrasi, teknis, dan harga).

(9) Pembuktian pascakualiftkas.i dllakukan terhadap calon pe.menang dan
calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang dan calon
pemenang cadangan tidak lulus pembuktian kualiIikasi maka dilanjutkan
dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat
selanjutnya (apabila ada).

(lOjApabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualiflkasi atau tidak ada
peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.

Pelaksanaan Pascakualifikasi
Pasal209

b. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu)
peserta, maka dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

(3) Dalam hal praku.alifi.l<asi \J.!(l.l1.gdinyatakan gagal, PQ\c;ja Pemilihan
mengumumkan hasil prakualifikasi ulang dan menyampalkan basil
prakualifikasi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya
Pokja Pernilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi.

•

•



(1) Hasil kualifikasi diumumkan melalui SPSE dan dapat ditambahkan dalam
situs web Kementerian/Lemhaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman
resmi untuk masyarakat, SUIst kabar, darr/atau media lainnya.

(21 Pengumuman hasil kualifikasi memuat paling sedikit:
a. nama dan alamat Pokja Pemilihan yang mengadakan tender/seleksi;
b. nama paket pengadaan:
c. nama, NPWP, dan alamat peserta baik yang lutus maupun tidak Iulus
kualifikasi beserta alasan tidak lulus; dan

d. nama peserta yang masuk dalam daftar pendek untuk Jasa Konsultansi
Konstruksi Badan Usaha.

Pengumuman Hasil Kualifikasi
Pasa1206

(II Untuk Pekerjaan Konstruksi, Pokja Pemitihan menetapkan seluruh peserta
yang lutus pembuktian kualifikasi sebagai peserta Tender.

(2) Untuk Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan menetapkan peserta
yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam daftar pendek peserta Seleksi
dengan ketentuan sebagai berikut:
8. dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi berjumlah lebih

dan atau sama dengan 7 (tujuh) maka daftar pendek beIjumlah 7 [tujuh]
peserta; atau

h. dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi berjumlah 3 (tiga)
sampai dengan 6 (enam) make. seluruh peserta masuk ke dalam daftar
pendek.•

Penetapan Hasil Kualifikasi
Pasal205

(2) Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada
Peserta Pemilihan/Calon Pemenang.

(3) Dalam hal diperlukan atau apabila tidak mernungkinkan dilakaanakan
secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara
luring/tatap muka.

(4) Dalam hal data kualifikasi telah terverifikasi daJam SlKaP, pembuktian
kualifikasi tidak diperlukan, kecuaJi terdapat pembaharuan data kualifikasi
berdasarkan data yang disampaikan penyedia.

(5) Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klariflkasi kepada penerbit
dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor,
pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

(6) Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan alasan
kesalaban yang tidak substansial [contoh kesalahan pengetikan,
penyebutan sebagian nama atau keterangan, dokumen tidak berkop
perusahaan, dan/atau tidak distempel).

(7) Dalam hal jumtah peserta yang Iulus pembuktian kualifikasi kurang dan 3
(tiga) peserta, prakualifikasi dinyataksn gagal dan dilakt...kan prakualifikasi
ulang.•



(1) Dalam hal prakualifikasi gagal maka Pokja Pernilihan melakukan evaluasi
penyebab kegagalan. Tindak lanjut dati prakualifikasi gagal, Pokja
Pemilihan melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi Wang.
penyampaian dokumen kualifikasi ulang oleh peserta, atau prakualiftkasi
ulang dengan ketentuan sebagai berikut:
a. evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang, dalam hal:

1. evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
dokumen kualifikasi; atau

2. kesalahan dalam mengevaluasi dokumen kualifikasi peserta.
b. penyampa ian dokumen kualifikasi ulang, dalam hal seluruh data

kualifikasi tidak dapat diunduh oleh Pokja Pemilihan.
c. prakualilikasi ulang, dalam hal:

1. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang
menyampaikan data kualifikasi;

2. jumlah peserta yang tutus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
3. kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja Pemilihan; atau
4. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
(2) Dalam hal prakualifikasi Wang maka Pokja Pemilihan se&era melakukan

prakualifikasi kembali dengan ketentuan:
a. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua)

......,.. ,..t.. ,....,,,1<,,,~;1smi"t1<~n ~pnmm nrn!';P.RT~nrletISeleksi: atau

Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal
Pasal 208

(I) Peserta yang menyampaikan data kualilikasi dapat mengajukan sanggah
melalui SPSE apabila menemukan:
a. kesaJahan dalam melakukan evaluasi;
b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan;

c. rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan
usaha yang sehar: danj'atau

d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pernilihan, kepala UKPBJ, PPK,
KPA,dan/atau kepala daerah.

(2) Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari
kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja.

(3) Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas scmua sanggah paling
lambat 3 (tiga) han kalender setelah masa sanggah berakhir, diakhiri pada
hari kerja dan jam kerja .

(4) Apabila sanggah dinyatakan salah/ ditolak, make Pokja Pemilihan
melanjutkan proses pemilihan penyedia.

(5) Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima. Pokja Pemilihan rnelakukan
evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.

(6) Sanggah yang disampaikan kepada PPK. KPA,dan AP(P Perangkat Daerah,
atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan
diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Sanggah Kualifikasi
Pasal207

•

•



(11 Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia
• ~ ~ • "I. , • .JI: ... _ ..... _l _

Pemberian Penjelasan
Pasal214

(1) Pada Tender ISeleksi Prakuallfikasi, Pc1aku Usaha yang lulus Prakualifikasi
atau masuk dalam daftar pendek (shortlist) pacta Pengadaan Jasa
Konsultansi Konstruksi, diundang untuk mengikuti Tender/Seleksi dan
mengunduh Dokumen Pemilihan melalui SPSE.

(2) Pada Tender/ Seleksi Pascakualifikasi, Pelaku Usaha yang berminat untuk
mengikuti Tender/Seleksi meJakukan pendaftaran dan mengunduh
Dokumen Pemilihan rnelalui SPSE.

Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan
Pasal213

(1) Pengumuman merupakan awal proses pemilihan pada Tender
Paecakualifikasi atau Seleksi Jasa KonsuJtansi Perorangan.

(2) Po~a Pemilihan rnengumumkan melalui SP$E dan dapat ditambahkan
dalarn situs web Kementerian/Lembaga/Pernerlntah Daerah, papan
pengumuman resmi untuk rnasyarakat, surat kabar, danj'atau media
lafnnya.

(3) Pengurnuman pascakualifikasi paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Pokja Pemilihan;
b. uraian aingkat pekerjaan;
c. nilai Harga Perkiraan Sendlri (HPSI dan/ atau nilai pagu anggaran;
d. persyaratan peserta;
e. waktu pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan; dan
f. waktu penyampaian dokumen penawaran.•

Pengumuman Tender/Seleksi
Pasal212•

(1) Pokja Pernilihan mengundang semua peserta tender yang telah lulus
prakualiflkasi ateu peserta seleksi yang masuk dalam Daftar Pendek untuk
mengikuti proses Pemilihan.

(2) Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pengunduhan
Dokumen Pemilihan .

Undangan kepada Peserta yang Lulus Prakualifikasi/Daftar Pendek
Pasal 211

Paragraf2
Pelaksanaan Pernilihan

(2) Dalam hal terdapat data kualifikasi yang berum tercanturn dalam SIKaP,
pembuktian kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(3) Ketentuan lebih laniut mengenai penilaian kinerja penyedia diatur dalam
Peraturan LKPP tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan
Barang/.Jasa.



(2) Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara Peserta
Tenderj Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket
pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalarn Dokumen
Pemilihan.

(3) Pada pelaksanaan pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat dibantu
oleh tim ahli atau tenaga ahli/PPK/pengguna barang/jasa.

(4) Tujuan pernberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup
paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang iercantum dalam
Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara
Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan
kernungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan,

(5) Lama waktu/durasi pembenan penjelasan clisesuaikan dengan
kornpleksitas pekerjaan. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang
masuk. Pada saat berlangsungnya pemberian penjeiasan, Pokja Pemilihan
dapat menambah waktu pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan,

(6) Pokja Pemilihan dapat clidampingi oleh KPAjPPK/Tim Teknis/ Konsultan
Perencana dalarn p.emherian penjelasan .

(7) Pokja Pernilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh
Peserta sampai dengan batas akhir pemberian penjelasan.

(8) Pokja Pemilihan masih dapat menjawab seluruh pertanyaan setelah jadwal
pemberian penjelasan telah berakhir.

{9) Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian
penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

(10)Jika dibutuhkan peninjauan lapangan, Pokja Pemilihan dapat melakukan
peninjauan Japangan bersama-sama dengan Peserta dan dilanjutkan
dengan pemberian penjelasan di lapangan.

{ll)Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)Lapangan menjadi bagian dari
Berita Acara Pemberian Penjelasan (SAPP).

(12)Dalam hal hasil pemberian penjelasan danj'atau pertanyaan tertulis yang
disampaikan oleb Peserta mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan,
make perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen
Pemilihan.

(13)Oalam hal perubahan Dokumen Pernilihan terkait Spesifikasi Teknis/KAK,
HPS atau Rancangan Kont.rak maka perubahan terse but harus disetujui
oleh PPKatau KPA(dalam hal tidak ditunjuk PPK).

(14)Apabila perubahan tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan
atau tidak disetujui oleh PPK, maka perubahan tersebut dianggap tidak ada
dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.

(IS)Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan
menyampaikan Adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling kurang
3 (tiga) han kalender, diakhiri pada han keIja dan jam keIja sebelum batas
akhir penyampaian dokumen penawaran,

i16}Apablle Adendum Dukurnen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan
penambahan waktu penyiapan kem.bali Dokumen Penawaran, maka Pokja
Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran,

•

•



(1) Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan daJam Dokumen Tender /Seleksi.

(21 Peserta dapat menyampaikan ulang file penawaran untuk mengganti atau
menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir
penyampaian penawaran.

(3) Dalam hal peserta berbentuk kelja sama operasi, penyampaian penawaran
dilakukan oleh leadfirm.

(41 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir
penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktuj kecuali:
a. teljadi keadaan diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya;

b. terjadi gangguan teknis SPSE;
c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan

penambahan waktu penyiapan dokumen penawa:ran; atau
d. tidak ada peserta yang menyampaikan penawanm sampai dengan batas
akhir penyampaian penawaran,

(5) Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian
penawaran dalam hal sebelum batas akhir penawaran tidak ada Peserta
yang menyampaikan penawaran.

(6) Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir
penyampaian penawaran. Apabila tidak ada peserta yang menyampaikan
dokumen penawaran setelah waktu perpanjangan, Tender/ Seleksi
dinyatakan gagal.

(7) Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian
penawaran maka Pokja Pemilihan menyampaikan/menginformasikan
alasan yang dapat clipertanggungjawabkan pada SPSE.

(8) Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian
penawaran sebanyak 1 (satu] kali perpanjangan .

(9) Tender Pekeljaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas
RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran
disampaikan dengan ketentuan:
a. sojtcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian d.ari dokumen

administrasi.;
b. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk softcopy asli dari

kamera/ handphort.e (HPJatau scan tanpa edit;
c. Jaminan Penawaran asli disampaikan secara langsung atau rnelalui

poa/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling Iambat sebelum
batas akhir penyampaian penawaranyang dibuktikan dengan bukti
pengiriman; dan

d. dalam hal Jarninan Penawaran asli tidek diterima Pokja Pemilihan
sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran
dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan,
pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang
asli.

Pe.nyampaian Dokumen Penawaran
Pasal215
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Pokja Pemilthan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan
sebagai berikut:
Q. berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam

Dokutnen Pemilihan;
b. Pokja Pemilihan dan/ atau peserta diJarang melakukan post bidding pada

setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan
menambah, mengurangi, mengganti danj atau mengubah kriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau
su bstansi dokumen penawaran seteJah batas akhir penyampaian dokumen
penawaran;

c. dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran
yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan
yang bersifat penting/pokck atau penawaran bersyarat.

d. ketidaksesuaian/ penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat adalah:
1. ketidaksesuaian/ penyimpangan dan Dokumen Pemilihan yang
mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasii/kineJja
pekerjaan; dan/ atau

2. penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di Iuar ketentuan
dan syarat-syerat dalam Dokumcn Pernilihan yang akan menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan Iatau tidak adil.

e. Pok,ja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan aJasan
c» ~ 1 .... l..._ ... _ ..... ;_, 1... "'_+ .....\... 1......." "'"1,n1-.....""

Umum
Pasal217

Evaluasi Dokumen Penawaran

11) Pada tahap pernbukaan dokurnen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh
file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.

(2) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan
menyampaikan file penawaran tersebut kepada Jayanan pengadaan secara
elektronik unruk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak
dapat dibuka.

(31 Apabila diperlukan layanan pengadaan secara elektronik dapat
menyampaikan file penawaran kepada LKPP.

(4) Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan seeara elektronik
atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemitihan dapat
menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat.

(5) Namun apabila berdasarkan layanan pengadaan seeara elektronik atau
LKPP dapat dfbuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi
atas dokumen penawaran tersebut .

(6) Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu
pembukaan pen awaran , kecuali untuk file penawaran yang sudah
dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan
secara elektronik atau LKPP.

Pembukaan Dokurnen Penawaran
Pasa1216
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(1) Untuk Kontrak Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satunn, dan Kontrak Waktu
Penugasan dilakukan koreksi aritmatik, untuk mengurutkan penawaran
harga, Koreksi aritmatik dilakukan dengan secara otcmatis menggunakan
SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE,
maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual.

(2) Koreksi aritmatik dilaksanakan pada tahap awal evaruasi sebelum evaluasi
administrasi pada Tender yang menggunakan metode penyampaian
penawaran 1 (satu) file.

(3) Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. Untuk pengadaan Jasa
Konsultan si Konstruksi dengan roetode Pagu Anggaran, apabila hasil
koreksi aritrnatik melebihi HPSmaka penawaran dinyatakan gugur.

(4) Tata cara koreksi aritmatik adalah sebagai berikut:
a. volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan volume dan/atau
jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga
satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah
hasil perkalian sebenarnya, Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan
yang ditawarkan tidak boleh diubah;

c. janis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk
dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar
kuantitas dan barge tetap dibiarkan kosong;

Koreksi Aritmatik
Pasal218

pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran
tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel);

f. apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi
terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan] antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan
salah saru peserta, maka:
1. evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang
tidak terlibat [bila ada); dan

2. apabiia tidak ada peserta lain, Tender/Seieksi dinyatakan gagal.
g. indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurangkurangnya

2 (dua) indikasi di bawah ini:
1. kesamaan dokumen penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan,
alat, analisa pendekatan teknis, koefisien. harga satuan dasar, upah,
bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, darr/atau dukungan teknis.

2. para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran
dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sarna;

3. adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu)
kendali;

4. adanya keSIWU:i:8u/kcsalahanisi dokumen penawaran, emtara lain
kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan:
dan/atau

5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sarna dengan nomor
seri yang berurutan.

•
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(11Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk,
kecuali pada Tender yang menggunakan 1 (satu) jfle, evaluasi administrasi
hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah. Apabila dari ketiga
penawaran terendah tidak lulus evaluasi administrasl, maka dilanjutkan
kepada peserta dengan harga penawaran terendah berikutnya. Untuk
Kontrak Harga Saluan dan Kontrak Gabungan Lumsurn dan Harga Satuan
yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga setelah koreksi
aritmatik. Untuk Kontrak Lumsum yang dimaksud harga terendah adalah
harga penawaran.

(2) Evaluasi admlnistrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan
dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat­
syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

(3) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan adrninistrasi, apabila: a]
Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas
Rpl0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan
Asuransi, atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;

b. Jaminan Penawaran berlaku tidak kurang sampai dengan tanggai yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan
Penawaran;

d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

e. besaran nilai .Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
f. nama Pokja Pernilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan

nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
g. paket pekerjaan yang dijamin sarna dengan paket pekerjaan yang
ditenderkan;

1;1.-Jamtnan Penawaran harus dapat dicatrkan tanp.a syarat (wtronditi.QI1t:1Q
sebesar nilai Jaminan dalarn waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja, setelah Surat Tuntutan Pencairan dari Pokja Pemilihan dengan
melampirkan Surat Pemyataan Wanprestasi diterima oleh Penerbit
Jaminan;

i, Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kerja sarna operasi harus
ditulis atas nama perusahaan kerja sama operasi; dan

J. substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah

Evaluasi Administrasi
Pasa1219

d. jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol: dan

e. hasil koreksi aritrnatik dapat mengubah urutan peringkat penawaran.
(5) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun

peringkat/urutan dan penawaran terendah.

•
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lI) Pokja Pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga harus rnelakukan:
a. Koreksi Aritmatik;
b. Evaluasi Kewajaran Harga; dan
c. Evaluasi Marga Satuan l'impang.

(2l Untuk Kontrak: Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Waktu
Penugasan dilakukan koreksi aritmatik, untuk mengurutkan penawaran
harga.

(3) Harga Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga
penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS.

(4) Evaluasl Harga Satuan Timpang terhadap Kontrak Harga Satuan atau
Kontrak Gabungan Lwnsum dan Harga Satuan, Pokja PemiUhan
melakukan klarifikasi terhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari
110% (seratus sepuluh persen] dari harga satuan yang tercantum dalam
HPS.

(5) Evaluasi Harga Jasa Konsultansi Konstruksi terhadap kewejaran
penawaran biaya biaya langsung personel, penugasan tenaga ahli,
penugasan tenaga pendukung dan biaya langsung nonpersonel.

Evaluasi Harga
Pasal221

(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus
evaluasi administrasi.

(2) Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta
Tender /Seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan.

(3) Evaluasi teknis dapat menggunakan sistern gugur atau pembobotan
dengan menggunakan ambang batas .

(4) Apahila dalam evaluasi penawaran teknis terdapat hal-hal yang kurang
jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan
peserta.

(5) Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap
evaluasi harga. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka
Tender/Beleksi dinyatakan gagal,

(6) Apabila hanya 1 [satu] peserta yang Iulus evaluasi teknis maka dilanjutkan
dengan kJarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

Evaluasi Teknis
Pasal220

(4) K1arifikasisecara tertulis dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan
meragukan.

(5) Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dUanjutkan dengan
evaluasi teknis.

(6) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi,
maka Tender/Seleksi dinyatakan gagaJ.

•
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(1) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Kualitas dan Biaya:
a. Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil penilaian Teknis dan

Biaya berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam. Kriteria
Evaluasi;

b. Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi tertinggi,
dan calon pemenang cadangan adalah peserta yang merniliki nilai
kombinasi peringkat di bawahnya.

(2) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Kualitas Pokja Pemilihan
menetapkan pemenang terhadap penawaran dengan peringkat teknis
tertinggi yang lulus ambang batas nilai teknis.

(3) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Pagu Anggaran Pokja Pemilihan
menetapkan pemenang terhadap pena~varan yang memiliki nllai teknis
tertinggi diantara peserta yang memiliki penawaran biaya terkoreksi sam a
dengan atau lebih kecil dari nilai Pagu Anggaran.

(4) Penetapan Calon Peroenang dengan Metode Biaya Terendah Pokja
Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawa.ran yang memillki:
a. nilai teknis diatas ambang batas nilai teknis (passing grade); dan
t • • • t.· 11 • • t ..~. 1 ,

Penetapan Calon Pemenang .Jasa Konsultansi Konstruksi
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Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Harga Terendah Pokja Pemilihan
rnenetapkan calon pemenang dan caJon pemenang cadangan berdasarkan
peringkat dari harga penawaran yang paling rendah berdasarkan basil evaluasi
harga.

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pasa1223

(1) Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Pada Tender itemized Pokja
Pemilihan dapat menetapkan calon pemenang lebih d.ari 1 (satul dalam hal
penyebaran lokasij'tempat kerja, dan/atau keterbatasan kapasitas dalam
satu paket pengadaan atau satu paket Tender sesuai ketentuan dalam
Dokumen Pernilihan.

(2) Apabila terjadi keterlambatan dalam rnenetapkan pernenang dan akan
mengalcibatkan Surat Penawaran danj atau Jaminan Penawaran habis
masa berlakunya, maka Pokja Pernilihan melakuk:an konfirrnasi secara
tertulis kepada calon Pemenang untuk mernperpanjang Surat Penawaran
dan/ atau .Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal
penandatanganan Kontrak sebelum dilakukan penetapan Pemenang .

(3) Calon pemenang yang tidak bersedia rnemperpanjang mas a berlaku surat
penawaran dan/atau Jaminan Penawaran, dianggap mengundurkan diri
dan tidak dikenakan sanksi.

Ketentuan Umum
Pasal222

ParagraI3
Penetapan Calon Pemenang
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(I) Polqa Pemilihan melalrukan klarifikasi dalam pengadaan Pekerjaan
Konstruksi/clasa Konsultansi Konstruksi atas Dokumen Penawaran untuk
pengadaan Pekerjaan Konstruksij Jasa Konsultansi Konstruksi melalui
pascakualifikasi kepada calon pemenang peringkat pertama untuk
mernastikan kejelasan substansi teknis dan harga/biaya.

(2) Khusus untuk pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada calon pemenang
peringkat pertama.

(3) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya untuk Jasa Konsultansi
Konstruksi dilakukan dengan ketentuan:
a. dilakukan setelah masa sanggah; dan
b. kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang.

(4) Walcilpeserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai:
a. direktur utama/pimpinan perusahaanjpengurus koperasi;
b. penerima kuasa dari direktur utamaj pimpinan perusahaarr/pengurus

koperasi/rnanajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam akta pendirian anggaran dasar;

C, pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus
koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendiriarr/ anggaran
dasar, sepanjang pihak lain terse but adalah pengurus/karyawan
perueahaanj'karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja
tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari
direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan
akta pendirian/ anggaran dasar;

d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

e. pejabat yang menurut Perjanjian kerja sama operasi yang berhak
rnewakili.

(5) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan peserta dengan
nilai tertinggi dalam peringkat teknis atau peserta yang ditetapkan sebagai
pemenang pemilihan/Penyedia tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja
Pemilihan melanjutkan dengan mengundang peserta yang memiliki.
perJngkat teknisypemenang cadangan dibawahnya untuk melaksanakan
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan seterusnya.

(6) Apabila ldariftkasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan seJuruh peserta
dalam peringkat teknis /pemenang cadangan tidak menghasilkanj tercapai
kesepakatan, Seleksi dinyatakan gagal.

(7) Apabila terjadi keterlambatan jadwal sarnpai dengan tahapan klarifikasi
dan negosiasi teknis dan biaya, dan akan mengakibatkan surat penawaran
habis masa berlakunya maka dilakukan konfirmasi seeara tertulis kepada
peserta, untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara
tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

(8) Hasil klarifikasi negosiasi teknis dan biaya terse but dituangkan dalam

Ketentuan Umum
Pasal225

Paragraf4
Klariflkasi dan Negosiasi Terhadap Teknis dan Harga/Biaya
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(1) Pokja. Pemilihan mengundang calon pemenang peringkat pertama untuk
mengh.adiri klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

(2) Tujuan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk:
a. meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya dengan

memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli
dan Iatau tenaga pendukung yang ditugaskan. serta mempertimbangkan
kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna
pencapaian hasil kerja yang optimal; dan

b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap
mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran
teknis .

(3) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama
mencerminkan kesesuaian dengan KAK:
a. Iingkup dan sasaran jasa konsultansi;
b. metodologi.pe1aksanaan pekerjaan;
c. kualifikasi tenaga ahli dan tenaga pendukung;
d. organisasi pelaksanaan;
e. program alih pengetahuan;
f. jadwal pelaksanaan peketjaan;
g. jadwal penugasan personel; danl atau
h. fasilitas penunjang.

(4) Kualifikasi tenaga ahli harus dipastikan ketersediaannya oleh calon
pemenang.

(51Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegcsiasi terutama:
a. tenaga ahli;
b. kesesuaian rencana kerja, metodologi dan jenis pengeluaran; dan
c. volume kegiatan dan jenis pengeluaran.

(6) Untuk Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan, klarifikasi dan negoaiasi
terhadap unit biaya personel (tenaga ahli) dilakukan dengan ketentuan:
a. Klarifikasi biaya pada Rincian Komponen Remunerasi Personel dan
Rincian Biaya Langsung Personel didasarkan pada peraturan perundang­
undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli.

b. Apabila biaya tenaga ahli lebih rendah dari standar remunerasi minimal
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait standar
remunerasi tenaga ahli maka:
1. diJakukan negosiasi sehingga remunerasi tenaga ah.li tersebut sama

dengan remunerasi minimal;
2. negosiasi tersebut tanpa menambah niJai penawaran.

c. Apabila biaya tenaga ahli lebih tinggi dari standar remunerasi minimal
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lerkait dengan
standar remunerasi tenaga ahli maka harus dapat dibuktikan dengan:
1. daftar gaji yang telah diaudit danj'atau bukti setor pajak penghasilan

Tenaga Ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan: biaya
...... +'t't"'_ "",,,""; 'hi.",') 1..,n"~"n(T nprQ"MPl m~lcsim'lm 4.0 femnat koma

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Jasa Konsultansi Konstruksi
Pasa1226

(91 Peserta yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran
dan Jaminan penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai
sanksi,
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maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasiJan yang diterima oleh
Tenaga Ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari ciaftar gaji yang
telah diaudit danj'atau bukti setor pajak penghasilan tenaga. ahli
konsultan yang bersangkutan;

2. indeks/koefisien pengali tenaga kerja terhadap Upah Minimum
Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh
Gubernur; atau

3. kontrak pekerjaan sejenis yang pemah dilaksanakan sebelumnya.
d. Apabila tidak dapat membuktikan maka dilakukan negosiasi dengan

cara menurunkan nilai biaya tenaga ahli senilai stan dar remunerasi
minimal tenaga ahli berdasarkan pada peraturan perundang- undangan
yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli.

e. Unit biaya personel dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung
berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dual hari kerja; dan
2. 1 (saru) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja,

(7) Biaya yang dapat dinegosiasikan :
a. Biaya langsung personel (remunerasi tenaga ahli); dan
b. Biaya langsung non-personel baik yang bersifat lumsum, harga satuan,
maupun at cost.

(8) Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya personel (tenaga
pendukung/tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti: tenaga
survei, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkan harga
pasar tenaga pendukung tersebut.

(9) Biaya Non Personel dapat dibayarkan sesuai dengan pengeluaran (at cost),
Harga Satuan, dan/ atau Lumsum.

(10)Biaya Langsung Non-Personel yang diganti sesuai dengan pengeluaran (at
cost) meliputi antara lain biaya untuk biaya perjalanan dan/atau biaya
pengurusan surat ijin.

(11) Biaya Langsung Non-Personel yang didasarkan Harga Satuan meliputi
antara lain: biaya untuk pembelian ATK,sewa peralatan, biaya pengiriman
dokumen, biaya komunikasi, biaya pencetakan Japoran, sewa kendaraan,
sewa kantor dan/atau penerapan SMKK.

(12)Biaya Langsung Non-Personel yang didasarkan Lumsum meliputi antara
lain biaya penye1enggaraan seminar/workshop/lokakarya dan/atau survei.

(l3)Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat
puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi
yang bersifat khusus, seperti pekerjaan pemetaan udara, survei lapangan,
pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

(14)Negosiasi teknis dan biaya dllakukan terhadap penawaran biaya terkoreksi
yang melebihi pagu anggaran dengan menggunakan acuan HPS.

(15)Untuk metode evaluasi kualitas, evaluasi kualitas dan biaya, dan evaluasi
biaya terendah, apabila total penawaran biaya tidak ditemukan hal-hal
yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang
tidak melebihi pagu anggaran.
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(1) PoIga Pemilihan mengumumkan Pemenangpemilihan melalui SPSE.
(2) lsi pengumuman Pemenang pernilihan paling sedikit memuat:

a. nama pemenang;
b.NPWP;

Paragraf e
Pengumuman Pemenang

Pasal228

hasil pemilihan, UKPBJ
untuk menindaklanjuti

(9) Dalam hal KPAtidak memberikan penetapan/penolakan maka PAdianggap
menyetujui usulan Pokja Pemilihan.

{lO)Apabila KPA menolak hasil pemilihan maka KPA menyatakan
Tender/Seleksi gagal.

{ll)Dalam hal KPA menerimaj'rnenolak
memerintahkan Po~a Pemilihan
penetapan/ penolakan tersebut.

(1) Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/Seleksi dan Pemenang
cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua).

(2) Sebelum penetapan Pemenang, apabila teJjadi keterlambatan da1am proses
pemilihan yang akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan
Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan
konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang
Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan
jadwal penandatanganan Kontrak.

(3) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat
penawaran dan/atau Jaminan Penawaran, dianggap mengundurkan diri
dan tidak dikenakan sanksi.

(41 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara HasiJ Pemilihan (BAHP).
(5) Untuk Pengadaan Peke1jaan Konstruksi dcngan nilai Pagu Anggaran paling

sedikit di atas RplOO.OOO.OOO.OOO,OO(seratus miliar rupiah) dan
Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling
sedikit diatas Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah), Pokja
Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada KPA
melalui UKBPJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(6) KPAmenetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat usulan Pokja
Pemilihan.

(7) Dalam hal KPA menetapkan pemenang cadangan 1 atau pemenang
cadangan 2 sebagai pemenang maka PA harus memberikan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(8} PA menyampaikan surat penetapan Pemenang kepada UKPBJ paling
lambat 14 (empat belas) bari kerja setelah usulan penetapan pemenang
diterima .

Paragraf 5
Penetapan Pernenang

Pasal227
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(1) Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada
pengadaan Pekerjaan Kons1ruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.

(2) DaJam hal tidak ada KPA,Sanggah Banding ditujukan kepada PA.

(31 Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada

KPAselambat-Iambatnya 5 (lima) han kalender setelah jawaban sanggah
dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada
APlPyang bersangkutan;

b. Penyanggah Banding hams menyerahkan Jaminan Sanggah Banding
yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari
nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
tanggaJ pengajuan Sanggah Banding;

c. Pokja Pemilihan mengkiarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah
Banding kepada penerbit jaminan dan KPAtidak akan menindakJanjuti

PaIagraf8
Sanggah Banding

Pasal 230

(11 Sanggah merupakan protes dar! peserta pemilihan yang merasa dirugikan
atas penetapan hasil pemilihan Penyedia apabila menemukan:
a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam

Dokumen Pemilihan;
c. persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang

sehat; dan/atau
d. penyalahgunaan wewenang ol.eh Pokja Pemilihan , Kepala UKPBJ, PPK,

PA/KPA, dan/atau kepaJa daerah.
(2) Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah

pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja .
(3) Jawaban sanggah diberikan melalui. SPSE atas semua sanggah paling

larnbat 3 (tiga) han kalender seteJah akhir masa sanggah, diakhiri pada
hari kerja dan jam kerja.

(4) Apabila sanggah dinyatakan benar / diterima, Pokja Pemilihan melakukan
evaluasi ulang, Tender / Seleksi ulang.

(5) Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:
a. untuk Pengadaan Jasa Konsu1tansi Konstruksi, Pokja Pernilihan

melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak
setuju dengan jawaban sanggah rnaka penyanggah dapat menyampaikan
sanggah banding.

Paragraf7
Sanggah
Pasal229

e. Harga Negosiasi; dan
f. Hasil Evaluasi Penawaran,
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(IJ Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:
a. terdapat kesalahan dala.mproses evaluasi;
b. tldak ada peserta yang rnenyampaikan dokumen penawaran setelah ada
pemberian waktu perpanjangan;

c. seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi eli atas HPS
atau penawaran biaya pada Seleksi Metode Evaluasi Pagu Anggaran di
atas Pagu Anggaran;

d. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen

Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan;
f. seluruh peserta ierlibat Korupsi, Kolusi, danyatau Nepotisme;
g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;
i. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pem.llihan;
j. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
k,KPAmenyetujui penolakan oleh PPKatas hasil pemilihan; dan/atau
I. KPAmenolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
RpIOO.OOO.OOO.OOO,OO [seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa
Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah).

(2) Tender/Se1eksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi
""O .... "TWr,., ....r'lo.... C'A"'h...,"''''2i ...... ''::IinQ Aint"""c:.,,A nAnR Anok:::t l' hllnlf rfl dinvatakan

Penyebab Tender / Seleksi Dinyatakan Gaga!
Pasal231

Paragraf9
Tender/Seleksi Gaga!

Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja
Pemilihan;

d..KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan
kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri
pada jam kerja dan han keIja setelah menerima klarifikasi dari Pokja
Pemilihan. Dalam hal KPAtidak mernberikan jawaban Sanggah Banding
maka KPAdianggap menerima Sanggah Banding.

e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benarj'diterima, UKPBJ
memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender
ulang.

f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan sa1ah/ditolak, maka:
1. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pem.llihan dengan

menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak; dan

2. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan
mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan Ire kas
negara/ daerah;

g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
h. Sanggah Banding yang disampalkan bukan kepada KPA, atau

disarnpaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai
pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
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Dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal, Po~a Pemilihan dengan persetujuan
KPAmelakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
1. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
2. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tenderj Seleksi.
3, Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPKmelalui

SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

Tindak Lanjut Tender/Beleksi Ulang Gaga!
Pasa1233

[I] Polga Pernilihan melakukan evaluasi ulang, TenderjSeleksi ulang atau
penghentian proses Tender/Seleksi.

(2) Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab Tender/SeJeksi gagal sebelum
dilakukan Tender/ Seleksi ulang.

(3) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang apahila terdapat kesalahan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf k dan huruf
1.

(4) Pokja Pemilihan melakukan Tender/Seleksi ulang dalam hal
Tender/Seleksi gaga! disebabkan oleh sebagaimana dimaksud pada Pasal
231 ayat (1)hurufb sampai dengan hurufL

(5) Pokja Pemilihan meJakukan penghentian proses Tender'/Beleksi apablia
berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK,
kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk
melaksanakan Tender/ Seleksi.

(6) Dalam hal Tender/Seleksi ulang yang disebabkan oleh Korupsi, Kolusi,
danj atau Nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender/Seleksi
ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru,

(7) Dalam hal Tender /Seleksi gagal karena tidak ada peserta yang
menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu
perpanjangan, Tender/Beleksi ulang dapat diilcuti oleh Penyedia jasa
Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.

Tindak Lanjut Tender /Seleksi Gaga!
Pasal232

(3) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
dirnaksud pada angka 1)huruf g) berdasarkan hasil evaluasi penawaran.

(4) Tende,r/Sekkt'i gagal sebagaimana dimaksud pada eyat (1) huruf a aampai
dengan huruf iditetapkan oleh Pokja Pemilihan,

(5) Tender/Seleksi gaga! sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf j sampai
dengan huruf I ditetapkan oleh PA/KPA.

(6) Dalam hal sanggah dan sanggah banding dinyatakan benar/diterima,
Tender/Seleksi dinyatakan gagal.
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III Penunjukan Langsung untuk Pelaku Usaha yang mampu, rneHputi ;
a. undangan prakualifikasi;
b. penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasi;
(' nJ"'mhllktlRn kualifikasi:

Penyusunan Tahapan Penunjukan Langsung
Pasal237

(I) Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan ctinyatakan iengkap,
Pol..'ja Pemilihari/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan
Penyedia sesuai dengan ketentuan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan Persiapan Pemilihan Penyedia, dalarn
persiapan Penunjukan Langsung Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
menetapkan ;
a. metode kualifikasi dengan prakualifikasi;
b. metode penyampaian penawaran dengan 1 (satu] file; dan
c. evaJuasi teknis dan barga dengan klarifikasi dan negosiasi.

(3) Pokja Pernilihan/Pejabat Pengadaan menyusun jadwal dan dokumen
Penunjukan Langsung.

Persiapan Pemilihan Penunjukan Langsung
Pasal236

(I) FPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan lrepada Pejabat
Pengadaan atau UKPBJ.

(21 Penunjukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk pengadaan
Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,OO (lima
ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi yang
bernilai paling banyak Rp250.000.000,OO (dua ratus lima puluh juta
rupiah).

(3} Penunjukan langsung di1akukan oleh Pokja Pemiiihan untuk pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,OO
(lima ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
yang bernilai paling sedikit di atas Rp2S0.000.000,OO (dua ratus lima
puluh juta rupiah).

Penunjukan Langsung
Pasal235

Ketentuan mengenai metode pemilihan melalui e-purchasin.g diatur tersendiri
dalam Peraturan LKPP.

E·purchasin.g
Pasal234

Paragraf 1
Persiapan dan Pemilihan

Bagian Keduapuluhsatu
Pemilihan Penyedia Melalui E-Purchasing, Penunjukan Langsung,

Pengadaan Langsung Dan Tender Cepat
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(I) Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan
Dokumen Kualifikasi untuk Penunjukan Langsung kepada Pelaku Usaha
yang dianggap mampu untuk menyediakan BarangjJasa.

(2) P@I.ah.-uUsaha yang diundang menyampaikan Dokumen Kualifikasi.
(3) Pokja PemilihanjPejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi.
(4) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi.
(5) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan penetapan hasil kualifikasi

dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikaei].
(6) Pokja Pemilihan mernberikan penjelasan.

Pelaksanaan Pemilihan
Pasa1238

d. penetapan hasiJ kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila luJus
kualifikasi) ;

e. pemberian penjelasan;
f. penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
g. evaluasi dokumen penawaran;
h. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
i, penetapan dan pengumuman.

(2) Dalam hal Penunjukan Langsung kepada Penyedia yang telah terkualifikasi
dalam SlKaP maka Pokja Pemilihan tidak melakukan tahapan pada ayat (1)
huruf a, huruf b dan huruf c.

(3) Tahap Penunjukan Langsung untuk meJanjutkan Pekerjaan Konstruksi
dalam hal teIjadi pemutusan Kontrak dilakukan kepada pemenang
cadangan, m&1iputi:
a. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
b. klariftkasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
c. penetapan dan pengumuman.

(4) Penunjukan Langsuog meliputi :
a. undangan penyampaian penawaran;
b. penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
c. evaluasi dokumen penawaran;
d. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga: dan
e. penetapan dan pengumuman.

(5) Penunjukan Langsung untuk Pelaku Usaha yang rnarnpu, meliputi :
a. undangan prakualifikasi;
b. penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasi;
c. pembuktian kualiftkasi;
d. penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undanganlapabila lulus
kualifikasi) ;

e. pemberian penjelasan;
f. penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
g. evaluasi dokumen penawaran;
h. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
i. penetapan dan pengumuman .

(6) Pokja Pemilihan menyusun jadwal pemilihan sesuai dengan kebutuhan,•

•



(I) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan
dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/ atau
non-elektronik.

(2) Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga
dan kualitas paling sedikit dari :2 (dua) sumber infonnasi yang berbeda.

(31 Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Langsung Pekeljaan
Kcnstruksi/.Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit meliputi:
a. undangan Pengadaan Langsung;
b. instruksi kepada peserta;
c. lembar data pemilihan;
d. spesi.fikasi teknis dan gambar jkerangka acuan kerja;
e. dafter kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
f. formulir dolrumen penawaran;
g. formulir isian kualifikasi; dan
h. rancangan surat perintah kerja.

(4) Undangan Pengadaan Langsung paling sedikit memuat:
a. nama paket dan uraian pekerjaan;
b. nilai HPS dan sumber pendanaan;
c. alamat pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan
d.jadwal pelaksanaan Pengadaan Langsung,

(5) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode Pengadaan
Langsung dapat dikecualikan terhadap ketentuan keharusan DED.

Persiapan Pemilinan Pengadaan Langsung
Pasal239

Pengadaan Langsung

(7) Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dalam I (satu) file yang
berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga.

(8~Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran,
melakukan evaluasi administrasi, teknis, koreksi aritmatik, dan harga,

(9) Pokja Pernilihan/Pejabat Pengadaan me1akukan klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga.

(10)i\'paQ\I~.h.~~11evall,la.!l\ adminiatraai, teknis, atau harga dinyatakan ti~.
memenuhi syarat, Pokja Pemilihan mengundang calon Penyedia lain (jika
ada). Jika tidak ada calon Penyedia lain Pokja Pemihhan/Pejabat
Pengadaan melaporkan kepada PPK.

(111Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara Hasil
Penunjukan Langsung,

(12)Pokja Pemilihan mengumumkan hasil Penunjukan Langsung di dalam
SPSE.

(13)Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil Penunjukan
La..ragsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala
UKPBJ.

•

•



(II ?PK dan Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tahapan Pengadaan
Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung.

(2) Pengadaan Langsung untuk :
a. Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp250.000.000,OO (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan
surat perintah kerja; dan

b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,OO
(lima ratus juta rupiah) menggunakan surat perintah kerja.

(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pejabat Pengadaan mengundang I [satu] Pelaku Usaha yang diyakini

mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia;
b. calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi,

teknis, biaya/ harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan
dalam undangan;

c. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi
adrninistrasi, teknis, dan kualifikasi;

d. Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon
Penyedia roemenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualiflkasi,
Pejabat Pengadaan melakukan Konfinuasi Status Wajib Pajak melalui
situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan.

e. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan
biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain
yang diperoleh saat persiapan pemilihan;

f. dalam hal berdasarkan basil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon
Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak
menghasi1kan kesepakatan rnaka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal
dan dilakukan proses Pengadaan Langsung ulang kepada Pelaku Usaha
lain; dan

g. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK
melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

(41 Calon Penyedia menyampaikan data kualifikasi dan dokumen penawaran
kepada Pejabat Pengadaan.

15) Data kualifikasi dituangkan dalam isian data kualifikasi.
(6) Dokumen penawaran terdiri atas:

8. sur-at penawaran;
b. penawaran teknis; dan
c. penawaran biaya/harga.

(7) Pengadaan Langsung dengan menggunakan surat penawaran harga dan
penawaran harga dilakukan untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS
paling banyak Rp500.000.000,OO (lima ratus juta rupiah).

(8) Pengadaan Langsung dengan menggunakan surat penawaran dan
penawaran biaya dilakukan untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dengan
nilai HPS paling banyak Rp250.000.000,OO (dua ratus lima puluh juta
rupiah).

(9) Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan data
kualifikasi dengan tahapan:. ..

Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Langsung
PasaI240

•

•



II} P.olaksanaan psrsiapan pengadaan Tender Cepat dilakukan scsuai dengan
ketentuan Persiapan Pengadaan Barang/.Jasa.

(2) Dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam penyusunan spesifikasi
teknis/KAK memperhatikan hal sebagai berikut:
a. PPK menjelaskan secara rinci spesifikasi teknis dan garnbar, yang akan
disetujui oleh Pelaku Usaha yang melakukan penawaran harga, yang
akan menjadi satu kesatuan dari kontrak.

b. untuk Pekerjaan Konstruksi:
1. PPK menentukan metode pelaksanaan pekerjaan, personel

manajerial, jadwal waktu pelaksanaan, garnbar, alat dan
bahan/material sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas
pekerjaan;

2. penyusunan spesiflkasi dapat menyebut merck untuk
komponen/bagian peketjaan sepanjang komponen/bagian pekeljaan

Persiapan Pengadaan Tender Cepat
Pasa] 243

[l] Pelaku Usaha/Penyedia Terkualifikasi merupakan Pelaku usaha/Penyedia
yang telah memillki ,,-\<1..1.0 $PSE. tel'daft~Tdi SIKaP clan telah lulus dalam
pembuktian kualifikasi yang sesuai dengan paket pekerjaan yang akan
dilaksanakan dan/ atau Penyedia yang tercantum dalam Katalog Nasional,
Sektoral atau Lokal.

(2) Pelaku usaha atau penyedia tersebut wajib memiliki kinerja
sekurangkurangnya baik sepanjang penilaian killeljd. tersedia dalaiu SiKAP.•

Pelaku Usaha Terkualifikasi
Pasal242

Tender Cepat merupakan metode pemilihan pads pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dengan mengundang Pelaku Usaha yang telah terkualifikasi dalam
Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SlKAP).

Tender Cepat
Pasa121.1•

b. evaluasi penawaran berupa evaluasi administrasi dan evaluasi teknis;
c. evaluasi kualiftkasi, dapat dilakukan bersamaan dengan evaluasi
penawaran;

d. pembuktian kualiflkasi, dilakukan dalam hal calon penyedia lulus
evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi; dan

e. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga dilakukan dalam hal calon
Penyedia lulus pembuktian kualifikasi.

(to) Pejabat Pengadaan mernbuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang
terdiri dari:
a. tanggal bents acara;
b. nama dan alamat caJon Penyedia;
c. total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi; dan
d. unsur-unsur yang dievaluasi.

(11)Pejabat Pengadaan menyampaikan berita aeara hasil Pengadaan Langsung
beserta dokumen penawaran dan data kualifikasi Penyedia kepada PPK.



Pelaksanaan Tender Cepat dengan tahapan sebagai berikut:
(1) Pelaku Usaha yang terkualifikasi dalam SfKaP dan memenuhi kriteria

menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan Tender Cepat.
(2) Pelaku Usaha yang terundang dan berminat mengilruti Tender Cepat

mendaftar sebagai peserta melalui SPSE.
(3) Pernberian penjelasan (apabila diperlu.kan). dengan ketentuan:

a. Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah
undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian
penawaran; dan

b. Pf"osespemberien penjelasan dilakukan seoara daring tanpa tatap muka
melalui SPSE.

(41 Penyampaian Penawaran Harga, dengan ketentuan:
a. penawaran harga harus disampaikan secara elektronik melalui SPSE
sesuai jadwal pada SPSE;

b. peserta yang menawar dianggapmenyetujui persyaratan kualifikasi dan
teknis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pernilihan;

Co Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir
penyampaian penawaran kecuali:
1. terjadi keadaan yang di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat

d.i:perkirakansebelumnya;
2. terjadi gangguan teknis;
3. perubahan Dokumen Tender Cepat yang mengakibatkan kebutuhan

penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran harga; atau
4. tidak ada peserta atau hanya ada I (satu) peserta yang

menyampaikan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian
penawaran harga,

d. dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian
_ ..._.-. ... ""...n _ _,.,..l,.,.. "'~M'Q ",,""""'~",l"\Qi"QnIrnpncrinfnn-n::'RikRn A1~RAn VAnv

Pelaksanaan Pemilihan Tender Cepat
Pasal245

Persiapan Pemilihan Tender Cepat dilakukan dengan ketentuan:
(1) Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan

han kalender, dengan waktu proses pernilihan paling cepat 3 (tiga) hari
kalender dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam
kerja.

(2) Pokia Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan
wajib rnengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha darr/atau
kinerja Penyedia dengan ketentuan:
a. i~in us-aha untuk Pengadaan Pekerjaan Konstrukei mengikuti ketenruan

perundang-undangan untuk rnenjalankan kegiatan/usaha;
b. rnemiliki 1 (satu] pengalaman Pekerjaan Konstruksi yang sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan nilai pengalaman
paling sedikit sama dengan nilai HPS; dan

c. kincrja penyedia ditctapkan bcrdasarkan prostasi pokcrjaan scbclumnya,
dengan kriteria kinerja minimal baik.

Persiapan Pemilihan Tender Cepat
Pasal244

•

•



(11 Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK dengan menggabungkan
paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis menjad:i.satu atau beberapa
paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan Pengadaan
Barang/ Jasa melalui Penyedia.

(2) Paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis merupakan paket yang terdiri dari
barang/jasa dengan rnemperhatikan Klasifikasi Baku
Komoditasmlndonesia [seksi, divisi, kelompok, kelas, sub kelas, kelompok
komoditas, dan/atau komoditas) yang sama. Konsolidasi juga dengan
_ ....__ ..._1-. ......~1....._ 1.........._..1 .. ,.., _.., ... np DAl~tnl I tQ~h';l "'''''''Q'''~ lAin J(1~~ifillA~i R~lnl

aagian Kesatu
Konsolidasi oleb PPK

Pasal247

BAS XII
KONSOLIDASI

(11 Tender Cepat gaga! dalam hal:
a. tidak ada peserta atau hanya t (satu) peserta yang menyampaikan
dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi
data kualifikasi;

c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini;

d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dari/atau nepotisme;
e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sebat; dan/atau
f. korupsi, kolusi, darr/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

(21Tindak lanjut dati Tender Cepat gagal, Pokja Pemilihan melakukan reviu
penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali
atau mengganti metode pemilihan lain.•

Tender Cepat Gaga! dan Tindak Lanjut Tender Cepat Gaga!
Pasal246

e. dala.m hal sesaat sebelum batas akhir penyampaian penawaran harga
tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan
penawaran harga, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas waktu
akhir jadwaJ penyampaian penawaran harga;

f. perpanJangan jangka waktu dilakukan pada han yang sama dengan
batas akhir jadwal penyampaian penawaran narga;

g. apabila setelah diberikan perpanjangan jangka waktu batas akhir
penyampaian penawaran harga tidak ada pescrta atau hanya ada 1
(satu) peserta yang menyampailcan penawaran harga, maka Tender
Cepat dinyatakan gaga!; dan

h. penawaran harga yang disampaikan setelah batas akhir waktu
penyampaian penawaran tidak diterima.

(5) Pengumuman Pemenang:
B.. setelah batas akhir pernasukan penawaran, SPSE akan mengumumkan
ranking penawaran harga;

b. peserta dengan penawaran terendab merupakan pemenang dan
penawaran terendah kedua dan seterusnya merupakan pemenang
cadangan .•



(II Paket Pengadaan Barangj.Jasa sejenis merupakan paket yang terdiri dan
barangjjasa dengan memperhatikan K1asifikasiBaku Komoditas Indonesia
(seksi, divisi, kelompok, kelas, sub kelas, kelompok komoditas, dan/ atau
komoditas) yang sarna .

(2) Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha
antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan
pokok, golongan, sub golongan, dan/atau kelompok), kapasitas
suplai/produksi lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi Pelaku Usaha.

(31 Pelaksanaan Konsolidasi melalui metode tender/ seleksi dapat menetapkan
Iebih dari 1 (satu) Pemenang, Dalam hal menetapkan lebih dan 1 (satu)
Pemenang maka dapat menerapkan negosiasi teknis dan harga untuk
mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis terbaik yang sarna untuk seluruh
pemenang yang diselaraskan dengan Tujuan Pengadaan yang mendukung
tujuan program.

(4) UKPBJ melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan
Barang/.Jasa sejenis dengan ketentuan:
a.UKPBJ melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/ Jasa

sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai
dengan nilai maksimuro hasil konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,­
(lima belas miliar rupiah);

b. UKPBJ meiakukan koordinasi kepada PPK untuk melaksanakan strategi
__ •• __ .a .......

Umum
Pasal248

Bagian Kedua
Konsolidasi oleh UKPBJ

golongan, danj'atau kelompok), kapasitas suplai/produksi lokasi pekerjaan,
dan/atau Iokasi Pelaku Usaha.

(3) Kons.olidasi oleh PPK sebagai herikut:
8. PPKmenerirna Dokumen Perencanaan Pengadaan dan KPA;
b. PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk

mendapatkan data/Informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
c. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan

8arang/.Jasa. Rejenis apabila terdapat i!'ld.U~a.si pt)1TI.eCl;lO<l.TIp<lKet lJntY.K
menghindari Tender/ Seleksi;

d. PPKmelakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/-Jasa sejenis
yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan
nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,- (lima
betas miliar rupiah);

e. PPK diJarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan
Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut
sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya
dilaksanakan/ dikeIjakan di beberapa lokasi/ daerah masing-masing;

f. PPKmengusulkan perubahan pemaketan kepada KPA;
g. Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh KPA, maka

ditindaklanjuti dengan perubahan RUP.
(41 Selanjutnya PPK menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat

Pengadaan/UKPBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia.

•

•



,. I. ~

(1) Setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, PPKmelakukan reviu
alas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja PemilihanjPejabat
Pengadaan untuk memastikan:
a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan

Bagian Kesatu
ReviuLaporan Hasil Pemilihan Penyedia

Pasal251

BABXIIl
PELAKSANAAN KONTRAK

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/dasa oleh UKPBJ dengan menggabungkan
paket-paket Pengadaan Barang/.Iasa sejenis menjadi saru atau beberapa
paket yang dilakukan sebelum persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja
Pemilihan.

(2) Konsolidasi oleh UKPBJ sebagai berikut:
a. UKPBJ menerima Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia dan

PPJ(;
b. UKPBJ melalcukan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk
mendapatkan data/Informasi paket-paket Pengadaan Barang/.Jaaa
sejenis;

c. UKPBJ secara tertulis mengusulkan kepada para PPK untuk melakukan
konsolidasi termasuk perubahan spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan/atau
rancangan kontrak;

d. dalam hal para PPK tidak menyetujui, maka pengadaan barang/jasa
dilaksanakan sesuai dengan rencana sernula.

•

Bagian Keempat
Konsolidasi Pada Tahap Persia pan Pemilihan

Pasal250

Setelah pengumuman RUP, UKPBJ dapat melakukan konsolidasi terhadap
pemaketan dengan langkan-langkah sebagai berikut:
1.UKPBJ secara tertulis mengusulkan kepada KPA/PPK untuk melakukan
konsolidasi;

2. Dalam lUi} KPA tidak menyetujui, maka pengadaan barang/jasa
dilaksanakan sesuai dengan rencana semula.•

8agian Ketiga
Konsolidasi Setelah Pengumuman RUP

Pasal249

c. beberapa PPK yang paketnya dikonsolidasikan oleh UKPBJ, selanjutnya
ditunjuk 1 (sam) PPK sebagai koordinator /konsolidator sesuai
kesepakatan para PPK atau ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

d. dalam melaksanakan tugas PPKkoordinatcrjkcnsclidator :
1. melakukan konsoJidasi untuk menghasilkan Dokumen Persiapan

Pengadaan;
2. PPKkoordinator /konsolidator mengkonsolidasi rancangan Kontrak:
3. hasil konsolidasi dituangkan dalarn Berita Acara;
4. PPKkoordinatorj'konsolidator membuat paket Pengadaan di SPSE.



(I) SPPBJ ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
(2) Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ

dapat ditetapkan setelah persettljuan Rencana Kerja dan Anggaran atau
Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8agian Kedua
Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/.rasa (SPPBJ)

Pasal252

b. bahwa pernenang pemilihan/calon Penyedia merniliki kemampuan untuk
melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.

(2) Berdasarkan hasil revtu, 'PPKmemutuskan untuk menerima atau menolak
hasil pemilihan Penyedia terse but.

(3) Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan
Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/-Jasa (SPPBJ).

(4) Dalam hal PPK tidak menvetujui hasil pemilihan Penvedia, maka PPK
rnenyarnpaikan penolakan' tersebut kepada Pokja Pemiliharr/Pejabat
Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti,

(5) Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan
pembahasan bersarna terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan
Penyedia,

(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan
cliserahkan kepada PA/KPApaling lambat 6 (e08.1I))hari kerja setelah tidak
tercapai kesepakatan.

(7) KPAdapat memutuskan:
a. menyetujui penolakan PPK, KPA memerintahkan Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk rnelakukan evaluasi ulang, atau
Tenderj Seleksi ulang; atau

b. menyetujui hasil pemilihan Penyedia yang dilakukan Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan, KPA mernerintahkan PPK untuk
menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(8) Keputusan KPAtersebut bersifat final.
(9) Dalam hal KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil

pemilihan Penyeclia, KPAmenyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja
Pemilihan/Peiabat Pengadaan disertai dengan a1asan dan bukti serta
rnemerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi
ulang paling lambat 6 (enam) han kerja setelah menerima laporan basil
pemilihan Penyedia.

•

•



(1) Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan
penandatanganan Kontrak. antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
Penyediayang paling sedikit membahas hal-hal sebagai berikut:
a. finalisasi rancangan Kontrak;
b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas
tahun anggaran;

c. rencana penandatanganan Kontrak;
d. dokumen Kontrak dan kelengkapan;
e. kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
f. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk,
isi, dan waktu penyerahan:

g. asuransi;
h. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (dalam hal

pekerjaan kompleks):
i. jaminan uang muka yang paling sedlkit terdiri alas ketentuan, bentuk,
isi, dan waktu psnyerahan; danj'atau

j. hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmaai pada saat evaluasi
penawaran,

(2) Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan penandatanganan
Kontrak dituangkan dalam berita acara.

(3) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi,
Pejabat Penandatangan Kontrak dibantu oJeh pengawas pekerjaan,
konsultan pengawas, atau konsultan manajemen penyelenggaraan
konstruksi.

(4) Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan
penandatanganan kontrak maka SPPBJ dibatalkan dan Pejabat
Penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan [jika ada).

(5) Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan
setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak kerja konstruksi,

(6) Dalam hal tidak diperoleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi, pendapat terse but
dapat diperolch dari tim yang dibentuk oleh kementerian/Iembaga atau
pemerintah daerah yang bersangkutan.

(7) Pemberian pendapat diJakukan pads saat penyusunan rancangan Kontrak.
(8) Nilai Jaminan PeJaksanaan (apabila ada), dengan ketentuan:

Q. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen] sampai
dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran,
Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai
kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai
HPS atau Pagu Anggaran, besamya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima
persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran.

Paragraf 1
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Pasal253

Bagian Ketiga
Penandatanganan Kontrak

•

•



(I) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali
rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan
huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

(2) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:
a. DPAtelah disahkan;
b. penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
ketja seteJah diterbitkan SPPBJ, kecuaJi apabila DPA belum disahkan;
dan

c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.
(3) Dalam haJ penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA disahkan

sebelum tahun anggaran, kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah
DPAberlaku efektif.

(4) Penandatanganan Kontrak tahun jamak dilaksanakan jika telah
mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dad pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

(I) Apabila pemenang pemilihan (caJon Penyedia) mengundurkan diri dengan
alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/Pejabat Penandatangan Kontrak.
balk sebelum Penerbitan SPPBJ atau sebelum penandatanganan kontrak
dan masa penawarannya masih berlaku, malta calon Penyedia tersebut
dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai ketentuan perundang-undangan dan
Jaminan Penawarannya Uika dipersyaratkan} dicairkan dan disetorkan
padaBLUD.

(2) Selanjutnya penunjukan Penyedia dilakukan kepada peserta dengan
peringkat dibawahnya (jika ada).

Paragraf3
Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak.

Pasal255

Paragraf2
Pengunduran Din Calon Penyedia

Pasal254

(9) Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis
kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak. Selelah
Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja Pemilihan dapat
mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada).

(IO)Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan
mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan
penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat wak.tu pelaksanaan
pekerjaan,

(11)DaJam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DPA disahkan, dan
ternyata aJokasi anggaran daJam DPA tidak disetujui atau kurang dari
rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan
setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DPA. Jika
penarnbahan pagu Anggarn.rl .tm~lciluirevisi DPA tidak tereapai maka SFPBJ
dibatalkan dan kepada caJon Penyedia Barang/.Jasa tidak diberikan ganti
rugi.

•

•



(I) Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi
kerja kepada Penyedia.

(2.) Penyerahan lokesi keria dilakukan setelah sebelumnya dilakukan
peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait.

(3) Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara
Penyerahan Lokasi Kerja.

(4) Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harua
dituangkan dalam Berita Acara Penyerahao Lokasi Kerja yang selanjutnya
akan dituangkan dalam adendum kontrak.

(5) Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh
lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal
Mulai KeIja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti rnerupakan suatu
hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka
kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

(6) Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. bukti sertifikat kompetensi:

1. personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
2. personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;

b. bukti sertifikat kompetensi dUaksanakan dengan menghadirkan personel
yang bersangkutan;

c. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum
bersertifikat pada saat pelaksanaan pekeljaan; dan

8agian Keempat
Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

Pasal256

(51Dalam hal teJjadi pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang
mengalcibatkan perubahan pembebanan tabun anggaran Kontrak dari
tahun tunggal menjadi tahun jamak, penandatanganan Kontrak
dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak
dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-uodangan.

(6) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia
adalah Direktur Utama/Pirnpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang
dlsebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah
didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia
perorangan,

(7~Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dan:

1. Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak
dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia;
dan

2. Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian
yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai apabila diperlukan.
(8) Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para

Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.

•

•



(I) Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan Program
Mutu secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada
pelaksanaan pekerjaan ini

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/

ProgramMutu Jasa Konsultansi Konstruksi
Pasal259

(1) Penyedia dapat mengajukan pennohonan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak
dan rencana pengembaliannya.

(21 Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Kontrak. Uang Muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan
Jaminan UangMuka senilai uang muka yang diterima. Besarnya Jaminan
UangMuka adalah senilai uang muka yang diterimaPenyedia.

(3; Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhltungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi
pekeIjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling
lambat harus Iunas pada saat serah terima sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak.

•

BagianKeenam
PemberianUangMuka

Pasal258

(1) Surat Perintah Mulai KeIja (SPMK)adalah surat perintah dari Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada Penyedia PekeIjaan Konstruksi/Jasa
Konsultansi Konstruksi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan
sesuai Kontrak.

• (2' SPMKditerbitkan selambat-Iambatnya 14 (empat belas) han kerja setelah
tandatangan Kontrak atau 14 [ernpat belas) han kerja sejak penyerahan
lokasi pekerjaan.

(3) Dalam SPMKdicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai
ketja yang merupakan wakru dimulainya pelaksenaan pe"keljaBn !'>et:;mili.
Kontrak.

Bagian Kelima
Surat Perintah Mulai KeIja(SPMKI

Pasal257

d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem
kerja praktikj'magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta,
durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

(7) Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat
Penandatangan Kontrak meminta Penyediauntuk mengganti personel yang
memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

(8) Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan
&~suai uengaJ1 kesepl:ilklitan.
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(1) Sebelum melaksanakan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia harus meiakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan
kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak.

(2) Rapat harus dilaksanakan secara:
a. formal;
b. agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat; dan
c. para pihak masing-rnasing harus menunjuk narahubung selama
pelaksanaan kontrak.

(3) Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan
kontrak Peketjaan Konstruksi meliputi:
a. Penerapan SMKK;

1. RKK;
2. RMPKj

Bagian Kedelapan
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Pasa1260

(2) Rencana Mutu Pek.erjaan Konstruksi (RMPK) disusun paling sedikit
memuat:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement);
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujiarr/ Inspection and Test Plan. (ITP);
c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok;
d. Struktur Organisasi Penyedia Jasa;
e. Jadwal Pelaksanaan Peketjaan;
f. Gambar Desain dan Spesifikasi Teknis;
g. Tahapan Pekerjaan;
h. Rencana Kerja Pelaksanaan (Method Statement).

(3) Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit rnernuat:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyedia;
Co jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d.jadwal penugasan Personel inti dan Personel Pendukung;
e. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
f. prosedur instruksi kerja; dan/atau
g. pelaksana kerja.

(4) RMPK/Program mutu disesuaikan dengan jenis barang/ jasa, karakteristik
dan kornpleksitas pekerjaan.

(51 RMPK/Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekeIjaan.
Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK/Frogram mutu jika
terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

(6) Pemutakhiran RMPK/Prograrn mutu harus menunjukan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dawpaknya terhadap penjadwalan sisa
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran
RMPK/Program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat
Penandatangan Kontrak.

(7) Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK/Program
mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia .

•

•



ill Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu
yang ditetapkan.

(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, meliputi:
a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan

dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium,

bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/ atau
c. mendatangkan personel.

(3) Untuk Jasa Konsultansi Konstruksi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan
lingkup pekerjaan, meliputi:
8. mendatangkan tenaga ahli;
b. mendatangkan tenaga. pendukung; dan/atau. . . "

Bagian Kesembilan
Mobilisasi
Pasal261

4. Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL)(apabila ada);
b. Rencana Kerja;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan
persetujuan memulai pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja
yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan

f. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan
ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan
subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak :
1. Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap

kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian
subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan;
danj'atau

2. Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan
klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan,
kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/ domisili usaha
subpenyedia jasa usaha kualifikasi keeil yang dinominasikan. Dalam
hal dwam klarifikasi ditemukan ketidak sesuaian, Penyedia wajih
mengganti subkontraktor dan/ atau bagian pekerjaan yang di
subkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak,

g. hal-hal lain yang dianggap perlu.
(41 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat Persiapan pelaksanaan

kontrak Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:
3. Program Mutu;
b. organisasi kerja dan jadwal penugasan personel;
c. kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan Kontrak;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
e. Rencana Kerja/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang memperhatikan
Keselamatan Konstruksi;

f. jadwal mobilisasi peralatan dan personel;
g. rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran; dan
h. hal-hal lain yang dianggap perlu .•

•



Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barangjperalatan
khusus. Jadwal, ternpat dan ruang lingkup inspeksi hams sesuai dengan
ketentuan daIam Kontrak.

Bagian Keduabelas
Inspeksi Pabrikasi

Pasal264

(1) Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan
Kontrak balk secara Iangsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk.

(2) Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri­
sendiri atau bersama-sama oleh :
a. Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. pihak ketiga yang independent
c. Penyectia;dan/atau
d. pengguna akhir.

(3) Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan
Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat
Pembuktian [Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan
realisasi pelaksanaan pekerjaan. .

(4) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM
maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeJuarkan Surat Peringatan (SP)
kepada Penyedia ..

(5) Dalam hal teiah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu
mencapai target yang ditetapkan, rnaka Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat melaJrukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan
sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

•

Bagian Kesebelas
Pengendalian Kontrak

Pasal 263•

(1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak
bersama-sama rnelakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan
melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kendisi lokasi pekerjaan
untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

(2) Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA dapat menelapkan tim teknis dan
PPKdapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli,

(3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka hams
dituangkan daIam adendum Kontrak .

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Bersama

Pasal 262

(4) Mobilisasi bahanj'material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan.



(1) Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan
kemajuan/ output pekerjaan sesuai Kontrak.

(2) Pembayaran pre stasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
a. pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan

tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
c. dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan
diterima/ terpasang:
1. Bahan dan/ atau peralatan (material on site) yang menjadi bagian

permanen dari hasil pekerjaan;
2. pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen)

pada saat batas a.khir pengajuan pembayaran (akhir tabun anggaran)
dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran;

d. bahan dan/ atau peralatan (material on site) yang menjadi bagian
permanen dari basil pekerjaan dengan ketentuan:
1. bahan darr/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dan hasil

pekeIjaan
2. bahan dan/atau peralatan yang betum dilakukan uji fungsi

(commisioningj, serta merupakan bagian dan pekerjaan utama harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum daiam

Kontrak dan perubahannya;
bi memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
c) bersertifikat garansi dari produserr/ agen resmi yang ditunjuk oleh

produsen;
d) clisetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. sesuai dengan

capaian fisik yang diterima;
e) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dall/atau

dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
i) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum

diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan
tanggung jawab Penyedia.

3. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal
peralatan danj atau bahan dibuat/dlrakit oleh Penyedia;

4. besaran yang akan dibayarkan dari material on site maksimal sampai
dengan 70% dari Harga Satuan Pekerjaan (HSPI;

5. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen
dari basil pekerjaan hanya diberlnkukan unruk bagian pekerjaan
harga satuan;

6. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di
dalam SSKK.Contoh yang termasuk material on site:
a) peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan

elektromekanik;
b] bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower,

insulator, wiremesh pabrikasi;
c) bahan jadi: beton pracetak

Bagian Ketigabelas
Pembayaran Prestasi Peketjaan

Pasal265

•

•



(I) Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan garnbar danj'atau spesifikasi teknis/KAK dalam
dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga
Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Putar
Kunci,

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dau/atau spesifikasi teknis/KAK yang
ditentukan dalarn dokumen Kontrak danyatau perintah perubahan dari
Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama
Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangiJenis kegiatan;
c. mengubah apesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan kondisi

lapangan; darr/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(3) Untuk Kontrak Lumsurn atau bagian Lumsum pada Kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
Japangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak darr/atau perintah
perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan
Kontrak bersarna Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang
meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangijenis kegiatan;
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Bagian Keempatbelas
Perubahan Kontrak

Pasa! 266

e. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistern termin atau
pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan
dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak;

r. pembayaran bulananj'terrnin dipotong angsuran uang muka, uang
retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan
pajak. untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda
apabila ada;

g. untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, perrnintaan pernbayaran
dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/eubkonrraktor sesuai
dengan kemajuan hasil pekerjaan;

h. ketentuan lebih lanjut terkait bentuk jaminan untuk pembayaran pada
ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c angka 2 diatur oleh
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan Negara;

i, untuk Pekerjaan Konstruksi/daea Konsultansi Kontruksi yang
menggunakan Kontrak Lumsurn atau bagian Lumsum pada Kontrak
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, pembayarannya dUakukan
berdasarkan output/sub output darr/atau tahapanytermin yang sudah
ditetapkan dalam Kuntrak.

(3) Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah sesuai dengan
ketentuan yang terrnuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani
Berita Acara Serah Terima pekerjaan.
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Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang
berbentuk Kontrak Harga Satuan atau berdasarkan Waktu Penugasan yang
masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dengan
ketentuan:
1. ketentuan, persyaratan, dan tata cara perhitungan penyesuaian harga

dicantumkan dalam Ookumen Pemilihan (rancangan Kontrak] dan/atau
perubahan Dokumen Pemilihan, yang seJanjutnya dituangkan dalam
Kontrak;

2. persyaratan perhitungan penyesuaian harga, meliputi:
a. penyesuaian diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas] sejak
pelaksanaan pekerjaan;

b. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak Jangsung, dan
harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

c. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelakeanaan ytiJl.g tereantum dalam Kontt'akjad"uduul kentrak:

d. penyesuaian harga satuan bagi kornponen pekerjaan yang berasal dati
luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal
barang tersebut;

e. jews pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya
adendum kontrak dapat diberikan psnyesuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga belas] sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan

f. Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara
jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan;

3. rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:
Pn '" (Hnl x VI) + (Hn2 x V2) + (Hn3 >< V3) + ...
Pn - Nilai Kontrak setelah dllakukan penyesuaian harga satuan;
Hn = harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah
dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga
Satuan;
V - Volume setiap jenis kornponen pekerjaan yang dilaksanakan.

Bagian Kelimabelas
Penyesuaian Harga
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d. mengubah jadwal pelaksanaan.
(4) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat

dilakukan sepanjang disepakatt kedua belah pihak, Masalah adrninistrasi
yang dimaksud antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak
atau perubahan rekening penerima.

(5) Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam

pcljanjlru:l/ Kontrak awul;
b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah; dan
c. dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.

(6) Untuk perneriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli,

•
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11)Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di Iuar kehendak para
pihak d.alam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan
olehperbuatan atau kelalaian para pihak.

(3) DaIam hal teIjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Penyedia memberitahukan tentang teIjadinya Keadaan kahar kepada salah
satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak menyaderi atau seherusnya menyadai'i atas kejadian etau
keadaan yang merupakan keadaan kahar,

(4) Dalam hal teIjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan
atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.

(5) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan kontrak.

(6) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang­
kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan
kahar,

(7) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tabun
Anggaran,

(8) Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa
kompensasi yang melampaui Tahun Anggaran dapat dilakukan dengan
ketentuan:
a. berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak akan lebih efektif

apabila dilakukan perpanjangan waktu;
b. berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia dinilai
akan mampu menyelesaikan pekerjaan;

c. Jaminan Pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa
perpanjangan waktu yang diberikan;

d. KPA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran pada
Tahun Anggaran berikutnya;

e. apabila berdasarkan Analisa Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
memenubi persyaratan diatas, maka dapat dilakukan tambah dan
kurang pekeIjaan atau penghentian semen tara Kontrak.

t9} Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan
kewajiban yang telah dllaksanakan.

(lO)Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau
kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

ttl) Selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekeIjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima
pernbayaran eebagalmana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar.

8agian Keenambelas
Keadaan Kahar
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(1) Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekeIjaarl dalam hal terjadi:
a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para

pihak;
b. pelaksanaan Kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar;

atau
c. ruang lingl.'"Upkontrak sudah terwujud,

(2) Pengakhiran pekeljaan dituangkan dalam adendum final yang berisi
perubahan akhir dari Kontrak.

(3) Dalam hal Penyedia dinilai tidak akan mampu menyelesalkan pekerjaan
setelah dikeluarkan S1;II"at Peringatan Ketiga, berdasarkan kesepakatan
Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia maka Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan Penyedia lain yang dinilai

Bagian Kedelapanbelas
Pengakhiran Pekerjaan

Pasal270

(1) Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.
(2) Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh

Pejabat Penandatengan Kontrak dengan disertai alasan penghentian
pekeljaan.

(3) Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan

dilanjutkanj diselesaikannya pekerjaan,
(4) Penghentian Kontrak sementara dapat diberikan kompensasi berupa:a.

perpanjangan masa Kontrak; dan/ ataub. penggantian yang wajar terhadap
kerugian nyata.

(51Penghentian Kontrak permanen diberlakukan Pengakhiran Kontrak.
(6) Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat

Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit .

Bagian Ketujuhbelas
Penghentian Kontrak
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Penghentian Kontrak, Pengakhiran Pekeljaan atau Berakhimya Kontrak

(12)Ketentuan terkait tindak lanjut penyelesaian terjadinya Keadaan Kabar
ditetapkan dalam SSKK atau adendum Kontrak berdasarkan hasil
negosiasi PPK dengan Penyedia.

(13)Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam
Kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh
karena keadaan kahar, Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan
Barang/ Jasa tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam,
bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan
gangguan industri lainnya.
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(11 Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi danjatau nepotisme,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh Instansl yang berwenang;

h. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi
danj'atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi
yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan paitit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatangan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

t. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia Ialaiycidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan kese1uruhan pekeljaan walaupun diberilcan
kesempatan sampal dengan SO (lima puluh) hal" kalender sejak masa
berakhimya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekeIjaan;

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sarnpai dengan
SO (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat menyelesaikan pekeljaan;
atau

j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam
Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta
."'--'"' - ........'"'.....""~'1'1....- _ ....._,.." .......... _ ......._....:"' ...._

Paragraf 1
Pemutusan Kontrak oleh PPK
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Bagian Keduapuluh
Pemutusan Kontrak

(11Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai.
(2) Hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah

terpenubi.

(3) Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan
pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

(41DaJam hal kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai namun
kontrak be1urn berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang
belum dibayarkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia.
Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keter1ambatan yang
melewati tahun anggaran atau pembayaran atas penyesuaian barga .

Bagian Kesembilanbelas
Berakhirnya Kontrak
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mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban pembayaran
penyelesaian pekeljaan tersebut menjadi tanggungjawab Penyedia.
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(11 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekeIjaan sampai masa
pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Keduapuluhdua
Pemberian Kesempatan
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(11 Semua bahan, perlengkapan, peralatan, basil pekerjaan sernentara yang
masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan.

12) Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya
dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat
Penandatangan Kontrak.

8agian Keduapuluhsatu
Peninggalan
Pasal274

(1) Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:
e, setelah rnendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak,

Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda
pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekeJjaan, dan perintah tersebut
tidak ditarik selama wakru yang ditentukan dalam Kontrak;

h. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan
yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak.

12) Apabila terjadi Pemutusan kontrak secara sepihak :
a, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan evaluasi atas basil pekerjaan
yang telah dilakukan;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar pekerjaan yang telah
dikeIjakan Penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh PPK;

c. Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pok;ja Pemilihan untuk
melakukan penunjukan langsung terhadap pemenang cadangan (apabila
ada) atau Pelaku Usaha yang mampu;

d. Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan langsung.

Paragraf2
Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
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(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
h. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan); dan

c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
(3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan
dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan
yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
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[l] Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
Penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal terjadinya cidera
janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.

(2) Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan
jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam
perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan
barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan
hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan,

(3) Denda keterlambatan dikenakan apablla terjadi ketedambetan
penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan Penyedia. Besarnya denda
keterlambatan adalah:
1) 1%0 (satu pennil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum

dalam Kontrak; atau
2) 1til"" [satu permil] pet han dari harga Kontrak,

(4) Besaran denda keterlambatan atas perbaikan cacat mutu sebesar 1%0 (satu
permit) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan
pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.

(5) Besaran sanksi ganti rug! adalah sebesar ni1Ai kerugian yang di.thn.bu.lJ:g.n.

(6) Besaran denda atas pelanggaran ketentuan subkontrak sebesar nilai
pekerjaan yang disubkontrakkan,

Bagian Keduapuluhtiga
Denda dan Ganti Rugi
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(2) Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:
a. memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekeIjaan

sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender;
2. dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1

diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa

pekeIjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak

akan sanggup menyelesaikan pekeljaannya.
3. pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud

pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum
kontrak yang di dalamnya mengatur pengenaan sanksi denda
keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku
Jaminan Pelaksanaan (apabila ada);

4. pemherian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekeljaan dapai.melampaui tahun IUtggardIl.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan
pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal
antara lain:
1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
21 Pekerjaan yang heros segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan,
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(II Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
Kontrak, Penyedia mengajukan pennintaan secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

(2) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak
melakukan perneriksaan terhadap hasil pekeIjaan, yang dapat dibantu oleh
Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis .

(3) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesiflkasi yang tercantum dalam Kontrak.

(4) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan
yang tercanrum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan,

(5) Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsiall
diruangkan dalam Berita Acara.

(6) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

(7) Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari
Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi
selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100%
(seratus persen] dari Harga Kontrak dan Penyedia harus. menyerahkan
Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen] dan Harga Kontrak.

(8) Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara
parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

(9) Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terirna pertama
pekerjaan untuk bagian pekeIjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan
sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan terse but berakhir
sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

(lO)Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian
atau secara parsial Y'cUlU;
a. bagian peketjaan yang tidal<tergantung satu sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam
pencapaian kinerja pekerjaan.

(11)Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara
pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di
atas disesuaikan.

8agi~.11Kesaru
Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (Provisional Hand-Ovel1
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BABXIV
SERAH TERlMA

(7) Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

(8) Tats cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak,

•
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(11 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan
akhir pekerjaan.

(2) Pejabat Penandatangan Konlrak setelah mencrima pengajuan
memerintahkan Pengawas PekeIjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan
pengujian apabila diperlukan) terhadap basil pekerjaan.

(3) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekeljaan, Penyedia telah melaksanakan
semua kewajibannya selarna Masa Perneliharaan dengan baik dan telah
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat
Penandatanzan Kontrak dan Penvedia menandatanzani Berita Acara Serab

Bagian Ketiga
Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (Final Hand-Ouerj
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(I) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan
sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

(2) Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan
akhir pekerjaan.

(3) Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan
setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa
pemeliharaan dengan baik. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib
melakukan pembayaran sisa nilal kontrak yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

141 Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6
(enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga)
bulan .

(5) Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

(6) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
sebagaimana mestinya, make Pejabat Penandatangan Kontrak berhak
untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan
untuk membiayai perbaikan/pemeliheraan, serta Penyedia dikenakan
sanksi Daftar Hitam.

(7) Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang
pencairan Jaminan Pemelibaraan untuk membiayai Pemeliharaan maka
Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan kepada Kas Negara.

(8) Apabila dalam pemeriksaan basil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhlr.

(9) KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama
masa pemeliharaan .

(lO)Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas] hari kerja setelah
masa pemeliharaan selesai.

Bagian Kedua
Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal278

•

•



Hal-hal yang tidak dan belum diatur daIam Peraturan Bupati mi, mengikuti
ketentuan perundangundangan rnengenai pengadaan barang/jasa pemerintah
dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Direktur RSUD8ayu Asih.

Pasa1282

BABXVI
KETENTUANPENUTUP

•

(It Penyedia dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk melakukan penilaian kinerja Penyedia
dalam aplikasi StKaP.

(2t Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memberikan penilaian kinerja
Penyedia dalam aplikasi SIKaP.

(3t Tata cara penilaian kinerja penyedia berpedoman pada Peraturan LKPP
tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/ Jasa .

Pasal281

BABXV
PENlLAIAN KlNERJA PENYEDIA

(I) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk menandatangani Kontrak menyerahkan
hasil pekerjaan kepada KPA.

(2t Mekanisme serah terima hasil pekerjaan dari Pejabat Penandatangan
Kontrak kepada KPA dilakukan berdasarkan peraturan perundang-

• undangan.

Pasa1280

Bagian Keempat
Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPKkepada KPA

(4t Pejabat Penandatangan Kontrak wajib rnelakukan pembayaran sisa Harga
Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

(5t Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi,



KABUPATEN PURWAKAR'fA TAHUN 2023NOMOR lOll

2023
Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal >3 Selltemb]r

f~.BUPATl PURWAKARTA,

NO

Diundangkan di Purwakarta
padatan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal283

•

•
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